
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
NOMOR KEP-115 /PB/2022 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN 
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan 
guna mewujudkan kepastian hak d an kewajiban berbagai pihak 
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 
penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar 
pelayanan; 

b. bahwa dalam m emberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian 
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan 
sebagaimana dimaksud d alam huruf a, perlu menyusun 
Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat 
J enderal Perbendaharaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan h uruf b , perlu menetapkan Keputusan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Standar Pelayanan 
di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pe layanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan L embaran N egara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2 009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5337); 

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 98); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian 
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 509); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TENTANG STANDAR P ELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR 
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. 
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PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Standar 
Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur 
Jenderal i ni. 

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh petugas pada u nit 
organisasi di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dan menjadi l andasan dalam penilaian k inerja 
oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk 
perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Unit organisasi di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 
adalah: 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 
b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran; 
c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 
d. Direktorat Sistem Manajemen Investasi; 
e. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum; 
f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 
g. Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan 
h. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud d alam Diktum 
PERTAMA meliputi: 

a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
penyampaian pelayanan (service delivery); dan 

b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
pengelolaan pelayanan (manufacturing). 

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
penyampaian Pelayanan (service delivery) sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KEEMPAT huruf a terdiri atas: 

a. persyaratan, meliputi dokumen, barang atau hal l ain yang 
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik 
persyaratan teknis m aupun administratif; 

b. sistem, mekanisme dan prosedur, yang dibakukan bagi 
penerima layanan; 

c. jangka waktu layanan, yang diperlukan untuk menjelaskan 
seluruh proses Pelayanan Publik dari setiap jenis layanan; 

d. biaya/ tarif, yang dikenakan k epada Penerima Layanan dalam 
mengurus dan/ atau memperoleh Pelayanan Publik dari 
Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang besarnya 
ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari 
masyarakat; 

e. produk pelayanan, yang merupakan hasil Pelayanan Publik 
yang diberikan dan diterima Penerima Layanan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan; dan 

f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, berupa tata cara 
pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut atas pengaduan 
penyelenggaraan Pelayanan Publik. ( 
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KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
pengelolaan pelayanan (manufacturing) sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KEEMPAT huruf b terdiri atas: 

a. dasar hukum, berupa ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 

b. sarana, prasarana dan/ atau fasilitas, berupa peralatan dan 
fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan 
publik, termasuk peralatan dan fasilitas Pelayanan Publik bagi 
kelompok rentan; 

c. kompetensi P elaksana Pelayanan Publik, berupa kemampuan 
yang harus dimiliki oleh Pelaksana Pelayanan Publik, meliputi 
pentahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman; 

d. pengawasan internal, berupa sistem pengendalian intern dan 
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan 
Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik atau atasan 
langsung Pelaksana Pelayanan Publik; 

e. jumlah Pelaksana Pelayanan Publik, berupa informasi 
mengenai komposisi atau jumlah Pelaksana Pelayanan Publik 
yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian dan 
uraian tugas; 

f. jaminan Pelayanan Publik, berupa pemberian kepastian 
Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Standar 
Pelayanan; 

g. jaminan kemananan dan k eselamatan Pelayanan Publik, 
berupa komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari 
bahaya, risiko, dan k eragu-raguan; dan 

h. evaluasi kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik, berupa 
penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. 

Dalam hal Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud d alam 
Diktum PERTAMA tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan, 
maka diberikan kompensasi oleh masing-masing unit kerja berupa: 

a. Permohonan maaf secara lisan atau tulisan; 
b. Pemberian prioritas waktu dan layanan seperti l ayanan tanpa 

antrian; 
c. Penyelesaian layanan lebih awal dibanding standar yang 

berlaku; dan/ atau 
d. Bentuk lain yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja. 

Mekanisme reward a nd punishment diberikan kepada para Petugas 
layanan pada unit organisasi di lingkungan Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud d alam Diktum 
KEDUA sebagai bentuk h asil evaluasi atas kinerja layanan berupa: 

a. Reward yang diberikan bagi petugas layanan yang berkinerja 
sesuai atau melebihi standar layanan mengacu pada ketentuan 
yang b erlaku, dapat berupa penambah Nilai K inerja Pegawai 
(NKP) yang dapat dipergunakan untuk pengusulan pegawai 
teladan, beasiswa/ pelatihan untuk peningkatan kompetensi 
dan/ atau bentuk penghargaan lainnya; dan 

b. Punishment yang diberikan bagi petugas layanan yang 
berkinerja tidak sesuai dengan standar layanan, dapat berupa 
sanksi dengan mengacu pada ketentuan terkait kode etik dan 
disiplin pegawai yang berlaku. f 
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KESEMBILAN Keputusan Direktur Jenderal 1n1 rnulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Salinan Keputusan Direktur Jenderal i ni disarnpaikan k epada: 

1. Sekretaris Jenderal Kernenterian Keuangan; 
2. Inspektur Jenderal Kernenterian Keuangan; 
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan 
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat J enderal 

Perbendaharaan. 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 31 Mei 2022 



STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PUSAT 

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN 

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN 
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STANDAR P ELAYANAN DI LINGKUNGAN 

KANTOR PUSAT D IREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan terdiri atas Standar Pelayanan pada: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Standar Pelayanan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

meliouti 11 (sebelas) ienis pelayanan, yaitu: 

No. 
J enis Pelayanan 

1 
Penerbitan Izin Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan yang Melibatkan 

Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 

2 
Pengajuan Permohonan Pendaftaran / Penonaktifan / Perubahan User 

Aplikasi Sistem Aplikasi P engelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) 

3 Pengajuan Peraturan/Surat Edaran/Keputusan yang Penetapannya 

dilakukan oleh Direktur J enderal Perbendaharaan 

4 Konsultasi P engelolaan Kinerja Organisasi 

5 Penerbitan Surat Izin Magang dan Penelitian 

6 
Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pengganti Pelaksana 

Harian (Plh.) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan 

Direktorat J enderal Perbendaharaan 

7 Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)/ Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu 

Suami (KARSU) Pegawai Kantor Pusat dan Pegawai Golongan III Keatas 

pada Unit Vertikal 

8 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

9 Layanan Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur PPID (Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 

10 Pengelolaan Pengaduan 

11 Penanganan Laporan Gratifikasi 

a. Penerbitan Izin Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan yang Melibatkan Pejabat 
dan/ atau Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal P erbendaharaan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Bahan Penerbitan Izin Prinsip 
Penyelenggaraan Kegiatan yang Melibatkan 
Pejabat dan/ atau Pegawai di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara 

lain: 
1. Nota/ Surat penyusunan Kalender 

Kegiatan Tahunan unit Eselon II Kantor 
Pusat dan Kantor Vertikal Ditjen 
Perbendaharaan; 

2. Nota/Surat Dinas Permohonan Izin 
Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan dari 
unit Iinzkuo Ditjen Perbendaharaan; 

I 
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No. Komponen Uraian 
3. Neta/Surat Dinas Permohonan Izin 

Prinsip Pemenuhan undangan dari unit 
lingkup Ditjen Perbendaharaan; 

4. Aplikasi Monitoring Kegiatan Ditjen 
Perbendaharaan. 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Sekretaris Direktorat 
Perbendaharaan 
Menerima disposisi permohonan izm 
prinsip penyelenggaraan 
kegiatan/ pemenuhan undangan dari 
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau 
menerima permohonan izin prinsip 
penyelenggaraan kegiatan / pemenuhan 
undangan dari Unit lingkup Ditjen 
Perbendaharaan. Selanjutnya 
menugaskan Kepala Bagian O TL untuk 
meneliti dan menganalisa atas 
permohonan izin prinsip 
penyelenggaraan kegiatan/ pemenuhan 
undangan tersebut. 

2. Kepala Bagian OTL 
Menerima disposisi permohonan izin 
prmsip penyelenggaraan 
kegiatan/ pemenuhan undangan dari 
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan 
menugaskan Kepala Subbagian 
Perencanaan Strategis Organisasi untuk 
meneliti dan menganalisa atas 
permohonan izm prmsip 
penyelenggaraan k egiatan/ pemenuhan 
undangan tersebut. 

3. Kepala Subbagian Perencanaan Strategis 
Organisasi 
Menerima dan meneliti disposisi tugas 
dari Kabag OTL dan melakukan 
sinkronisasi atas jadwal kalender 
kegiatan Ditjen Perbendaharaan d an 
menugaskan pelaksana pada Subbagian 
PSO untuk menindaklanjti dengan 
melakukan analisa lanjutan dan 
penyusunan draft nota dinas/ surat 
dinas. 

4. Pelaksana pada Subbagian PSO 

Jenderal 

a. Melakukan analisa lanjutan atas 
dampak pelaksanaan kegiatan 
terhadap keberlangsungan proses 
bisnis di kantor dimana pegawai 
tersebut bertugas dengan tetap 
mengedepankan asas kemanfaatan 
bagi organisasi, 

b. Meneliti jadwal kegiatan 
bersangkutan dan melakukan 
sinkronisasi peserta, waktu, tempat 
dan pengisi acara kegiatan t ersebut 
dengan kegiatan lain di Ditjen 
Perbendaharaan, ,_ 

,., 
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No. Komponen Uraian 
c. Membuat konsep nota dinas 

pertimbangan Kepala Bagian OTL 
kepada Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan/Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dan konsep surat 
pemanggilan peserta kegiatan. 

5. Kepala Subbagian PSO 
Menerima konsep nota dinas 
pertimbangan Kepala bagian OTL kepada 
Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan/Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dan konsep surat 
pemanggilan k egiatan, memeriksa dan 
mengoreksi konsep surat, kemudian 
meneruskannya kepada Kepala Bagian 
OTL. 

6. Kepala Bagian OTL 
Menerima dan meneliti kemudian 
membubuhi paraf p ada konsep nota 
dinas pertimbangan/ surat pemanggilan 
dan menyampaikan kepada Sekretaris 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

7. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 

a. Dalam hal penyelenggaraan 
kegiatan/ pemenuhan undangan yang 
menyebabkan Pejabat Eselon II keluar 
dari lingkup p rovinsi lokasi kantornya 
atau kegiatan di l uar negeri: Menerima, 
meneliti dan menandatangani konsep 
nota dinas pertimbangan/ surat 
pemanggilan dan menyampaikan nota 
dinas pertimbangan kepada Direktur 
Jenderal Perbendaharaan. 

b. Dalam hal penyelenggaraan 
kegiatan/ pemenuhan undangan yang 
menyebabkan Pejabat Eselon III, 
Pejabat Eselon IV dan Pelaksana 
Kantor Vertikal keluar dari lingkup 
provinsi lokasi kantornya: 
1) Menerima, meneliti dan memaraf 

nota dinas pertimbangan dan 
menandatangani surat 
pemanggilan peserta, 

2) Menyampaikan n ota 
pertim bang an yang telah 
dan surat pemanggilan 
kepada Kepala Bagian OTL. 

8. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Dalam hal penyelenggaraan 
kegiatan/ pemenuhan undangan 
menyebabkan Pejabat Eselon II Keluar 
dari l ingkup provinsi lokasi kantornya 
atau kegiatan di luar negeri: 
Menerima, meneliti 
memaraf/memberi catatan atas notaf 

dinas 
diparaf 
peserta 

dan 
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No. Komponen Uraian 
dinas pertimbangan dan menyampaikan 
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

9. Sekretari Ditjen Perbendaharaan 
Menerima disposisi/ catatan atas nota 
dinas pertimbangan dan menyampaikan 
kepada Kepala Bagian OTL. 

10. Kepala Bagian OTL 
Menerima, meneliti dan menugaskan 
Kepala Subbagian PSO untuk 
menyampaikan kepada unit pemohon 
izm prmsip (untuk kegiatan internal 
Ditjen Perbendaharaan) atau 
menyampaikan kepada u nit peserta 
kegiatan (untuk kegiatan eksternal Ditjen 
Perbendaharaan). 

11. Kepala Subbagian PSO 
Menerima, meneliti dan menugaskan 
pelaksana pada Subbagian PSO untuk 
mendokumentasikan izin prmsip 
tersebut serta menyampaikan k epada 
unit pemohon izin prmsip (untuk 
kegiatan internal Ditjen Perbendaharaan) 
atau kepada unit peserta kegiatan (untuk 
kegiatan eksternal Ditjen 
Perbendaharaan) melalui sarana 
tercepat. 

12. Pelaksana Subbagian PSO 

a. Mendokumentasikan dan 
menatausahakan n ota dinas / surat .. 
izm prmsrp; 

b. Mengirimkan nota dinas/izin prinsip 
tersebut kepada pihak terkait melalui 
sarana tercepat serta mengirimkan 
hardcopy melalui S ubbagian Tumah 
Tangga, Bagian Keuangan. 

3 J angka waktu 
pelayanan 

Maksimal 5 (lima) hari kerja sampai dengan 
persetujuan Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan/Direktur Jenderal 
Perbendaharaan. 

4 Biava/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan Nota Dinas/ Surat Izin Prinsip 
Penyelenggaraan Kegiatan dan Nota Dinas/ 
Surat Izin Pemenuhan Undangan. 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: kemenkeu. orimeeakemenkeu. !IO .id 
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No. Komponen Uraian 
4. kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 

portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: LL 2engaduandj2b.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komnonen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri K euangan Nomor 
118 /PMK.0 1 / 2021 ten tang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen 
Perbendaharaan. 

3. Surat Edaran Direktur jenderal 
Perbendaharaan Nomor SE- 
58/PB/2015 Tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kegiatan yang 
Melibatkan Pejabat dan/ a tau Pegawai 
di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

2 Sarana dan 
parasarana, dan/ atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIii; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

tata cara pelaksanaan kegiatan 
dan/ atau pemenuhan undangan 
kegiatan di Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan; 

4. Mampu mengoperasikan 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecermatan, dan tanzzunz jawab. 

aplikasi 

4 Pengawasan internal 1. Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan; 

2. Kepala Bagian OTL 
3. Kepala Subbagian atasan langsung 

pelaksana; 
4. Monitoring Rapat/Kee:iatan DJPb 

5 Jumlah pelaksana 3 ( tiga) orang petugas untuk menjadi PIC 
masing-masing Unit Eselon II di lingkup 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan serta Kanwil DJPb. 
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No. Komponen Uraian 
6 J aminan pelayanan Proses pengajuan Iz in Prinsip dilakukan 

berdasarkan standar operasional 
prosedur dan n orma waktu yang telah 
ditetapkan, 

7 J aminan k eamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 
memadai di ruang kerja; 

4. Desain bangunan telah dibuat mirum 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Subbagian atasan 
langsung pelaksana hingga Sekretaris 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan/Direktur Jenderal 
Perbendaharaan 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

b. Pengajuan Permohonan Pendaftaran/Penonaktifan/Perubahan 
Aplikasi Sistem Aplikasi P engelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

User 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan Nota Dinas dari Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan (DJPb) hal 
Pengajuan Permohonan Pendaftaran/ 
Penonaktifan/Perubahan User Aplikasi 
Sistem Aplikasi P engelolaan Hi bah 
Terintegrasi (SEHATI). 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Sekretaris DJPb, Kepala Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana (OTL), dan 
Kepala Subbagian Pengembangan 
Organsiasi (PO) menenma, memeriksa 
Nota Dinas, serta mendisposisikan; 

2. Pelaksana kemudian membuat konsep 
Nota Dinas Pengantar Kepala Bagian OTL 
kepada Sekretaris DJPb d an N ota Dinas 
Sekretaris DJ Pb hal Permohonan 
Pendaftaran / Penonaktifan / Peru bahan 
User Aplikasi Sistem Aplikasi P engelolaan 
Hibah Terintegrasi (SEHATI) yang 
ditujukan kepada Direktur Jenderal 
Pengelolaan Pembiavaan dan Risiko c.q .... 



-9- 

No. Komponen Uraian 
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen; 

3. Kepala Subbagian PO meneliti konsep 
Nota Dinas Pengantar Kepala Bagian OTL 
dan konsep N ota Dinas Sekretaris DJPb 
kemudian meneruskan kepada Kepala 
Bagian OTL; 

4. Kepala Bagian OTL meneliti dan 
menandatangani secara elektronik konsep 
Nota Dinas Pengantar dan meneruskan 
konsep N ota Dinas Permohonan 
Pendaftaran / Penonaktifan / Peru bahan 
User Aplikasi S istem Aplikasi Pengelolaan 
Hibah Terintegrasi (SEHATI) kepada 
Sekretaris DJPb; 

5. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 
meneliti, dan menandatangani secara 
elektronik Nota Dinas Permohonan 
Pendaftaran / Penonaktifan / Perubahan 
User Aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan 
Hibah Terintegrasi (SEHATI) yang 
ditujukan k epada Direktur Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. 
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen; 

6. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 
menenma Nota Dinas Persetujuan 
Pendaftaran / Penonaktifan / Peru bah an 
User Aplikasi Sistem Aplikasi P engelolaan 
Hibah Terintegrasi (SEHATI) dari DJPPR, 
kemudian meneruskan disposisi kepada 
Kepala Bagian OTL; 

7. Kepala Bagian OTL meneli ti dan 
meneruskan Nota Dinas Persetujuan 
Pendaftaran / Penonaktifan / Perubahan 
User Aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan 
Hibah Terintegrasi (SEHATI), kemudian 
didisposisikan kepada Kepala Subbagian 
Pengembangan Organsiasi; 

8. Kepala Subbagian Organisasi menerima, 
meneliti clan meneruskan disposisi Nota 
Dinas persetujuan kepada pelaksana 
Subbagian Pengembangan Organisasi. 

9. Pelaskana Subbagain Organisasi 
melakukan pengarsipan nota dinas 
persetujuan Pendaftaran / Penonaktifan / 
Perubahan User Aplikasi Sistem Aplikasi 
Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI). 

3 Jangka 
pelayanan 

waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima disposisi 
dari Kepala Subbagian Organisasi 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan User Aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan 

Hibah Terintegrasi (SEHATI) 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
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No. Komponen Uraian 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: 

httQs: L Lwise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya N o. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
httQs: L L2engaduandjpb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di i nternal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
99/PMK.05/2017 tentang Administrasi 
Pengelolaan Hibah dan berdasarkan 
kesepakatan antara Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 
(DJPPR) 

2 Saran a dan 
parasarana, dan/ atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Administrasi Pengelolaan Hibah; 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 

kecermatan, dan tanggung jawab. 
4 Pengawasan internal 1. Sekretaris Direktorat J enderal 

Perbendaharaan; 
2. Kepala Se ski atasan langsung 

pelaksana; 
3. Bagian Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang petugas 
6 Jaminan pelayanan Proses pengajuan Permohonan 

Pendaftaran / Penonaktifan / Peru bahan 
User Aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan 
Hibah Terintegrasi (SEHATI) sesuai 
Ketentuan yang berlaku 
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No. Komponen Uraian 
7 J aminan keamanan 

dan keselamatan 
pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

3. Tersedia a lat pemadam ke bakaran yang 
memadai di ruang kerja; 

4. Desain bangunan telah dibuat mirum 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung 
pelaksanaan h ingga Sekretaris 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

c. Pengajuan Peraturan/Surat Edaran/Keputusan yang Penetapannya 
dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan PER/SE/KEP dari 
Teknis/Pemrakarsa, yang dilampiri: 
1. Rancangan PER/SE/KEP; 
2.ADK; 
3. Verbal dan routing slip; dan 
4. Data pendukung lainnya. 

Unit 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Sekretaris Direktorat J enderal 
Perbendaharaan, Kepala Bagian OTL, dan 
Kepala Subbagian Tata Laksana 
menenma, memeriksa N ota Dinas dan 
Rancangan PER/ SE beserta berkas 
pendukung, serta mendisposisikan; 

2. Pelaksana melakukan penyesuaian tata 
nsakah dinas / legal drafting, kemduian 
membuat konsep Nota Dinas permintaan 
paraf, verbal, mencetak Rancangan 
PER/SE/KEP; 

3. Kepala Subbagian Tata Laksana meneliti, 
memaraf, dan menandatangani Nota 
Dinas pengantar dan meneruskan ke unit 
teknis / pemrakarsa; 

4. Unit teknis dan Direktur SP 
membubuhkan paraf pada setiap lembar 
halaman Rancangan PER/SE/KEP; 

5. Pelaksana Subbagian Tata Laksana 
membuat Nota Dinas pengantar kepada 
Sesditjen dan Dirien Perbendaharaan; .. 

,­ 
I 
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6. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 
meneliti, memaraf, dan menandatangani 
Rancanagan PER/SE/KEP; 

7. Pelaksana Subbagian Tata Laksana 
menatausahakan PER/SE/KEP beserta 
lampirannya. 

3 Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja 
pelavanan 

4 Biaya/tarif Rp0,- 
5 Produk pelayanan Peraturan Perbendaharaan yang ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 
6 Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas 

pengaduan, saran, layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
dan masukan 1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: 

https: L Lwise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: L Lpengaduandjpb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb https: L Lhai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di i nternal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. PMK Nomor 164/PMK.01/2021 tentang 
Pedoman Tata N askah Dinas di 
Lingkungan Kementerian Keuangan. 

2. PMK 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan. 

3. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-22 tentang 
Tata Cara Pengajuan Rancangan 
Peraturan Pemerintah, Rancangan 
Peraturan Presinde, Peraturan Menteri 
Keuangan, Keputusan Menteri 
Keuangan, Peraturan, Keputusan, dan 
Surat Edaran di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan. 

2 Sarana dan 
parasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer 

Kompetensi 1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 

L___j_=pel=a=k=-sa=n=--=-a=-- ___[_ _ __-'C (l=I /c_c:_,_:)!.____; ---------------' f 
3 
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No. Komponen Uraian 
2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

ketatalaksanaan; 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 

kecermatan, dan tanggung jawab. 
4 Pengawasan 

internal 
1. Sekretaris Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 
2. Kepala Seski atasan langsung pelaksana; 
3. Bagian Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 7 (tujuh) orang petugas untuk menjadi PIC 
di masing-masing Unit Eselon II di lingkup 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

6 J aminan pelayanan Proses pengajuan PER/ SE/ KEP dilakuka 
berdasarkan SOP dan norma waktu yang 
telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat petugas keamanan yang berjaga 
selama jam layanan; 

3. Tersedia alat pemadam ke bakaran yang 
memadai di ruang kerja; 

4. Desain bangunan telah dibuat minim 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
secara hierarkis saat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksanaan 
hingga Sekretarus Direktorat J enderal 
Perbendaharaan. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/ penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP). 

d. Konsultasi Pe ngelolaan Kinerja Organisasi 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 l' t' pe ayanan me rpu 1: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pertanyaan/Konsultasi terkait pengelolaan 
kinerja disampaikan melalui 
sarana/korespodensi resmi melalui Aplikasi 
HAI DJPb, Nomor Whatsapp Pribadi Tiap 
PIC serta Grup Pengelola Kinerja Per Kanwil. 

2 Sistem, mekanisme l. Stakeholder melakukan kontak melalui 
dan prosedur aplikasi mass anger dengan PIC yang 

telah ditetapkan atau melalui aplikasi 
Hai DJPb. f 
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No. Komponen Uraian 
2. Apabila melalui HAI DJPb, Agen 

Pengelola Kinerja akan mendapatkan 
notif berupa pemberitahuan ke email 
kemenkeu masing-masing. 

3. Kemudian uagen pengelola kinerja 
menjawab p ertanyaan dari stakeholder 
terkait pengelolaan kinerja di email 
kemenkeu masing-masing. 

4. Sedangkan apabila konsultasi dilakukan 
melalui Media Whatsapp Pribadi/Grup 
Pengelola Kinerja, pengelola kinerja 
langsung memberikan arahan terkait 
permasalahan yang dihadapi. 

3 Jangka 
pelayanan 

waktu 1 (satu) hari kerja. 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan - Konsultasi Penggunaan Aplikasi 

- Konsultasi Pelaksanaan Pengelolaan 
Kinerja 

- Konsultasi Te rkait Penyusunan Laporan 
SFO 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: 

https: //wise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an 
email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb https: //hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi P raptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

5. Subbag PKO juga selalu melakukan 
penyebaran kuesioner survei 
pelaksanaan asistensi pengelolaan 
kinerja pada saat pelaksanaan sosialisasi 
asistensi pengelolaan kinerja sebagai 
bahan masukan dan saran dari 
stakeholder. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d' . 1 . . r t' pe ayanan i interna orgamsasi me ipu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Keputusan Menteri Keuangan n omor 

467 /KMK.01/2014 tentang P engelolaan 
Kinerja di Lingkungan Kementerian 
Keuangan r 
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No. Komponen Uraian 
2. Keputusan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor KEP- 
241/PB/2015 tentang Pengelolaan 
Kinerja di Lingkungan Direktorat 
J enderal Perbendaharaan 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi 
dan Tata Keria Kementerian Keuanzan 

2 Sarana dan 
parasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. M eja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Laptop; 
5. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
Muda (II/ d); 

2. Pendidikan formal minimal d3 atau 
sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
pengelolaan kinerja 

4. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan 
internal 

1. Kepala Bagian OTL 
2. Kepala Subbagian PKO 

5 Jumlah pelaksana 7 orang (terbagi dalam ruang lingkup 
wilavah] 

6 J aminan pelayanan Konsultasi dilaksanakan sesuar dengan 
tugas dan fungsi Subbagian PKO dalam 
rangka pemberian bimbingan teknis 
penaelolaan k inerja, 

7 Jaminan keamanan 
dan k eselamatan 
pelayanan 

1. Seluruh pelaksanaan konsultasi 
berpedoman pada peraturan. 

2. Penggunaan aplikasi. 
3. Keamanan data stakeholder. 

8 E valuasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
oleh Kepala Seksi sebagai atasan 
langsung. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP). 

3. Telah dilakukan survei pelaksanaan 
asistensi pengelolaan kinerja oleh 
stakeholder yang mengukur tingkat 
kemampuan k inerja pelaksana dalam 
melakukan atau memberikan k onsultasi 
pengelolaan kinerja. 

e. Penerbitan Surat Izin Magang dan Penelitian 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: Y 
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No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan Penelitian/Magang; 
2. Proposal Penelitian/Magang. 

2 Sistem, m ekanisme 
dan prosedur 

1. Pegawai yang akan melaksanakan 
penelitian mengajukan Permohonan 
Bantuan Penelitian/Magang kepada 
Sekretaris DJPb c.q. Kepala Bagian 
Sumber Daya Manusia, dengan 
melampirkan persyaratan-persyaratan 
yang ditetapkan; 

2. Disposisi surat permohonan 
hierarkis dari Kepala Bagian 
Daya Manusia hingga ke 
pelaksana; 

3. Pelaksana menyusun konsep Surat 
Permohonan Fasilitasi 
Peneli tian / Magang, un tuk disam paikan 
secara hierarkis; 

4. Sekretaris Direktorat J enderal 
Perbendaharaan menyetujui/ menolak 
Permohonan Fasilitasi 
Penelitian/Magang, serta menyampaikan 
permohonan fasilitasi kepada Pimpinan 
Unit Kerja terkait melalui Aplikasi Naskah 
Dinas Elektronik (apabila permohonan 
fasilitasi disetujui); 

5. Pimpinan Unit Eselon II/III menenma 
Surat Permohonan Fasilitasi 
Penelitian/Magang dan memberikan 
persetujuan dengan megirimkan Surat 
Persetujuan Fasilitasi Penelitian/Magang 
kepada Sekretaris Direktorat J enderal 
Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian 
Sumber Daya Manusia; 

6. Disposisi surat persetujuan 
hierarkis dari Kepala Bagian 
Daya Manusia hingga ke 
pelaksana; 

7. Pelaksana menyusun konsep Surat 
Persetujuan Fasilitasi Penelitian/Magang, 
untuk disampaikan secara hierarkis; 

8. Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan menyetujui/ menolak 
konsep Surat Persetujuan Fasilitasi 
Penelitian/Magang, serta menyampaikan 
kepada Pelaksana/Pihak Ketiga yang 
memohon fasilitasi, melalui Kepala 
Bagian Sumber Daya Manusia.alui 
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (apabila 
konsep surat disetujui). 

secara 
Sumber 
tingkat 

secara 
Sumber 
tingkat 

3 J angka waktu 
pelayanan 

1 ( satu) minggu 

4 Biaya/tarif RpO,- 

r 
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No. Komponen Uraian 

5 Produk pelayanan 1. Surat Persetujuan Penelitian. 
2. Surat Persetujuan Magang. 
3. Surat Permohonan Fasilitasi Penelitian. 
4. Surat Permohonan Fasilitasi Magang. 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: 

https: //wise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb https: //hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

2. Peraturan Menteri K euangan Nomor 
118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 

3. Surat Edaran Menteri K euangan Nomor 
SE-46/MK.1/2020 Tentang Mekanisme 
Magang Mahasiswa/ Mahasiswi yang 
dilaksanakan di Lingkungan Kementerian 
Keuangan. 

2 Sarana dan 
prasarana, 
dan/ a tau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
6. Aplikasi Komputer Umum; 
7. Aplikasi Nadine. 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
Muda (11/ a); 

2. Pendidikan formal minimal Diploma I 
atau sederajat; 
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No. Komponen Uraian 

3. Memahami peraturan terkait izin 
peneli tian dan magang; 

4. Mampu mengoperasikan Aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan 1. Sekretaris Direktorat Jenderal; 
internal 2. Kepala Bagian SDM; 

3. Kepala Subbagian Pengembangan 
Kompetensi dan Budaya Organisasi; 

4. Bagian Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 (satu) orang petugas administrasi 
fasilitasi penelitian/ magang. 

6 J aminan pelayanan Proses Penerbitan Surat Persetujuan 
Penelitian/ Surat Persetujuan Magang 
dilakukan sesuai SOP dan berdasarkan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 Jaminan 1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
keamanan dan terproteksi; 
keselamatan 2. Dokumentasi arsip secara elektronik, 
pelayanan yang terkontrol berdasarkan alur 

penanggungjawabnya; 
3. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 

memadai di ruang pelayanan. 

8 Evaluasi kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
pelaksana secara hierarkis saat proses pelaksanaan 

pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Subbagian atasan langsung pelaksana 
hingga Kepala Bagian Sumber Daya 
Manusia; 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/ penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP). 

f. Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pengganti Pelaksana Harian 
(Plh.) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Nota dinas permohonan penunjukan 
Pejabat Penzzanti Pelaksana Harian (Plh.); 
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2. Surat tugas, undangan, atau sejenisnya 
yang menginformasikan lokasi dan tanggal 
pelaksanaan kegiatan. 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
menenma nota dinas permohonan 
penunjukan Pejabat Pengganti dan 
mendisposisikan secara hierarkis hingga ke 
tingkat pelaksana Subbagian Sistem 
Informasi dan Layanan Sumber Daya 
Manusia (SIL SDM); 

2. Pelaksana menenma dan meneliti 
permohonan penunjukan Pejabat 
Pengganti, dan selanjutanya membuat 
konsep Surat Perintah Penunjukan Pejabat 
Pengganti beserta nota dinas penyampaian, 
untuk disampaikan secara hierarkis; 

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
menyetujui/ menolak Surat Perintah 
Penunjukan Pejabat Pengganti (Plh.) 
melalui aplikasi Naskah Dinas Elektronik 
(apabila surat disetujui). 

3 Jangka waktu 
pelayanan 

3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan Surat Perintah Penunjukan Pejabat 
Pengganti (Plh.) 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan 
disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistle blowing System Kemenkeu: 

https: //wise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: 

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 
Pusat 10710 Telp: 134 da n email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb https: //hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

5. Penanganan pengaduan dapat dilakukan 
secara langsung maupun tertulis kepada 
Subbagian SIL SDM selaku unit in charae. 
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2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di i nternal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan n omor 
136/PMK.01/2018 tentang P edoman Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 
Keuangan; 

2. Peraturan Menteri Keuangan n omor 
182/PMK.01/2020 tentang P edoman 
Penunjukan Pelaksana Tugas dan/ atau 
Pelaksana Harian di Lingkungan 
Kementerian Keuangan; 

3. Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor KEP- 
162/PB/2011 tentang Pengangkatan 
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di 
Lingkungan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

2 Sarana dan Meliputi: 
prasarana, 1. Meja; 
dan/ atau fasilitas 2. Kursi; 

3. Komputer /laptop; 
4. Printer; 
5. Aplikasi komputer umum; 
6. Aplikasi persuratan (Nadine). 

3 Kompetensi 1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
pelaksana Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal Diploma I atau 
sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
Penunjukan Pejabat Pejabat Pengganti di 
Lingkungan Kementerian Keuangan; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan 1. Sekretaris Direktorat Jenderal; 
internal 2. Kepala Bagian SDM; 

3. Kepala Subbagian Sistem Informasi dan 
Layanan SDM; 

4. Bagian Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 (satu) orang petugas administrasi. 

6 J aminan pelayanan Proses penerbitan Surat Perintah 
Penunjukan Pejabat Penggati Pelaksana 
Harian (Plh.) dilakukan berdasarkan SOP 
dan n orma waktu yang telah ditetapkan. 

7 Jaminan 1. Penggunaan sistem aplikasi serta jaringan 
keamanan dan yang terproteksi; 
keselamatan 2. Dokumentasi arsip secara elektronik, yang 
pelayanan terkontrol berdasarkan alur 

penanggungjawabnya; 
3. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 

memadai di ruang pelavanan; 

/ 
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4. Desain bangunan telah dibuat minim 
risiko dan jalur evakuasi telah disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
pelaksana secara hierarkis s aat proses pelaksanaan 

pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Subbagian atasan langsung pelaksana 
hingga Kepala Bagian SDM; 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/ penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP). 

g. Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG) / Kartu Isteri (KARIS) / Kartu Suami 
(KARSU) Pegawai Kantor Pusat dan Pegawai Golongan III Keatas pada Unit 
Vertikal 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Memastikan dokumen pendukung usulan 
Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami 
(KARSU) telah terupload pada aplikasi 
PbnOpen yang terdiri atas: 
a) Fotokopi Laporan Perkawinan 

Pertama/ Janda/ Duda; 
b) Fotokopi Surat Nikah/ Akta 

Perkawinan; 
c) Pas Foto Istri/ Suami Ukuran 3x4 c m; 
d) Fotokopi S K C PNS; 
e) Fotokopi S K PNS; 
f) Fotokopi KARIS dan KARSU PNS 

(Untuk Permohonan Penggantian 
KARIS/KARSU PNS) 

g) Surat Keterangan Kehilangan Barang 
dari Kepolisian (Untuk Permohonan 
Penggantian KARIS/KARSU PNS); 

h) Laporan Kehilangan KARIS dan 
KARSU dari Istri/ Suami Pegawai 
Bersangkutan (Untuk Permohonan 
Penggantian KARIS/KARSU PNS); 

i) Kutipan Akta Perceraian/ Akta 
Kematian. 

2. Memastikan dokumen pendukung usulan 
Kartu Pegawai (KARPEG) telah terupload 
pada aplikasi PbnOpen yang terdiri atas: 
a) Fotokopi SK CPNS; 
b) Fotokopi SK PNS; 
c) Fotokopi SK Pangkat Terakhir; 
d) Pas Foto Ukuran 3x4 c m; 
e) Fotokopi KARPEG Hilang (Untuk 

Permohonan Penggantian KARPEG); , 
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f) Surat Keterangan Kehilangan Barang 
dari K epolisian (Untuk Permohonan 
Penggantian KARPEG) 

g) Surat Pernyataan KARPEG H ilang 
dari PNS Bersangkutan (Untuk 
Permohonan Penggantian KARPEG) 

2 S istem, mekanisme 
dan prosedur 

1) Pelaksana SILSDM 
a) menerima dan memverifikasi berkas 

permohonan pembuatan Karpeg/ 
Karis / Karsu melalui PbnOpen; 

b) Apabila dalam p roses verifikasi ada 
berkas yang tidak lengkap, 
mengembalikan/ menginformasikan 
kepada unit pemohon untuk dilengkapi 
melalui PbnOpen; 

c) Membuat konsep surat pengantar dan 
mengajukan secara hierarkis. 

2) Kepala Bagian SDM menetapkan/ menolak 
surat permohonan pembuatan Karpeg/ 
Karis / Karsu kemudian menyampaikan 
kepada Biro SDM; 

3) Biro S DM memproses permohonan 
Karpeg/ Karis / Karsu d an menyampaikan 
kembali kepada Bagian SDM setelah 
proses selesai; 

4) Pelaksana menerima dan menyampaikan 
Karpeg/Karis/Karsu kepada unit 
pemohon untuk disampaikan kepada 
pemohon dan melakukan pembaharuan 
Karpeg/Karis/Karsu pada data pegawai 
yang bersangkutan di aplikasi 
kepegawaian. 

3 J angka waktu 
pelayanan 

3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan Kartu Pegawai (KARPEG)/ Kartu Isteri 
(KARIS)/Kartu Suami (KARSU) 

6 P enanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran clan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: 

https: / /wise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak p engaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: / /pengaduandjpb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb https: / /hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pu.sat DJPb d i alamat Gedung , 
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Prijadi Praptosuhardjo II Lt.l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

5. Penanganan pengaduan dapat dilakukan 
secara langsung maupun tertulis kepada 
Subbazian SIL SDM selaku unit in charqe 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di i nternal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Keputusan Kepala Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara nomor 
1158a/KEP / 1983 tanggal 25 April 1983 
ten tang Kartu Istri/ Suami Pegawai N egeri 
Sipil; 

2. Keputusan Kepala Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara nomor O 1 /KEP / 1994 
tentang Penetapan K artu Pegawai Negeri 
Sipil; 

3. Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan n omor KEP- 
143 /PB/ 20 l 9 tentang P emberian Kuasa 
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kepada Para P ejabat Lingkup Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan untuk Atas 
Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Menandatangani N askah Dinas di Bidang 
Kepegawaian. 

2 Sarana dan 
prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer/laptop; 
4. Printer; 
5. Aplikasi komputer u mum; 
6. Aplikasi persuratan (Nadine); 
7. Aplikasi Kepegawaian. 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal Diploma I atau 
sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
mekanisme perj alanan dinas pindah 
menetap d i lingkungan Direktorat 
J enderal Perbendaharaan; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan 
internal 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal; 
2. Kepala Bagian SDM; 
3. Kepala Subbagian Sistem Informasi dan 

Layanan SDM; 
4. Bagian Kepatuhan Internal. 

L.__L..___ -L---------~t 
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5 Jumlah pelaksana Minimal: 
1 ( satu) orang petugas administrasi 
KARIS/KARPEG/ KARSU di lingkup Bagian 
Sumber Daya Manusia 
1 (satu) orang pelaksana yang menjadi 
person in charge pada masing-masing Unit 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 
Lingkungan Direktorat J enderal 
Perbendaharaan 

6 J aminan pelayanan Proses penerbitan Kartu Pegawai 
(KARPEG)/ Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu 
Suami (KARSU) dilakukan berdasarkan SOP 
dan n orma waktu yang telah ditetapkan 

7 Jaminan 1. Penggunaan sistem aplikasi serta 
keamanan dan jaringan yang terproteksi; 
keselamatan 2. Sentralisasi database pada aplikasi 
pelayanan PbnOpen; 

3. Dokumentasi arsip secara elektronik, 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

4. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 
memadai di ruang pelayanan; 

5. Desain bangunan telah dibuat minim 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
pelaksana secara hierarkis s aat proses pelaksanaan 

pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Subbagian atasan langsung pelaksana 
hingga Kepala Bagian SDM; 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/ penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP). 

h. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 r r pe ayanan me rpu 1: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan a. Surat Permintaan Pembayaran 
b. DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 
c. Dokumen pendukung 

2 Sistem, mekanisme 1. Pelaksana Subbag Perbendaharaan: 
dan prosedur a. Menerima berkas SPP-LS dan memaraf 

routing slip; 
b. Memeriksa dan meneliti keabsahan 

SPP-LS beserta lampirannya; 
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No. Komnonen Uraian 
c. Membuat konsep pengembalian SPP­ 

LS untuk SPP-LS yang terdapat 
kekurangan/ kesalahan; 

d. Mencatat SPP-LS yang sudah lengkap 
pada buku agenda; 

e. Membuat konsep SPM untuk SPP-LS 
yang sudah lengkap d an benar; dan 

f. Meneruskan berkas SPP-LS dan 
konsep SPM ke Bendahara 
Pengeluaran. 

2. Bendahara Pengeluaran: 
a. Memeriksa kebenaran pembebanan 

anggaran; 
b. Memasukkan pembebanan anggaran 

pada program aplikasi pembukuan 
bendahara; dan 

c. Meneruskan berkas SPP-LS dan 
konsep SPM ke S ub b ag 
Perbendaharaan. 

3. Kasubbag P erbendaharaan: 
a. Memeriksa dan meneliti keabsahan 

SPP-LS beserta lampirannya; 
b. Mendandatagani surat pengembalian 

untuk SPP-LS yang terdapat 
kekurangan/ kesalahan kemudian 
menugaskan Pelaksana untuk 
mengirimkan k e PPK; 

c. Memeriksa dan menandatangani 
konsep SPM kemudian memaraf 
routing slip; 

d. Melakukan pengiriman ADK SPM 
melalui aplikasi terintegrasi (OTP S PM) 

e. Menugaskan Pelaksana untuk 
mengirimkan SPM yang telah 
ditandatagani ke 

f. KPPN. 

4. Pelaksana Subbag Perbendaharaan: 
a. Mengirimkan surat pengembalian 

beserta SPP-LS yang terdapat 
kekurangan/ kesalahan dan 
lampirannya ke PPK; dan 

b. Mengirimkan SPM beserta 
kelengkapannva ke KPPN. 

3 Jangka waktu 
pelayanan 

5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Penerbitan SPM 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
httns: / /wise.kemenkeu.zo.id 
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3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: 

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 
Pusat 10710 Telp: 134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandjQb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah N omor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara. 
3. Peraturan Menteri K euangan Nomor 

178/PMK.05/2018 tentang Pe rubahan 
atas 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.05/2012 tentang Pe rjalanan 
Dinas 

6. Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak 
Tetap. 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun 

8. Standar. 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118/PMK.01/2021 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

10. Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Standar Biaya Masukan dan Standar 
Biaya Keluaran. 

2 Sarana dan 
parasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja 
2. Kursi 
3. Komputer 
4. Printer 
5. Scanner 
6. Aplikasi Komputer 
7. Alat Tulis 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(11/ c) 

2. Pendidikan formal minimal Diploma III 
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No. Komponen Uraian 
3. Memahami peraturan terkait pelaksanaan 

APBN 
4. Mampu 

komputer 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanzzunz iawab, 

mengoperasikan aplikasi 

4 Pengawasan 
internal 

1. Kasubbag P erbendaharaan 
2. Bendahara Penzeluaran 

5 Jumlah pelaksana Minimal: 
2 (dua) orang pelaksana 

6 Jaminan 
pelayanan 

Proses Penyelesaian Proses Penerbitan Surat 
Perintah Membayar (SPM) dilakukan 
berdasarkan SOP dan n orma waktu yang 
telah ditetapkan. 

7 Jaminan 
keamanan 
keselamatan 
pelayanan 

dan 
1. Penggunaan sistem aplikasi yang 

terproteksi dan sesuai kewenangan user; 
2. Sentralisasi database perbendaharaan 

melalui Financial Management 
Information Systems (FMIS) dengan 
sistem database terpusat dan Disaster 
Recoverv Center (DRC) yang handal. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan p elaksana dilakukan 
secara hierarkis s aat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh 
Bendahara hingga Kepala Subbagian 
Perbendaharaan. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/ penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP). 

1. Layanan Keterbukaan Informasi Publik melalui jalur PPID (Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi) Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan melinuti: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. bukti i dentitas diri warga negara 
Indonesia yang sah yang dapat 
membuktikan Pemohon sebagai 
warga negara Indonesia (KTP); 

2. bukti pengesahan badan h ukum yang 
diterbitkan oleh kementerian yang 
membidangi urusan h ukum dan h ak 
asasi manusia dalam hal Pemohon 
merupakan badan h ukum Indonesia; 

3. surat kuasa dan fotokopi 
KTP pemberi kuasa dalam hal 
Pemohon mewakili orang 
perseorangan, kelompok orang, atau 
badan hukum Indonesia. 

2 Sistem, mekanisme 1. 
dan prosedur 

Permohonan Informasi Publik d apat 
dilakukan secara tertulis atau tidak 
tertulis; 
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2. Dalam hal permohonan Informasi 

Publik diajukan secara tertulis, 
Pemohon mengisi fo rmulir 
permohonan Informasi Publik sesuai 
dengan format Lampiran pada PMK 
129/PMK.01/2019 tentang P edoman 
Layanan Informasi Publik bagi PPID 
Kemenkeu dan Perangkat PPID 
Kemenkeu; 

3. Dalam hal permohonan Informasi 
Publik diajukan secara tidak tertulis, 
PPID Ditjen Perbendaharaan 
memastikan permohonan Informasi 
Publik tercatat dalam formulir 
permohonan Informasi Publik; 

4. Dalam hal permohonan Informasi 
Publik disampaikan dengan cara yang 
tidak memungkinkan bagi PPID 
Ditjen Perbendaharaan untuk 
memberikan formulir permohonan 
Informasi Publik secara langsung, 
PPID wajib memastikan formulir 
permohonan Informasi Publik yang 
telah diberikan n omor pendaftaran 
dikirimkan kepada Pemohon; 

5. Penyampaian formulir permohonan 
Informasi Publik dapat dilakukan 
bersamaan dengan penyampaian 
pemberitahuan tertulis; 

6. Kanal permohonan informasi dapat 
melalui: datang langsung, telepon, 
email, website PPID Kemenkeu, atau 
melalui aplikasi mobile PPID 
Kemenkeu. 

7. Layanan permohonan Informasi 
Publik d imulai pukul 08.00 sampai 
dengan pukul 15.00 waktu setempat 
sesuai dengan lokasi unit perangkat 
PPID D itjen Perbendaharaan. Dalam 
hal permohonan Informasi Publik 
disampaikan setelah berakhirnya 
waktu layanan, layanan permohonan 
Informasi Publik diberikan pada hari 
kerja berikutnya. 

8. Setiap permohonan Informasi Publik 
wajib diberikan jawaban oleh PPID 
Ditjen Perbendaharaan berupa 
pemberitahuan tertulis; 

9. Penyampaian pemberitahuan tertulis 
dilakukan sesuai dengan cara 
perolehan informasi yang dipilih oleh 
Pemohon dalam formulir permohonan 
Informasi Publik; 

10. Dalam hal permohonan Informasi 
Publik ditolak, PPID D itjen 
Perbendaharaan waiib 

f 
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No. Komponen Uraian 
menyampaikan pemberitahuan 
tertulis dan surat keputusan PPID 
Ditjen Perbendaharaan mengenai 
penolakan permohonan Informasi 
Publik. 

3 Jangka 
pelayanan 

waktu 1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak diterimanya permohonan 
Informasi Publik, PPID Ditjen 
Perbendaharaan wajib 
menyampaikan pemberitahuan 
tertulis; 

2. Pemberitahuan tertulis dapat 
diperpanjang paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja berikutnya dengan 
memberikan alasan secara tertulis 
dan tidak dapat diperpanjang lazi. 

4 Biaya/tarif Layanan Informasi Publik di Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan tidak 
dikenakan biaya, kecuali untuk 
informasi yang telah di ten tukan 
biayanya sesuai dengan peraturan 
mengenai penerimaan n egara bukan 
pajak 

5 Produk pelayanan Tanggapan Informasi Publik yang 
memuat: 
1. Pemberitahuan Tertulis; 
2. Formulir permohonan yang telah 

diregistrasi; 
3. Data/informasi yang diminta oleh 

Pemohon; 
4. Surat Keputusan Penolakan apabila 

informasi yang diminta termasuk 
informasi yang dikecualikan 
(Klasifikasi Informasi). 

6 Penanganan 
pengaduan, 
dan masukan 

Proses pengajuan keberatan: 
saran, 1. Setiap Pemohon dapat mengajukan 

keberatan dalam hal: 
a. penolakan 

Informasi 
atas 

Publik 
permohonan 
berdasarkan 

alasan pengecualian se bagaimana 
diatur dalam peraturan 
perundang undangan mengenai 
keterbukaan Informasi Publik; 

b. tidak disediakannya informasi 
berkala; 

c. tidak ditanggapinya permohonan 
Informasi Publik; 

d. permohonan Informasi Publik 
ditanggapi tidak sebagaimana 
yang diminta; 

e. tidak dipenuhinya permohonan 
Informasi Publik; 

f. permohonan Informasi Publik 
dikenakan biaya; :, 
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No. Komponen Uraian 
g. penyampaian Informasi 

mele bihi w aktu yang 
Publik 

telah 
di ten tukan. 

2. Keberatan diajukan secara tertulis 
oleh Pemohon atau kuasanya dalam 
jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah ditemukan 
alasan k eberatan dengan mengisi 
formular keberatan; 

3. Atasan PPID D itjen Perbendaharaan 
(Direktur Jenderal Perbendaharaan) 
wajib memberikan tanggapan atas 
keberatan yang disampaikan oleh 
Pemohon atau kuasa Pemohon paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
dicatatnya pengajuan k eberatan 
dalam register keberatan. 

4. Atasan PPID Ditjen Perbendaharaan 
berhak untuk menolak pengajuan 
keberatan secara tertulis, dalam hal 
Pemohon mengajukan keberatan 
namun: 
a. tidak sesuai dengan k etentuan; 
b. materi keberatan tidak sesuai atau 

tidak sama dengan m ateri dalam 
permohonan Informasi Publik. 

5. PPID Ditjen Perbendaharaan 
menyimpan asli fo rmulir keberatan 
sebagai tanda bukti penenmaan 
pengajuan keberatan. 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak p engaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 
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2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di i nternal oraanisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
129/PMK.01/2019 Tentang Pedoman 
Layanan Informasi Publik Oleh PPID 
Kemenkeu dan Perangkat PPID 
Kemenkeu; 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 
Tahun 2021 tentang S tandar 
Layanan lnformasi Publik; 

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
879/KMK.01/2019 Tentang 
Penunjukkan Atasan PPID 
Kemenkeu, Atasan P PID Tk. I, PPID 
Kemenkeu, dan Perangkat PPID 
Kemenkeu. 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/ atau 
fasilitas 

1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Ruang Layanan Informasi pada 

Pusat Layanan Terpadu Kantor Pusat 
Ditjen Perbendaharaan, Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 1; 

6. Email l ayanan pada 
klip.humas.djpb@kemenkeu.go.id; 

7. Telepon (021) 3449230; 
8. Website e-ppid.kemenkeu.go.id dan 

djpb.kemenkeu.go.id; 
9. Aplikasi mobile-PPID Kemenkeu; 
10. Aplikasi back office SI PPID 

Kemenkeu. 
3 Kompetensi 

pelaksana 
1. Pangkat/ Golongan Ruang minimal 

Pengatur Muda (II/ a); 
2. Pendidikan formal minimal 

SLTA/ sederajat; 
3. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
4. Memiliki pengetahuan tentang 

mekanisme dan tata cara pengelolaan 
administrasi pelayanan informasi 
publik Ditjen Perbendaharaan. 

5. Memiliki keterampilan dalam 
komunikasi, pengolahan data, dan 
penyediaan informasi. 
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No. Komponen Uraian 
6. Memahami peraturan dan 

mekanisme terkait pengelolaan 
lavanan informasi publik. 

4 Pengawasan internal 1. Sekretaris Direktorat Jenderal; 
2. Kepala Bagian Umum; 
3. Kepala Subbagian Kehumasan, 

Layanan lnformasi dan Protokoler; 
4. Bagian Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas layanan 
informasi. 

6 Jaminan pelayanan Proses layanan permohonan informasi 
publik melalui jalur PPID dilaksanakan 
sesuai SOP Pengelolaan Permintaan 
Layanan Informasi Publik Melalui PPID 
Tingkat I Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, SOP Pengelolaan 
Permintaan Layanan Informasi Publik 
Penerusan PPID Kementerian 
Keuangan, dan SOP Penanganan 
Keberatan dari Pemohon Pemohon 
Informasi Publik Kepada Atasan PPID 
Tk. I Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

7 J aminan keamanan 
dan ke selamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Dokumentasi arsip secara elektronik; 
3. Petugas layanan yang berjaga selama 

jam layanan; 
4. Dukungan bantuan hukum dari 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
dan Kementerian Keuangan; 

5. Prosedur penanganan dan bencana 
yang telah distandarkan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung; 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja 
Pegawai (NKP). Setiap semester 
dilakukan evaluasi / penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja 
Pegawai (CKP). 

J. Pengelolaan Pengaduan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

ela anan meli uti: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengaduan memenuhi unsur 4W+lH: 
1. Wh at = perbuatan berindikasi 

aran an diketahui; 
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No. Komponen Uraian 

2. Where = di mana perbuatan tersebut 
dilakukan; 

3. When = kapan perbuatan tersebut 
dilakukan; 

4. Who = siapa saja yang terlibat dalam 
perbuatan tersebut; 

5. How = bagaimana perbuatan tersebut 
dilakukan (modus, cara, dsb). 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Pengaduan diterima oleh UKI melalui 
saluran yang tersedia (internal dan 
eksternal) & diadministrasikan; 

2. UKI menindaklanjuti pengaduan yang 
diterima; 

3. Pengaduan dapat dilimpahkan dari UKI 
eselon I ke UKI-W / UKI- P yang berada di 
bawahnya a taupun diteruskan ke UKI 
yang b erada di atasnya untuk 
di tindaklan ju ti; 

4. UKI menyampaikan laporan pelaksanaan 
pengelolaan pengaduan secara periodik 
dan berienianz. 

3 Jangka 
pelayanan 

waktu 1. Pengaduan direspon paling lambat 2 
(dua) hari kerja setelah pengaduan 
diterima, kecuali yang diterima melalui 
saluran tatap m uka; 

2. Melakukan konfirmasi hasil tindak lanjut 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
UKI mendapatkan laporan h asil tindak 
lanjut dari unit/ pihak yang 
menindaklanjuti. 

4 Biava/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, 
dan masukan 

Laporan/hasil tindak lanjut penzaduan 
1. Saluran Internal 

a. Kantor Pusat: 
1) Telepon 
2) Website: SIPANDU 

https: //pengaduandjpb.kemenkeu. 
go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id 

3) Pesan Singkat (SMS) 
4) Surel ( e-mails 
5) Surat 
6) Tatap Muka 

b. Kantor Vertikal, melalui saluran yang 
telah tersedia di unit masing-masing 

2.Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) 
yang dikelola Inspektorat J enderal 
Kernen terian Keuangan 
https: //wise.kemenkeu.go.id; 

3.Aplikasi Lapor! yang dikelola KemenPAN­ 
RB, Kemendagri, Kominfo, KSP, dan 
Ombudsman: lapor.go.id; 

4. Media massa: media cetak, radio, televisi 
dan internet. , ,~ 

, 
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2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal oraanisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara 
Pengelolaan dan Tindak Lan jut 
Pelaporan Pelanggaran ( Whistleblowing) 
di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

2. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER- 
3/PB/2013 tentang Pengelolaan 
Pengaduan di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan; 

3. Peraturan Direktur 
Perbendaharaan Nomor 
30/PB/2019 tentang 
Penguatan Integritas 
Jenderal Perbendaharaan. 

Jenderal 
PER- 

Kerangka 
Direktorat 

2 Sarana 
parasarana, 
atau fasilitas 

dan 1. Meja; 
dan/ 2. Kursi; 

3. PC/Laptop; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
6. Telepon; 
7. Sound Recorder, 
8. Kamera; 
9. Perangkat Lunak/ Aplikasi Komputer; 
10. Website. 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
Tk. I/II/ d; 

2. Pendidikan formal minimal SMA a tau 
sederajat; 

3. Mampu mengoperasikan perangkat 
komputer beserta a plikasi 
pendukungnya; 

4. Memiliki pemahaman mengenai 
peraturan terkait pengelolaan 
pengaduan, disiplin PNS, dan kode etik 
& kode perilaku p egawai Kementerian 
Keuangan; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
tanzzunz iawab d an integritas. 

4 Pengawasan internal 1. Atasan Langsung; 
2. UKI-El/UKI-W /UKI-P; 
3. APIP (Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan). 
5 Jumlah pelaksana 1. Petugas Helpdesk; 

2. Verifikator; 
3. Pengkaji; 
4. Pejabat Yang Bertanggung Jawab; 
5. Petuzas Eniru Data. 

6 J aminan pelayanan Proses pengelolaan pengaduan 
dilaksanakan berdasarkan SOP dan n orma 
waktu vanz telah ditetapkan. 

7 
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No. Komponen Uraian 
7 J aminan keamanan 1. 

dan keselamatan 2. 
pelayanan 

Kode register pengaduan untuk Pelapor; 
Segala informasi yang disampaikan 
dijamin kerahasiaannya; 

3. UKI wajib menjaga kerahasiaan 
identitas Pelapor, kecuali apabila 
Pelapor meminta identitasnya tidak 
dirahasiakan; 

4. Dokumentasi secara 
elektronik melalui aplikasi Sipandu 
dengan akses yang terbatas dan 
terenskri psi. 

dilakukan 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi secara langsung dilakukan 
oleh atasan langsung maupun pimpinan 
unit selama dan/ atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan; 

2. Penilaian kinerja secara berkala 
terhadap tiap-tiap pegawai dalam 
bentuk Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang 
merupakan gabungan dari Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP) dan Nilai Perilaku 
(NP). 

k. Penanganan Laporan Gratifikasi 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

oelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

Laporan Penerimaan Gratifikasi yang 
disampaikan pegawai penerima gratifikasi. 
1. M enerima Laporan Penerimaan 

Gratifikasi yang disampaikan oleh 
pegawai penerima gratifikasi; 

2. Mencatat pelaporan penerimaan 
gratifikasi pada file registrasi; 

3. Melakukan analisis atas gratifikasi yang 
dilaporkan dan menuangkan dalam 
kertas kerja analisis (apabila diperlukan, 
pegawai melakukan permintaan 
keterangan tambahan kepada pelapor); 

4. Dalam hal hasil analisis menyimpulkan 
penerimaan gratifikasi termasuk kategori 
yang wa jib dilaporkan, melakukan input 
laporan penenmaan gratifikasi pada 
aplikasi GOL; 

5. Dalam hal hasil analisis menyimpulkan 
gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ke 
KPK, melanjutkan analisis lembar 
pengecekan ( checklist) pen en tuan 
kepemilikan dan pemanfaatan, 
selanjutnya membuat konsep surat status 
kepemilikan dan pemanfaatan barang 
gratifikasi yang ditujukan ke pelapor. 

3 J angka waktu 
pelayanan 

10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan 
diterima 

4 Biaya/tarif RpO,- 
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No. Komponen Uraian 

5 Produk pelayanan 1. Surat Pelaporan Penerimaan Gratifikasi 
kepada Komisi P emberantasan Korupsi; 

2. Surat Status Kepemilikan dan 
Pemanfaatan Barang Gratifikasi ke 
Pelapor. 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: 

https: //wise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an 
email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb https: //hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt. I, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di i nternal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
277 /PMK.09/2021 tentang 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Kementerian Keuangan; 

2. Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan ten tang Standar 
Operasional Prosedur Sekretariat 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 
mengenai Penanganan La po ran 
Penerimaan Gratifikasi pada Unit 
Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi 
dan Tata Keria Kementerian Keuangan. 

2 Sarana dan 
parasarana, 
dan/ atau fasilitas 

1. M eja; 
2. Kursi; 
3. PC/Laptop; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
6. Telepon; 
7. Sound Recorder, 
8. Kamera; 
9. Perangkat Lunak/ Aplikasi Komputer; 
10. Website. 

3 Kompetensi 
pelaksana 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
Tk. I/II/ d; 

2. Pendidikan formal minimal SMA a tau 
sederajat; 
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No. Komponen Uraian 
3.Mampu mengoperasikan perangkat 

komputer beserta aplikasi 
pendukungnya; 

4.Memiliki pemahaman mengenai 
peraturan terkait penanganan 
gra tifikasi; 

5.Memiliki ketekunan, ketelitian, 
tanggung jawab d an integritas. 

4 Pengawasan internal 1. Kepala Bagian Kepatuhan Internal; 
2. Kepala Subbagian Pemantauan 

Pengendalian Internal; 
3. Inspektorat Jenderal Kemenkeu. 

5 Jumlah pelaksana Minimal: 
1 (satu) orang petugas back office 

6 J aminan pelayanan Proses penanganan laporan gratifikasi 
dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma 
waktu yang telah ditetapkan. 

7 Jaminan keamanan 1. Dokumentasi laporan gratifikasi yang 
dan keselamatan terkontrol berdasarkan alur 
pelayanan pertanggungjawabannya; 

2. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi. 

8 Evaluasi kinerja 1. Evaluasi secara langsung dilakukan 
pelaksana oleh atasan langsung maupun pimpinan 

unit selama dan/atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan; 

2. Penilaian kinerja secara berkala 
terhadap tiap-tiap pegawai dalam 
bentuk Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang 
merupakan gabungan dari Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP) dan Nilai Perilaku 
(NP). r 
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2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran 
Standar Pelayanan pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran meliputi 9 
(sembilan) jenis pelayanan, yaitu: 

No.. Jenis Pelavanan " 
"" .. 

1. Pengesahan Revisi DIPA Kementerian/ Lembaga yang Menjadi 
Kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anzzaran 

2. Pengesahan/Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara 
Bukan Paiak (MP-PNBP) 

3. Perubahan Lampiran Pen eta pan Maksimum Pencairan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (MP-PNBP) - Alokasi MP untuk masing-masing 
Satker; 

4. Penetapan Pola Penggunaan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Secara Terpusat 

5. Persetujuan penggunaan Uang Persediaan (UP) untuk pembayaran 
Melebihi Rp.50.000.000,- kepada 1 (satu) Penerima/ Penyedia 
Baranz / J asa 

6. Penyesuaian Perhitungan dan Data Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anzzaran (IKPA) 

7. Penerusan surat rekomendasi penyaluran BOS/BOP PAUD/BOP 
Pendidikan Kesetaraan oleh KPA Penvaluran DFDD 

8. Perubahan RKUD untuk penyaluran DAK Fisik 
9. Penyusunan Rumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lernbaza 

a. Pengesahan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga yang Menjadi Kewenangan 
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan 1. Surat usulan pengesahan revisi DIPA; 

2. Copy DIPA terakhir; 
3. Matriks s emula menjadi; 
4. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L 

DIPA Revisi; 
5. Konsep Revisi DIPA; 
6. Surat persetujuan Eselon I (dalam hal 

pergeseran antar output antar kegiatan 
dan antar Kanwil DJPb); 

7. Dokumen pendukunz lainnya. 
2 Sistem, 

mekanisme dan 
prosedur 

1. Petugas menerima dan memeriksa 
kelengkapan dokumen serta ADK usulan 
revisi anggaran yang disampaikan oleh 
Unit Eselon I K/L melalui aplikasi 
DSW / SatuDJA; 

2. Melakukan restore/upload ADK dari Unit 
Eselon I K/ L melalui Aplikasi Revisi 
Anggaran (Custom Web) dan/ atau 
prosedur teknis lainnya sesuai 
ketentuan, dalam rangka melakukan 
proses validasi; 

3. Secara hierarkis membuat Surat 
Pengesahan Revisi DIPA, Nota 
Pertimbangan dan Verbal Revisi DIPA; r 
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4. Direktur PA menyetujui/ menolak usulan 

revisi yang diajukan oleh U nit Eselon I 
K/L. 

3 J angka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen 
pelayanan diterima secara lengkap serta notifikasi dari 

sistem telah tercetak. 
4 Biaya/tarif Rp0,- 

5 Produk 1. Revisi DIPA; 
pelayanan 2. Surat Pengesahan Revisi DIPA; atau 

3. Surat penolakan / pengembalian usulan 
Revisi DIPA. 

6 Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas 
pengaduan, layanan disampaikan melalui kanal berupa: 

saran, dan 1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

masukan Online Rakyat (LAPOR!): 
www.la2or.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
htt2s: /_ /_wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: /_ /_QengaduandjQb.kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb htt2s: /_ /_hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapanzan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Tata Cara Revisi DIPA; 
2. Peraturan Direktur Jenderal 

mengenai Petunjuk Teknis Revisi 
DIPA yang Menjadi Bidang Tugas 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

2 Sarana dan Meliputi: 
prasarana, dan/ atau 1. Meja; 

fasilitas 2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; ·- 

'I' 
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3. Memahami peraturan terkait 

dengan pelaksanaan anggaran; 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanzzunz jawab. 
4 P engawasan internal 1. Direktur PA; 

2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

In tern al (peman tauan pengendalian 
internal). 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 
6 J aminan pelayanan Proses Pengesahan Revisi DIPA K/L 

dilakukan berdasarkan SOP dan norma 
waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

3. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang 

4. terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

5. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

6. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

7. Desain bangunan telah dibuat 
mmim risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur PA ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kon trak Kinerj a yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

b. Pengesahan/Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (MP-PNBP) 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaianf 
pelayanan meliputi: . 
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1 Persyaratan 1. Surat permohonan Penetapan MP 

PNBP 
2. Realisasi setoran PNBP dan belanja 

sumber dana PNBP Tahun 
anggaran berj alan 

3. Data r ealisasi setoran PNBP dan 
belanja sumber dana PNBP dalam 
kurun waktu 3 (tiga) tahun 
sebelumnya: 

4. Proyeksi setoran PNBP sampai 
dengan akhir tahun anggaran 
berjalan; 

5. Rencana pelaksanaan program/ 
kegiatan tahun anggaran berjalan; 
dan 

6. Surat pernyataan kesanggupan 
pencapaian target setoran PNBP 
tahun anggaran berjalan yang 
ditandatangani oleh KPA Satker 
penghasil PNBP. 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Sekretaris J enderal / Sekretaris 
Utama/ Sekretaris K/L atau 
Pimpinan Unit Eselon I penghasil 
mengajukan permohonan 
penetapan MP PNBP tahap I, tahap 
II, dan tahap III melalui Sistem 
Aplikasi Modul MP PNBP kepada 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 

2. Permohonan MP PNBP tahap I, 
tahap II, dan tahap III dilampiri 
dengan dokumen yang telah 
ditetapkan 

3. Berdasarkan permohonan 
penetapan MP PNBP, Operator PA 
melakukan: 
• unduh dokumen permohonan 

melalui Modul MP PNBP; 
• verifikasi kelengkapan dokumen 

permohonan; dan 
• penilaian permohonan, dan 
• penyusunan konsep surat 

penetapan MP PNBP 
4. Operator PA menyampaikan konsep 

surat persetujuan penetapan MP 
PNBP kepada Kepala Seksi PA 

5. Berdasarkan konsep surat 
persetujuan penetapan MP PNBP, 
Kepala Seksi PA melakukan: 
• analisis atas permohonan 

penetapan MP PNBP; dan 
• approval penetapan MP PNBP 

melalui Modul MP PNBP 
6. Kepala Seksi PA menyampaikan 

konsep surat persetujuan 
penetapan MP PNBP kepada Kepala 
Subdirektorat 
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7. Berdasarkan k onsep penetapan MP 

PNBP, Kepala Subdit PA 
melakukan: 
a. penilaian dan analisis 

penetapan MP PNBP dari Kepala 
SeksiPA;dan 

b. penyusunan 
rekomendasi 
PNBP. 

konsep 
penetapan MP 

c. approval penetapan MP PNBP 
pada Modul MP PNBP. 

8. Kepala Subdit PA menyampaikan 
konsep rekomendasi penetapan MP 
PNBP kepada Direktur 

9. Berdasarkan konsep rekomendasi 
penetapan MP PNBP, Direktur PA 
melakukan r evru konsep 
rekomendasi penetapan MP PNBP. 

10. Direktur menyampaikan 
rekomendasi penetapan MP PNBP 
kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan 

11. Berdasarkan 
penetapan MP 
Jenderal 

rekomendasi 
PNBP, Direktur 
Perbendaharaan 

melakukan: 
d. penerbitan surat persetujuan 

penetapan MP PNBP. 
e. approval pada Modul MP PNBP. 

3 J angka waktu 
pelayanan 

5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat 
permohonan beserta lampirannya 
diterima secara lengkap d an benar 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan 1. Persetujuan Penetapan MP PNBP 
pada Modul MP PNBP; dan 

2. Surat Penetapan MP PNBP 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran d an m asukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat 
(LAPOR!): www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 'f 
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Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Tata Cara Penetapan MP 
PNBP; 

2. Peraturan Direktur J enderal 
Perbendaharaan tentang P etunjuk 
Teknis Penetapan MP P NBP Secara 
Elektronik; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/ atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan pelaksanaan anggaran; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanzzunz iawab, 

4 Pengawasan internal 1. Direktur PA; 
2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

Internal (pemantauan pengendalian 
internal). 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 
6 J aminan pelayanan Proses Pengesahan/Penetapan MP 

PNBP dilakukan berdasarkan SOP dan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information S ystems 
(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

3. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang 



-44- 

No. Komponen Uraian 

4. terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

5. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

6. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

7. Desain bangunan telah dibuat 
mirum risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur PA ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

c. Perubahan Lampiran Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (MP-PNBP) -Alokasi MP untuk masing-masing S atker; 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan ralat/ perubahan 
alokasi MP PNBP untuk masing- 
masing Satker dalam Lampiran 
Penetapan MP P NBP. 

2. Copy Surat Penetapan MP PNBP 
dan lampiran yang dimintakan ralat 

3. realisasi setoran PNBP dan belanja 
sumber dana PNBP Tahun 
anggaran berj alan 

4. data realisasi setoran PNBP dan 
belanja sumber dana PNBP dalam 
kurun waktu 3 (tiga) tahun 
sebelumnya: 

5. proyeksi setoran PNBP sampai 
dengan akhir tahun anggaran 
berjalan; 

6. rencana pelaksanaan 
program/kegiatan tahun anggaran 
berj alan; dan 

7. surat pernyataan k esanggupan 
pencapaian target setoran PNBP 
tah un anggaran berj alan yang 
ditandatangani oleh KPA Satker 
penghasil P NBP. 
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2 Sistem, mekanisme 

dan prosedur 
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris 

Utama/Sekretaris K/L atau 
Pimpinan Unit Eselon I penghasil 
mengajukan permohonan 
ralat/ perubahan alokasi MP PNBP 
untuk masing-masing Satker dalam 
Lampiran Penetapan MP PNBP 
tahap I, tahap II, dan tahap III 
melalui Sistem Aplikasi Modul MP 
PNBP kepada Direktur J enderal 
Perbendaharaan 

2. Permohonan ralat/perubahan 
alokasi MP PNBP untuk masmg­ 
masing Satker dalam Lampiran 
Penetapan MP PNBP tahap I, tahap 
II, dan tahap III dilampiri dengan 
dokumen yang telah ditetapkan 

3. Berdasarkan permohonan 
ralat/ perubahan penetapan MP 
PNBP, Operator PA melakukan: 
• unduh dokumen permohonan 

melalui Modul MP PNBP; 
• verifikasi kelengkapan dokumen 

permohonan; dan 
• penilaian permohonan (tidak 

mengubah total MP PNBP yang 
telah ditetapkan pada setiap 
tahapan sebelumnya, dan 

• penyusunan kons ep surat 
penetapan MP PNBP 

4. Operator PA menyampaikan konsep 
surat peruba penetapan MP PNBP 
kepada Kepala Seksi PA 

5. Berdasarkan konsep surat 
ralat/ perubahan alokasi MP PNBP 
untuk masing-masing Satker dalam 
Lampiran Penetapan MP PNBP, 
Kepala Seksi PA melakukan: 
• analisis atas permohonan 

ralat/ perubahan alokasi MP 
PNBP untuk masing-masing 
Satker dalam Lampiran 
Penetapan MP PNBP; dan 

• approval ralat/ perubahan MP 
PNBP m elalui Modul MP PNBP 

6. Kepala Seksi PA menyampaikan 
konsep surat ralat/ perubahan 
alokasi MP PNBP untuk masing­ 
masing Satker dalam Lampiran 
Penetapan MP PNBP kepada Kepala 
Subdirektorat 

7. Berdasarkan konsep 
ralat/ perubahan alokasi MP PNBP 
untuk masing-masing Satker dalam 
Lampiran Penetapan MP PNBP, 
Kepala Subdit PA melakukan: 

f 
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• penilaian dan analisis ralat/ 
perubahan alokasi MP PNBP 
untuk masing-masing S atker 
dalam Lampiran Penetapan MP 
PNBP dari Kepala Seksi PA; dan 

• penyusunan konsep 
rekomendasi pen eta pan 
ralat/ perubahan alokasi MP 
PNBP untuk masing-masing 
Satker dalam Lampiran 
Penetapan MP PNBP. 

• approval penetapan ralat/ 
perubahan alokasi MP PNBP 
untuk masing-masing Satker 
dalam Lampiran Penetapan MP 
PNBP pada Modul MP PNBP. 

8. Kepala Subdit PA menyampaikan 
konsep rekomendasi penetapan 
ralat/ perubahan alokasi MP PNBP 
untuk masing-masing S atker dalam 
Lampiran Penetapan MP PNBP 
kepada Direktur 

9. Berdasarkan konsep rekomendasi 
penetapan ralat/ perubahan alokasi 
MP PNBP untuk masing-masing 
Satker dalam Lampiran Penetapan 
MP PNBP, Direktur PA melakukan: 
• penerbitan surat persetujuan 

penetapan ralat/ perubahan 
alokasi MP PNBP untuk masing­ 
masing S atker dalam Lampiran 
Penetapan MP PNBP. 

• approval pada Modul MP PNBP. 
3 J angka waktu 

pelayanan 
5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat 
permohonan beserta lampirannya 
diterima secara lengkap d an benar 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan 1. Persetujuan Penetapan ralat/ 

perubahan alokasi MP P NBP untuk 
masing-masing S atker dalam 
Lampiran pada Modul MP PNBP; 
dan 

2. Surat Penetapan ralat/perubahan 
alokasi MP PNBP untuk masmg­ 
masing S atker dalam Lampiran 
Penetapan MP PNBP 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran d an m asukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
httns: / /wise.kemenkeu.ao.id 

r 
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3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: /_ /_QengaduandjQb. 
kemenkeu.go. id, HAI DJPb 
htt2s: /_ /_hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Penetapan MP PNBP; 

2. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan tentang P etunjuk 
Teknis Penetapan MP PNBP Secara 
Elektronik; 

3. Peraturan Menteri _ Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/ atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
pelaksanaan anggaran; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

minimal 

4 P engawasan internal 1. Direktur PA; 
2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

In tern al (peman tauan pengendalian 
internal). 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 

6 J aminan pelayanan Proses Pengesahan/Penetapan MP 
PNBP dilakukan berdasarkan SOP clan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 
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7 J aminan keamanan 

dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

3. Dokumentasi ars1p secara 
elektronik, yang 

4. terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

5. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

6. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

7. Desain bangunan telah dibuat 
minim risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 

pelaksana 
1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 

dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Direktur PA ( dalam hal penyelesaian 
pekerjaan dilakukan sampai dengan 
level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
evaluasi/penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

d. Penetapan Pola Penggunaan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Secara Terpusat 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan permohonan 
penetapan pola penggunaan PNBP 
secara terpusat 

2. Dokumen pendukung untuk 
pertimbangan, seperti: persetujuan 
Menteri Keuangan mengenai ijin 
penggunaan dana PNBP, daftar 
alokasi DIPA untuk belanja 
bersumber PNBP per satker, rincian 
belanja dan penerimaan per satker, 
dll. 

2 Sistem, m ekanisme 1. Kernen terian Negara/ Lembaga 

dan prosedur melalui Sekretaris 

J enderal / Sekretaris 
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Utama/Sekretaris Kementerian 

Negara/Lembaga atau Pimpinan 
unit eselon I penghasil PNBP 
mengajukan permohonan 
penetapan pola penggunaan PNBP 
secara terpusat kepada Dirjen 
Perbendaharaan. 

2. Direktur PA secara berjenjang 
menenma 
disposisi 

dan meneruskan 
permohonan melalui 

aplikasi perseuratan hingga ke level 
pelaksana/ operator PA untuk 
memproses permohonan. 

3. Berdasarkan disposisi permohonan 
penetapan pola penggunaan PNBP 
secara terpusat 
persuratan, 
melakukan: 

• menyusun konsep p enetapan 
pola penggunaan PNBP secara 

melalui aplikasi 
Operator PA 

terpusat. 

• menyampaikan konsep 
penetapan pola penggunaan 
PNBP secara terpusat kepada 
Kepala Seksi PA 

4. Berdasarkan konsep persetujuan 
penetapan pola penggunaan PNBP 

secara terpusat, Kepala Seksi PA 
melakukan: 

• analisis dan penilaian dengan 
pertimbangan: optimalisasi 
penggunaan dana PNBP, 
efektivitas pencapaian kinerja 
program/kegiatan K/L, dan 
persetujuan Menteri Keuangan 
mengenai penggunaan dana 
PNBP. 

• menyampaikan hasil analisis 
dan penilaian penetapan pola 
penggunaan PNBP secara 
terpusat kepada Kepala 
Subdirektorat. 

5. Berdasarkan h asil analisis dan 
penilaian yang disampaikan kepala 
seksi, Kepala Subdirektorat PA 
melakukan: 

• penelitian hasil analisis dan 
penilaian penetapan pola 
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penggunaan PNBP secara 
terpusat; dan 

• penyusunan konsep 
rekomendasi penetapan pola 
penggunaan PNBP secara 
terpusat. 

• penyampaian konsep 
rekomendasi penetapan pola 
penggunaan PNBP secara 
terpusat kepada Direktur 

6. Berdasarkan konsep r ekomendasi 
yang disampaikan Kepala 
Subdirektorat PA, Direktur PA 
melakukan reviu dan memberikan 
serta menyampaikan rekomendasi 
penetapan pola penggunaan PNBP 
secara terpusat kepada Direktur 
J enderal Perbendaharaan. 

7. Berdasarkan rekomendasi yang 
disampaikan D irektur PA, Direktur 
Jenderal melakukan: 

• penetapan pola penggunaan 
PNBP secara terpusat dengan 
menetapkan dan menerbitkan 
surat persetujuan penetapan 
pola penggunaan PNBP secara 
terpusat (dalam hal berdasarkan 
penilaian memenuhi ketentuan); 
atau 

• penolakan permohonan pola 
penggunaan PNBP secara 
terpusat (dalam hal berdasarkan 
penilaian dianggap tidak 
memenuhi ketentuan) 

3 J angka waktu 
pelayanan 

5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat 
permohonan beserta lampirannya 
diterima secara lengkap d an benar 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan 1. Persetujuan/ penolakan penetapan 
pola penggunaan PNBP secara 
terpusat; dan 

2. Perekaman referensi data PNBP dan 
user K/ L pada modul MP-PNBP 
Terpusat (berdasarkan permintaan 
satker) 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan m asukan a tas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

J. 
r 
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1. Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat 
(LAPOR!): www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Penetapan MP PNBP; 

2. Peraturan Direktur J enderal 
Perbendaharaan tentang Petunjuk 
Teknis Penetapan M P PNBP Secara 
Elektronik; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/ atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. M eja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal SL TA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
pelaksanaan anggaran; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tangzung iawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur PA; 
2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

Internal (peman tau an p engendalian 
internal). 
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5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 
6 J aminan pelayanan Proses penetapan pola penggunaan 

PNBP secara terpusat dilakukan 
berdasarkan keten tuan / peraturan 
yang telah ditetapkan. 

7 J aminan k eamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information S ystems 
(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

3. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang 

4. terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

5. Terdapat petugas k eamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

6. Tersedia a lat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

7. Desain bangunan telah dibuat 
minim risiko danjalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Direktur PA ( dalam hal penyelesaian 
pekerj aan dilakukan sam p ai dengan 
level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

e. Persetujuan penggunaan Uang P ersediaan (UP) untuk pembayaran Melebihi 
Rp.50.000.000,- kepada 1 (satu) Penerima/Penyedia Barang/Jasa 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan dispensasi UP 
untuk pembayaran melebihi Rp50 
juta kepada 1 penerima/ penyedia 
barang/jasa dari Unit Eselon I K/L; 

2. Dokumen pendukung lainnya. 
2 Sistem, mekanisme 1. Petugas menerima dan memeriksa 

dan prosedur kelengkapan dokumen yang 
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disampaikan oleh Unit Eselon I 
K/L; 

2. Secara hierarkis membuat Surat 
persetujuan / penolakan dispensasi, 
Nota Pertimbangan dan Verbal 
nota; 

3. Direktur J enderal Perbendaharaan 
menyetujui/menolak usulan 
dispensasi UP untuk pembayaran 
melebihi Rp50 juta kepada 1 
penerima/ penyedia barang/ jasa 
yang diajukan oleh Unit Eselon I 
K/L. 

3 J angka waktu 

pelayanan 
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
dokumen permohonan dari Unit Eselon 
I K/L diterima secara lengkap. 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan 1. Surat persetujuan 
untuk pembayaran 
juta kepada 
penerima/ penyedia 
atau 

2. Surat penolakan dispensasi UP 
untuk p embayaran melebihi Rp50 
juta kepada 1 (satu) 
penerima/ penyedia barang/jasa. 

dispensasi UP 
mele bihi Rp50 

1 (satu) 
barang/ jasa; 

6 P enanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran d an m asukan a tas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan th 
pelayanan di internal organisasi meliputi: /v 



-54- 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah mengenai 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

2. Peraturan Menteri Keuangan 
tentang tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/ atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal SL T A 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan pelaksanaan anggaran; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur PA; 
2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

Internal (pemantauan pengendalian 
internal). 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 

6 J aminan pelayanan Proses 
dispensasi 
melebihi 

persetujuan/ penolakan 
UP untuk pembayaran 

Rp50 juta kepada 1 
penerima/ penyedia barang/ jasa 
dilakukan berdasarkan SOP dan n orma 
waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

3. Dokumentasi 
elektronik, 
berdasarkan 

arsip 
yang 

secara 
terkontrol 

alur 
penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 
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5. Tersedia alat pemadam ke bakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

6. Desain bangunan telah dibuat 
mmim risiko dan j alur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaks-ana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur J enderal 
Perbendaharaan (dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur 
Jenderal). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

f. Penyesuaian Perhitungan dan Dana Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan 1. N ota dinas permohonan 

penyesuaian perhitungan dan data 
secara berjenjang dari: 
a. Satker; 
b. KPPN; 
c. Kanwil DJPb. 

2. Kronologis kejadian, termasuk 
kondisi pada saat terjadinya 
transaksi. 

3. Bukti dukung. 
2 Sistem, mekanisme 

dan prosedur 
1. Petugas m enerima dan memeriksa 

dokumen permohonan penyesuaian 
perhitungan dan data beserta 
kelengkapannya; 

2. Petugas m elakukan analisis atas 
permohonan, meliputi: 
1) Memeriksa kelengkapan bukti 

dukung pengajuan 
permohonan. 

2) Mengececk kesesuaian 
substansi permohonan dengan 
objek penyesuaian 
perhitungan dan data: 
- Terjadi gangguan pada 

sistem informasi, termasuk 
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adanya pembaruan 
(update), transisi aplikasi, 
dan migrasi data; dan/ a tau 

- Kondisi l ain yang bersifat 
keadaan k ahar (force 
majeure) 

3) Mengecek kompatibilitas 
sistem aplikasi dalam 
melakukan penyesuaian 
transaksi. 

3. Petugas PA menginput hasil 
analisis dan 
persetujuan/ penolakan atas 
permohonan penyesuaian 
perhitungan dan data pada 
dashboard m onitoring transaksi 
penyesuaian IKPA. 

3 J angka waktu 
pelayanan 

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
dokumen permohonan diterima. 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan 1. Persetujuan/penolakan 
permpohonan penyesuaian 
perhitungan dan data IKPA; atau 

2. Penyesuaian/perubahan 
perhitungan dan data IKPA. 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan K emenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 d an email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum Perdirjen Pendaharaan tentang 
Petuniuk Teknis Penilaian Indikator 
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Kinerja Pelaksanan Anggaran dan 
Belan j a Kernen terian Negara/ Lem bag a. 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Jaringan internet. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/Golongan minimal 
Pengatur Muda (11/ a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan pelaksanaan anggaran; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur PA; 
2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 

6 J aminan pelayanan Proses penyesuaian dan data indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 
dilakukan berdasarkan SOP dan n orma 
waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem a plikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information S ystems 
(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (D R C) yang 
handal; 

3. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

4. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

5. Desain bangunan telah dibuat 
minim risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
(dalam hal penyelesaian pekerjaan 
dilakukan sampai dengan level 
Direktur J enderal). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
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evaluasi / penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

g. Penerusan surat rekomendasi penyaluran BOS/BOP PAUD/BOP Pendidikan 
Kesetaraan oleh KPA Penyaluran DFDD: 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan Nota Dinas Direktur Dana Transfer 

Khusus h al Rekomendasi Penyaluran 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS)/ Ban tuan Operasional 
Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD)/BOP 
Pendidikan Kesetaraan 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Pegawai yang ditugaskan menerima 
dan memeriksa lampiran Nota 
Dinas Rekomendasi P enyaluran 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS)/ Ban tuan Operasional 
Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD)/BOP 
Pendidikan Kesetaraan 

2. Secara hierarkis membuat Nota 
Dinas Rekomendasi Penyaluran 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS)/Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan ( BOP) Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD)/BOP 
Pendidikan Kesetaraan untuk 
disampaikan ke KPPN penvalur 

3 J angka waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja terhitung sejak n ota 
dinas dari Direktur Dana Transfer 
Khusus h al Rekomendasi Penyaluran 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS)/Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD)/BOP 
Pendidikan Kesetaraan diterima 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan N ota Dinas Direktur Pelaksanaan 
Anggaran h al Rekomendasi Penyaluran 
Dana BOS/BOS PAUD/BOP 
Pendidikan Kesetaraan. 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran d an m asukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistle blowing System Kemenkeu: 
httns: / /wise.kemenkeu.zo.id r 



-59- 

No. Komponen Uraian 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non 
Fisik 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/ atau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
penyaluran DAK Non Fisik 
BOS/BOS PAUD/BOP Pendidikan 
Kesejahteraan; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, da n tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur PA; 
2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

Internal (pemantauan pengendalian 
internal). 

5 Jumlah pelaksana 1 ( satu) orang 

6 J aminan pelayanan Proses Penerusan surat rekomendasi 
penyaluran BOS/BOP PAUD/BOP 
Pendidikan Kesetaraan dilakukan 
berdasarkan ketentuan yang telah 

diatur dalam Peraturan Menteri 
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Keuangan tentang P engelolaan Dana 
Alokasi Khusus Non Fisik 

7 Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Pembuatan dan penyampaian Nota 
Dinas rekomendasi dilakukan 
menggunakan aplikasi persuratan 
elektronik dalam Aplikasi Naskah 
Dinas Elektronik (NADINE 
Kemenkeu). 

2. Nota Dinas rekomendasi yang 
disampaikan kepada KPPN 
Penyalur adalah data r ekapitulasi 
per KPPN penyalur. 

3. Rincian penyaluran per penerima 
Dana BOS (sekolah)/BOP 
PAUD /BOP Pendidikan Kesetaraan 
telah diinput oleh KPA BUN 
Pengelolaan Dana Transfer Khusus 
sesuai dengan rekomendasi 
penyaluran yang disampaikan oleh 
Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
KPPN menyalurkan Dana 
BOS/BOS PAUD/BOP Pendidikan 
Keseteraan sesuai dengan data 
yang tersedia di aplikasi. 

4. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang terkontrol 
berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

5. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

6. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

7. Desain bangunan telah dibuat 
mmim risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur PA ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

b. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

h. Perubahan RKUD untuk penyaluran DAK Fisik 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian r)O 

pelayanan meliputi: I 
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No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Nota pemberitahuan perubahan RKUD 
Pemda dari DJPK 

2 Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. Pegawai yang ditugaskan 
menenma dan memeriksa 
pemberitahuan perubahan RKUD 
Pemda dari Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan; 

2. Secara hierarkis membuat Nota 
Dinas k epada KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa (KPPN) 
mengenai 
perubahan/ pemutakhiran RKUD 
(Data Supplier) pada aplikasi 
SAKTI. 

3 J angka waktu 

pelayanan 

Satu hari kerja untuk penerbitan n ota 
dinas pemberitahuan perubahan 
RKUD (data supplier) ke KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan Nota dinas pemberitahuan perubahan 
RKUD P emda kepada KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

6 Pe nanganan 

pengaduan, saran, 

dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www .lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: / /wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: / /pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Fisik 
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No. Komponen Uraian 

2. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan; 

3. Perdirjen Perbendaharaan tentang 
Pengelolaan Data Supplier dan 
Data Kontrak Dalam SPAN 

4. Perdirjen Perbendaharaan tentang 
Petunjuk Teknis Penyaluran Dana 
Desa Pada Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan 

2 Sarana dan 
prasarana, dan/ a tau 
fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan 
Pengatur Muda (II/ a); 

minimal 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan pelaksanaan anggaran; 

4. Mampu mengoperasikan komputer; 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 P engawasan internal 1. Direktur PA; 
2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

Internal (pemantauan 
pengendalian internal). 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 
6 Jaminan pelayanan Proses perubahan data RKUD Pemda 

yang telah dilaksanakan. 
7 J aminan keamanan 

dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem a plikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

3. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang; 

4. terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

5. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

6. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

7. Desain bangunan telah dibuat 
minim risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 
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No. Komponen Uraian 
8 Evaluasi kinerja Evaluasi pekerjaan pelaksana 

pelaksana dilakukan secara hierarkis s aat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksana hingga Direktur PA 
(dalam hal penyelesaian pekerjaan 
dilakukan sampai dengan level 
Direktur). 

1. Penyusunan Rumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat permohonan K/ L terkait 
penerbitan k etentuan teknis 
pelaksanaan APBN; 

2. Dokumen pendukung lainnya 
2 Sistem, mekanisme 

dan prosedur 
1. Secara hierarkis Direktur PA 

mendapat disposisi dari pimpinan 
terhadap surat yang disampaikan 
oleh setjen/Unit Eselon I K/L 
tentang permohonan pelaksanaan 
teknis aturan Menteri Keuangan. 

2. Kasubdit mengarahkan kepada 
seksi dan pelaksana untuk 
menyusun k onsep peraturan, Nota 
Pertimbangan dan Verbal; 

3. Proses penyusunan peraturan 
dengan melibatkan beberapa pihak 
terkait; 

4. Direktur PA menyetujui usulan 
peraturan yang diajukan oleh 
kasubdit untuk kemudian 
disampaikan ke pimpman untuk 
ditetapkan. 

3 J angka waktu 
pelayanan 

Sesuai penugasan dan kompleksitas 
permasalahan. 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan Rancangan 
kebijakan 

peraturan/ rumusan 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime(@kemenkeu.go.id , 
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No. Komponen Uraian 

4. kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandj2b. 
kemenkeu. go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di i nternal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan; 

2. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Tata Cara Pelaksanaan 
APBN 

3. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Pedoman Penyusunan 
PMK, KMK, Peraturan Pimpinan Unit 
Organisasi Eselon I, dan Keputusan 
Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di 
Lingkungan Kementerian Keuangan 

4. Keputusan Menteri Keuangan 
mengenai Standar Operasional 
Prosedur Direktorat Pelaksanaan 
Anggaran; 

2 Sarana dan Meliputi: 
prasarana, dan/ atau 1. Meja; 
fasilitas 2. Kursi; 

3. Komputer; 
4. Printer 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
pelaksanaan anggaran; 

4. Mampu mengoperasikan komputer; 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanaauna iawab. 
4 Pengawasan internal 1. Direktur PA; 

2. Atasan langsung (reviu berjenjang); 
3. Unit Pelaksanan Tugas Kepatuhan 

Internal (pemantauan pengendalian 
internal). 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 
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6 J aminan pelayanan Proses Penyusunan Rumusan 
Kebijakan Teknis Pelaksanaan 
Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga berdasarkan SOP dan 
norma waktu vang telah ditetankan. 

7 J aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Penggunaan sistem a plikasi yang 
terproteksi; 

2. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang 

3. terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berj aga selama jam layanan; 

5. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

6. Desain bangunan telah dibuat minim 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Direktur PA. 

2. Masing-rnasing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap Triwulan dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

f 
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3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara 
Standar Pelayanan p ada Direktorat Pengelolaan Kas Negara meliputi 15 (lima 
belas) ienis pelayanan, vaitu: 

No. Jenis Pelayanan 

1 Penempatan Uang Negara dalam Rupiah dan Valuta Asing di Pasar 
Uang 

2 Standar Pelayanan Penilaian, Pemilihan dan Penetapan Counterparty 
yang dapat dijadikan mitra kerja bagi TDR 

3 Penerbitan Surat Ketetapan Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) 

4 Pengajuan Withdrawal Application (WA) untuk Pengisian Initial Deposit 
dan Replenishment 

5 Pengembalian Dana ke Reksus atas Pengeluaran Ineligible 

6 Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
tentang P enunjukkan Bank Umum sebagai Bank Operasional 

7 Penerbitan Naskah Din as/ Peraturan / Ke ten tuan yang mengatur 
Teknis Operasional Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaii 

8 Penerbitan Izin Prinsip Collecting Agent (Bank/Pos Persepsi dan 
Lembaga Persepsi Lainnya) 

9 Penerbitan Surat Keputusan Pembayaran Dalam Rangka Penyaluran 
Dana Perhitungan Fihak Ketiga Bulanan Kepada Pihak Ketiga 

10 Penatausahaan Rekening Bendahara Umum Negara Pusat 

11 Penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan Rekening Lainnya 
Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam 

12 Penerbitan Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening P emerintah Lainnya 
Milik Kementerian Negara/Lembaga 

13 Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja 
Lingkup Kernen terian Negara/ Lembaga dengan Kernen terian 
Negara/Lembaga dan Bank Umum 

14 Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Jasa Giro Treasury 
Notional Pooling 

15 Penyusunan Laporan Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian 
Anggaran Tingkat Nasional 

a. Penempatan Uang Negara dalam Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Uang 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

oelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Perencanaan Kas dari Seksi 
Pengelolaan Likuiditas untuk Seksi 
Pengelolaan Penempatan Uang dan 
Bank Indonesia 

2. Kajian Analisis Risiko dari 
Subdirektorat Kebijakan TDR dan 
Manajemen Risiko 

3. Peraturan terkait penempatan uang 
negara di pasar uang 

4. Penyampaian rencana penempatan 
2 (dua) bulanan kepada Bank 
Indonesia 

5. Penawaran atas 
( elektronis / manual) 

pene 
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2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Penyusunan rekomendasi 
penempatan/ penarikan 
penempatan 

2. Penyusunan analisis risiko 
penempatan 

3. Penyusunan limit dan batasan 
transaksi serta kondisi 
counterparty 

4. Pelaksanaan evaluasi atas 
penawaran counterparty (BUMPUN) 

5. Pelaksanaan transaksi dengan 
counterparty (BUMPUN) 

6. Pelaksanaan setelmen, akuntansi, 
dan pelaporan 

3 J angka waktu 
pelayanan 

2 (dua) hari kerja 

4 Biava/ tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan 1. Nota dinas m engenai rekoendasi 

penempatan uang negara di pasar 
uang 

2. Informasi 
penempatan 
BUMPUN 

atas 
uang 

rencana 
negara di 

3. Evaluasi atas penawaran dari 
BUMPUN 

4. Surat Keputusan Penetapan 
Transaksi Over The Counter pada 
BUMPUN 

5. Informasi penetapan transaksi over 
the co unter kepada BUMPUN 
terkait 

6. Surat realisasi penempatan kepada 
Bank Indonesia 

6 Penanganan 
pengaduan,saran,dan 
masukan 

Pengaduan, saran d an masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 
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2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal orzanisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri K euangan 

Nomor 3/PMK.05/2014 tentang 
Penempatan Uang Negara Pada 
Bank Umum s ebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2016 

2. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 206/PMK.01/2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

3. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER 
ten tang Petunjuk Teknis 
Penempatan Uang Negara pada 
BankUmum. 

4. Perjanjian Kerjasama antara 
Kementerian Keuangan dan Bank 
Indonesia N omor PRJ- 
123 /PB/ 2015 dan Nomor 
17 /3/PKS/DpG/2015 tentang 
Koordinasi Operasionalisasi TD R di 
Direktorat J enderal 
Perbendaharaan 
Keuangan. 

Kementerian 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Aplikasi komputer (Bloomberg, 

Refinitiv dan Nadine) 
3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 

Pengatur Muda (11/c); 
2. Pendidikan formal minimal D III; 
3. Memahami peraturan terkait 

dengan pelaksanaan anggaran; 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
5. Memiliki talent TDR 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara 
2. Kepala Subdit Optimalisasi Kas 
3. Kepala Seksi Pengelolaan 

Penempatan Uang 
5 Jumlah pelaksana 2 (dua) Orang 
6 J aminan pelayanan Proses Penempatan Uang Negara 

dalam Rupiah dan Valuta Asing di 
Pasar Uang dilakukan berdasarkan 
SOP dan n orma waktu yang telah 
ditetapkan. 

7 Jaminan k eamanan dan 1. Penggunaan sistem a plikasi yang 
keselamatan pelayanan terproteksi; 

2. Pen era pan Internal control dalam 
proses bisnis. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 

' 
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No. Komponen Uraian 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur Pengelolaan Kas 
Negara 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

b. Standar Pelayanan Penilaian, Pemilihan dan Penetapan Counterparty yang 
dapat dijadikan mitra kerja bagi TDR 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan BUMPUN 
a. Surat permohonan menjadi 

BUMPUN yang ditandatangani oleh 
Direktur Utama/pejabat yang 
berwenang (ex-officio). 

b. Surat Pernyataan kesanggupan 
untuk mematuhi segala ketentuan 
yang ditetapkan dalam pelaksanaan 
penempatan Uang Negara yang 
ditandatangani oleh Direktur 
Utama/pejabat yang berwenang (ex­ 
officio) dan bermaterai cukup 

c. Copy surat izin usaha sebagai Bank 
Umum; 

d. Copy surat pernyataan telah go 
public yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang; 

e. Copy dokumen yang dikeluarkan 
oleh paling kurang 2 (dua) lembaga 
pemeringkat rating nasional/ 
intemasional yang berbeda yang 
telah diakui oleh Bank Indonesia, 
yang menunjukkan bahwa Bank 
yang bersangkutan termasuk dalam 
investment grade untuk periode 1 
(satu) tahun terakhir; 

f. Copy surat keterangan kesehatan 
bank yang telah diverifikasi oleh 
OJK untuk periode 1 (satu) tahun 
terakhir; 

g. Copy laporan keuangan periode 
terakhir yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik dengan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian. Data 
laporan k euangan dari Bank Umum; 

Reverse Repo/Repo r 



-70- 

No. Komponen Uraian 
Bank BUMN dan instansi kerja lain 
yang mengajukan Surat Permohonan 
Menjadi Counterparty 
SBN Outright 
Seluruh Bank Umum dan perusahaan 
efek yang ditunjuk Menteri Keuangan 
sebagai Dealer Utama untuk Transaksi 
SUN atau seluruh Bank Umum dan 
Perusahaan Efek yang d itunjuk sebagai 
peserta lelang untuk transaksi S BSN di 
Pasar Perdana atau instansei kerja lain 
yang ditujuk Direktur PKN yang 
mengajukan permohonan sebagai 
Counterparty 

2 Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

1. Calon Counterparty mengajukan 
permohonan dan menyertakan 
kelengkapan dokumen. 

2. Direktorat PKN akan melakukan 
penilaian, pemilihan dan p enetapan 
coun terparty. 

3. Direktorat PKN akan menyampaikan 
informasi kepada calon counterparty 
untuk: 
a. BUMPUN : Surat Penolakan atau 

Pemberitahuan 
Penandatanganan 
Kemitraan 

Perjanjian 

b. Reverse Repo/ Repo: 
Penandatanganan GMRA 

c. SBN Outright Pemberitahuan 
se bagai Counterparty. 

3 Jangka waktu pelayanan 15 (lima belas) hari kerja sejak 
persyaratan terpenuhi dan lenzkap 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan 1. BUMPUN: Keputusan Penetapan 

counterparty dan Perjanjian 
Kemitraan 

2. Repo/Reverse Repo SBN: GMRA 
3. SBN Outright: Pemberitahuan 

Kemitraan 
6 Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan 
Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan K emenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU r 
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No. Komponen Uraian 
htt2s: L L2engaduandj2b. 
kemenkeu. go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. PMK 217 /PMK.01/2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 
229/PMK.01/2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Keuangan 
217 /PMK.01/2018 
Organisasi dan Tata 
Kementerian Keuangan; 

2. PMK 53/PMK.05/2017 tentang 
Perubahan Kedua atas PMK 
3/PMK.05/2014 tentang 
Penempatan Pada Bank Umum; 

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
Nomor PER-7 /PB/2017 tentang 
Petunjuk Teknis Penempatan Uang 
Negara pada Bank Umum; 

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
Nomor PER-11/PB/2018 tentang 
Tata Cara Transaksi Reverse Repo 
dan Repo SBN dalam Rangka 
Pengelolaan Kele bihan / Kekurangan 
Kas Pemerintah; dan 

5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
Nomor PER-24/PB/2017 tentang 
Tata Cara Transaksi S BN di Pasar 
Sekunder Dalam Rangka 
Pengelolaan Kelebihan/ 
Kekurangan Kas Pemerintah. 

Nomor 
tentang 

Kerja 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

1. Meja 
2. Kursi 
3. PC/Laptop 
4. Printer 
5. Scanner 
6. Aplikasi Komputer 

3 Kompetensi pelaksana Pelaksana Treasuru Dealina Room 
4 Pengawasan internal 1. Direktur PKN 
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No. Komponen Uraian 
2. Kasubdit Kebijakan TDR dan 

Manjemen Risiko 
3. Kasi Manajemen Risiko, Portofolio 

dan Dukungan ALCO 
4. Kepala Seksi Peraturan dan 

Kepatuhan 
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga} orang pelaksana 
6 J aminan pelayanan Terpenuhinya produk layanan sesuai 

dengan ketentuan. 
7 J aminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan 
1. Dokumen tasi arsi p secara 

elektronik yang terkontrol 
berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

4. Desain bangunan telah dibuat 
minim risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Kepala Kantor (dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Kepala Kantor). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan N ilai Kinerj a 
Pegawai (NKP). Setiap semester 
dilakukan evaluasi / penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja 
Pegawai (CKP}. 

c. Penerbitan Surat Ketetapan Keterlanjutan Setoran Penerimaan Negara 
(SKKSPN) 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat permintaan pembayaran 
kembali/koreksi atas kelebihan/ 
kesalahan setoran penenmaan 
negara dari instansi/ satuan kerja 
terkait atas transaksi tertentu 
melalui Rekening Kas Umum 
Negara. 

2. Disposisi dari Direktur Pengelolaan 
Kas Negara. 

3. Surat Keterangan Telah Dibukukan 
(SKTB) lembar ke -1 transaksi 
terkait. 

4. Persyaratan dan Perlengkapan 1/ 
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No. Komoonen Uraian 
lainnya seperti yang ditentukan 
dalam peraturan terkait. 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Direktur PKN menenma, 
prosedur membaca, meneliti dan, 

memberikan disposisi surat 
permintaan pembayaran kembali/ 
koreksi atas kelebihan/kesalahan 
setoran penenmaan n egara dari 
instansi/ satker terkait. 

2. Kepala Subdit SAPPK membaca, 
meneli ti dan mem b erikan 
disposisi atas surat permintaan 
pembayaran kembali/koreksi atas 
kele bihan / kesalahan setoran 
penerimaan n egara kepada: 
a. Kepala Seksi Konsolidasi 

Pelaporan Keuangan Kuasa 
BUN Pusat untuk transaksi 
RKUN. 

b. Kepala Seksi Setelemen 
Akuntansi, dan Pelaporan 
Transasksi Treasury Dealing 
Room untuk transaksi Satuan 
Kerja SATK. 

3. Kepala Seksi Konsolidasi 
Pelaporan Keuangan Kuasa BUN 
Pusat dan Kepala Seksi S etelmen 
Akuntansi, dan Pelaporan 
Transaksi TDR Menugaskan 
Pelaksana u ntuk membuat 
konsep / net nota dinas penerbitan 
SKTB. 

4. Pelaksana melakukan secara 
hirarki membuat konsep SKTB 
yaitu: 
a. Untuk transaksi melalui RKUN 

peneribitan SKTB dilakukan 
oleh Seksi Konsolidasi 
Pelaporan Keuangan Kuasa 
BUN Pusat 

b. Untuk transaksi melalui SATK 
proses penerbitan SKTB 
dilakukan melalui penerbitan 
Nata Dinas kepada KPPN 
Jakarta II selaku mitra Satker 
SATK. 

5. Atas dasar SKTB dimasksud d an 
dokumen pendukung lainnya 
pelaksana melakukan secara 
hirarki membuat konsep SKKSPN 
yang ditujukan kepada Direktur 
PKN selaku KPA Satker SATK dan 
Nota Dinas Penyampaian SKKSPN 
kepada Kasubdit MRLPPB / Dit. 

I 
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No. Komponen Uraian 
Sistem Perbendaharaan. 

6. Direktur 
menyetujui / menolak 
SKKSPN tersebut. 

7. Sekretaris Direktur 

PKN 
usulan 

PKN 
Mengirimkan dokumen-dokumen 
tersebut kepada pihak terkait 
sesuai dengan tujuan Nota Dinas. 

3 J angka waktu pelayanan 7 (tujuh) hari kerja setelah data dukung 
diperoleh secara lengkap. 

4 Biava/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Surat Ketetapan Keterlanjutan 

Setoran Penerimaan Negara 
(SKKSPN) atas transaksi tertentu 
melalui Rekening Kas Umum Negara 
yang d itandatangani oleh Direktur 
Pengelolaan Kas Negara. 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

P Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak p engaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 96/PMK.05/2017 tentang 
Tata Cara Pembayaran atas 
Transaksi Pengembalian 
Penerimaan Negara 

2. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor 
69/PB/2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pembayaran 
Pengembalian Penerimaan 
Negara Atas Beban Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran. 
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No. Komponen Uraian 
3. Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor 
36/PB/2013 tentang P etunjuk 
Teknis Pengembalian Penerimaan 
Negara Pada Tahun Anggaran 
Berjalan Melalui Rekening Kas 
Umum Negara 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
6. Aplikasi Komputer 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan Formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait; 
4. Menguasai Aplikasi Komputer; 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, dan 

tanggung jawab, 
4 Pengawasan internal 1. Direktur PKN 

2. Kasubdit 
3. Kepala Seksi 

5 Jumlah pelaksana Minimal: 
a. 1 (satu) Orang S eksi Konsolidasi 

Pelaporan Keuangan Kuasa BUN 
Pusat 

b. 1 (satu) Orang S eksi Seksi Setelmen 
Akuntansi, dan Pelaporan 
Transaksi TD R 

6 J aminan pelayanan Proses penerbitan SKKSPN dilakukan 
berdasarkan SOP dan norma waktu 
yang telah ditetapkan 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hirarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai, dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/penilaian terhadap Konrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

d. Pengajuan Withdrawal Application (WA) untuk Pengisian Initial Deposit dan 
Replenishment 1 
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1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat permintaan pengajuan Initial 
Deposit dan/ atau permintaan 
Replenishment. 

2. Dokumen yang dipersyaratkan 
sesuai ketentuan. 

2 Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

1. Petugas Subdit MKPH menerima 
dan mempelajari Surat Permohonan 
Pengisian Initial Deposit beserta 
dokumen pendukungnya. 

2. Membuat surat pengantar (covering 
letter) WA Initial Deposit secara 
manual dan/ atau secara elektronik. 

3. Menandatangani dan/atau approve 
surat pengantar (covering letter)WA 
Initial Deposit secara manual 
dan/ atau elektronik untuk 
selanjutnya dikirim kepada Pemberi 
PHLN. 

3 Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 
dokumen diterima secara lenzkap . 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Covering Letter Withdrawal Application 

Initial Deposit dan Replenishment 
kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar 
Negeri. 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, da n masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak p engaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau · 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d. · 1 · · r r oe ayanan i interna oraamsasi me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

195/PMK.05/2019 tentang Tata 
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No. Komponen Uraian 
Cara Penarikan Pinjaman dan/atau 
Hibah Luar Negeri. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

3. Peraturan tentang Pe tunjuk 
Pencairan, Pembebanan, dan 
Pertanggungjawaban Dana PHLN 
melalui Mekanisme Rekening 
Khusus. 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/atau fasilitas 

1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Penga tur (II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal D3 atau 
sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer 

5. Memiliki kemampuan bahasa 
Inggris tertulis m aupun lisan 

6. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung 

4 Pengawasan internal 1. Kepala Subdirektorat 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana 
5 Jumlah pelaksana Minimal: 

1 (satu) orang 
6 J aminan pelayanan Proses Pengajuan Withdrawal 

Application (WA) untuk Pengisian Initial 
Deposit dan Replenishment dilakukan 
berdasarkan SOP dan norma waktu 
yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem 
terproteksi; 

2. Dokumentasi 
elektronik 

aplikasi yang 

arsip 
yang 

berdasarkan 
penanggungjawabnya. 

secara 
terkontrol 

alur 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Kepala Subdirektorat 
dan/atau Direktur PKN. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerj a pegawai, 
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No. Komponen Uraian 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

e. Pengembalian Dana ke Reksus Atas Pengeluaran Ineligible 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat pemberitahuan 
pengeluaran yang ineligible 
Pemberi PHLN. 

nilai 
dari 

2. Surat kepada EA mengenai 
pemberitahuan n ilai pengeluaran 
yang ineligible dan permintaan 
penggan tiannya. 

3. Surat dari EA yang menyatakan 
bahwa telah dilakukan penyetoran 
dana/penerbitan SPM/SP2D untuk 
penggantian pengeluaran/ SP2D 
yang ineligible. 

4. Surat pernyataan/rekening koran 
sebagai bukti bahwa penyetoran 
dana untuk penggan tian 
pengeluaran/ SP2D yang ineligible 
sudah diterima di RKUN. 

2 Sistem, mekanisme dan 1. 
prosedur 

Petugas Subdit MKPH menenma 
surat pemberitahuan/ pernyataan 
dari EA bahwa penyetoran 
dana/penerbitan SPM/SP2D untuk 
penggantian ineligible telah 
dilakukan. 

2. Memastikan bahwa setoran sudah 
diterima di RKUN terkait 

3. Membuat Nota Dinas untuk 
memindah bukukan dana dari 
RKUN ke Reksus. 

4. Memastikan dana sudah masuk di 
rekening. 

3 J angka waktu pelayanan 50 (lima puluh) hari kerja efektif 
4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan N ota Dinas Direktur PKN kepada 

Kepala Subdit Setelmen, Akuntansi, 
dan Pelaporan Pengelolaan Kas untuk 
pemindahbukuan dana dari RKUN ke 
Reksus. 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: / /wise.kemenkeu.zo.id 

f 
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No. Komponen Uraian 
3. Pusat Kontak Layanan Kernenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kernenkeu. prirne@kernenkeu. go. id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandjQb. 
kernenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kernenkeu.go.id, atau 
tatap rnuka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alarnat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Kornponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal organisasi rn eliputi: 
No. Kornponen Uraian 

1 Dasar hukurn 1. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 
135/PMK.05/2016 tentang T ata 
Cara Penyediaan dan Pengernbalian 
Dana Kepada Pernberi Pinjarnan 
dan/ atau Hibah Luar Negeri. 

2. Peraturan Menteri K euangan Nornor 
195/PMK.05/2019 tentang Tata 
Cara Penarikan Pinjarnan dan/ atau 
Hibah Luar Negeri. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 
118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kernen terian Keuangan. 

2 Sarana dan prasaran, 
dan / a tau fasili tas 

1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Kornputer; 
4. Printer; 
5. Aplikasi kornputer. 

3 Kornpetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan 
Pengatur (II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal D3 atau 
sederajat; 

3. Mernaharni peraturan terkait 
dengan Pinjarnan dan Hibah Luar 
Negeri 

4. Marnpu rnengoperasikan aplikasi 
kornputer 

5. Merniliki kernarnpuan bahasa 
Inggris tertulis rnaupun lisan 

6. Merniliki ketekunan, ketelitian, 
kecerrnatan, dan tanazunz iawab. 

minimal 

4 Pengawasan internal 1. Kepala Subdirektorat 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana 
5 J urnlah pelaksana Minimal: 

1 (satu) orang 
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No. Komponen Uraian 
6 J aminan pelayanan Pengembalian Dana Ke Reksus Atas 

Pengeluaran Ineligible dilakukan 
berdasarkan SOP dan norma waktu 
yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Dokumentasi 
elektronik 

arsip 
yang 

berdasarkan 
penanggungjawabnya. 

secara 
terkontrol 

alur 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan' 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Kepala Subdirektorat 
dan/atau Direktur PKN. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

f. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbedaharaan tentang 
Penunjukkan Bank Umum s ebagai Bank Operasional 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

oelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Dokumen administratif pendaftaran 
Bank Um um sebagai Bank 
Operasional 

2. Izin prinsip 
3. Lulus SIT dan UAT 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Pelaksana seksi pengelolaan 
prosedur rekening pengeluaran meneliti 

dokumen administratif pendaftaran 
Bank Um um sebagai Bank 
Operasioal. 

2. Secara hierarkis membuat izm 
prmsip. 

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
menyetujui a tau menolak 
pendaftaran Bank Umum s ebagai 
Bank Operasional. 

4. Apabila disetujui, melakukan SIT 
dan UAT. 

5. Setelah lulus SIT dan UAT, secara 
hierarkis membuat Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Perbedaharaan 
tentang P enunjukkan Bank Umum 
se bagai Bank Operasional. 

6. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
menetapkan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Perbedaharaan 
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tentang P enunjukkan Bank Umum 
sebagai Bank Operasional. 

3 Jangka waktu pelayanan 1. Penyiapan nota pengantar dan draft 
Kepdirjen standarnya adalah 1 
(satu) hari kerja setelah dokumen 
UAT lengkap 

2. Penerbitan Kepdirjen standarnya 
adalah 5 (lima) hari kerja sejak n ota 
dan draft disampaikan Direktorat 
PKN kepad Dirjen Perbendaharaan 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perbedaharaan tentang P enunjukkan 
Bank Umum s ebagai Bank Operasional. 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta P usat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak p engaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 a· . t 1 . . I" t' oe ayanan 1 1n erna orgamsasi me ipu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

188/PMK.05/2017; 
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

62/PMK.05/2019. 
2 Sarana dan prasaran, Meliputi: 

dan/ atau fasilitas 1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner; 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 
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No. Komponen Uraian 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

penyaluran dana SP2D; 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanzzunz iawab. 
4 Pengawasan internal 1. Direktur Jenderal; 

2. Direktur; 
3. Kepala Subdirektorat; 
4. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
5. Bagian KI 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 (satu) orang pelaksana 
6 J aminan pelayanan Proses penetapan Bank Umum s ebagai 

Bank Operasional berdasarkan SOP 
dan n orma waktu yang telah 
ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup d an 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

3. Dokumentasi 
elektronik, 
berdasarkan 

arsip 
yang 

secara 
terkontrol 

alur 
penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

5. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

6. Desain bangunan telah dibuat 
minim risiko danjalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Direktur Jenderal (dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur 
Jenderal). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan N ilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

g. Penerbitan Naskah Dinas/Peraturan/Ketentuan yang mengatur Teknis ~ 
Operasional Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji / 
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1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Peraturan terkait teknis operasional 
Bank Operasional dan Bank Penyalur 
Gaji 

2 Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

1. Secara hierarkis Naskah 
Dinas/Peraturan/ Ketentuan yang 
mengatur Teknis Operasional Bank 
Operasional dan Bank Penyalur Gaji. 

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
dan/ atau Direktur Pengelolaan Kas 
Negara menetapkan N askah 
Dinas/Peraturan/ Ketentuan yang 
mengatur Teknis Operasional Bank 
Operasional dan Bank Penyalur Gaji. 

3 J angka waktu pelayanan Sesuai kondisi (pembahasan/ arahan 
pimpinan, dll. ) 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Naskah Dinas/Peraturan/Ketentuan 

yang mengatur Teknis Operasional 
Bank Operasional dan Bank Penyalur 
Gaii 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi P raptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d" . t 1 . . r f oe avanan 1 1n erna orgarusasi me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2018; 
2. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 11/PMK.05/2016; 
3. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 188/PMK.05/2017; t 
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No. Komponen Uraian 
4. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 62/PMK.05/2019. 
2 Sarana dan prasaran, 

dan/ atau fasilitas 
Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/a); 

2. Pendidikan formal minimal SL T A 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan penyaluran dana SP2D; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung iawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Jenderal; 
2. Direktur; 
3. Kepala Subdirektorat; 
4. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
5. Bagian KI 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang pelaksana 
6 Jaminan pelayanan Proses penerbitan Naskah 

Dinas/Peraturan/ Ketentuan yang 
mengatur Teknis Operasional Bank 
Operasional dan Bank Penyalur Gaji 
berdasarkan SOP dan n orma waktu 
yang telah ditetapkan. 

7 Jaminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup d an 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

3. Dokumentasi 
elektronik, 
berdasarkan 

arsip 
yang 

secara 
terkontrol 

alur 
penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

5. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

6. Desain bangunan telah dibuat 
rmrum risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana » 
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No. Komponen Uraian 
hingga Direktur (dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap 
Kon trak Kinerj a yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

h. Penerbitan Izin Prinsip Collecting Agent (Bank/ Pos Persepsi dan Lembaga 
Persepsi Lainnya) 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Surat Permohonan Menjadi Collecting 
Agent dengan melampirkan 
persyaratan sbb: 
1. salinan akta pendirian/ izin 

beroperasi sebagai Bank Umum, 
Kantor Pos, atau Lembaga; 

2. salinan s urat keterangan mengenai 
peringkat komposit, khusus untuk 
BankUmum; 

3. salinan laporan keuangan dengan 
opini minimal WDP selama 2 (dua) 
tahun terakhir (audited) dan/ atau 
dokumen penilaian kinerja dari 
instansi/badan yang berwenang, 
khusus untuk Lembaga; 

4. surat izin beroperasi dari Otoritas 
Jasa Keuangan untuk Bank Umum, 
dasar hukum pembentukan untuk 
Kantor Pos, atau surat izin 
beroperasi dari i nstansi/badan yang 
berwenang untuk Lembaga; 

5. salinan peta cakupan layanan; 
6. salinan pertimbangan kompetensi 

dan kredibilitas/reputasi dari 
otoritas/ instansi/lembaga 
berwenang; 

7. proyeksi/potensi P enerimaan 
Negara yang dapat dikumpulkan; 

8. surat pernyataan bermeterai yang 
ditandatangani oleh Direktur Utama 
atau Pemimpin Tertinggi Bank 
Umum, Kantor Pos, atau Lembaga 
yang berisi: 
a. kesanggupan untuk mematuhi 

ketentuan p eraturan perundang­ 
undangan; 

b. kesediaan diperiksa oleh BUN/ 
Kuasa BUN atas pelaksanaan 'f' 
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No. Kornponen Uraian 
penatausahaan Penerirnaan 
Negara; 

c. kesediaan Bank Urnurn, Kantor 
Pos, atau Lernbaga untuk 
rnernbangun sistern inforrnasi 
yang terhubung secara online 
dengan sistern; 

d. Penerirnaan Negara pada 
Kernen terian Keuangan; 

e. telah bekerja sarna dengan 
penyedia jasa sistern pernbayaran 
yang berizin dari Bank Indonesia, 
khusus untuk Lernbaga yang 
bukan penyedia jasa sistern 
pern bayaran; 

f. lokasi server berada di Indonesia; 
dan 

9. sistern telah terpasang antivirus 
terbaru beserta pendukung sistern 
kearnanan lainnya yang akan selalu 
dilakukan pembaruan Zupdate. 

2 Sistern, rnekanisrne dan 
prosedur 

1. Pelaksana seksi pengelolaan 
rekening penerirnaan rnengecek dan 
rneneliti Surat Perrnohonan beserta 
larnpirannya yang disarnpaikan oleh 
calon Collecting Agent. 

2. Secara hirearkis rnenyusun konsep 
nota dinas dan Surat Izin Prinsip 
Collecting Agent untuk disarnpaikan 
kepada Direktur J enderal 
Perbendaharaan. 

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
rnenetapkan Izin Prinsip Collecting 
Agent. 

4. Pelaksana seksi pengelolaan 
rekening penenrnaan 
rnenyarnpaikan Surat Izin Prinsip 
Collecting Agent kepada calon 
Collecting Agent. 

3 Jangka 
pelayanan 

waktu 5 (lirna) hari kerja terhitung sejak 
seluruh persyaratan menjadi collecting 
agent di terirna 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Prociuk pelavanan Surat Izin Prinsip Collecting Agent 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, dan 
rnasukan 

Pengaduan, saran dan rnasukan a tas 
layanan disarnpaikan rnelalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kernenkeu: 
https: //wise.kernenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kernenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta P usat 10710 Telp: 
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No. Komponen Uraian 
134 dan email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandj2b. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal orgarusasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.05/2020 tanggal 30 
Desember 2020 tentang Sistem 
Penerimaan Negara secara Elektronik 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Jaringan internet/intranet; 
5. Printer; 
6. Scanner; 
7. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan 
Pengatur Muda (II/a); 

2. Pendidikan formal minimal SL TA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
sistem p enenmaan n egara secara 
elektronik; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

minimal 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Jenderal; 
2. Direktur; 
3. Kepala Subdirektorat; 
4. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
5. Bagian Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang pelaksana 
6 J aminan pelayanan Proses penerbitan izin prinsip collecting 

agent dilakukan berdasarkan SOP dan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Dokumentasi 
elektronik, 
berdasarkan 

arsip 
yang 

penanggungjawabnya; 

secara 
terkontrol 

alur 

' 
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No. Komponen Uraian 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berj aga selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang memadai di ruang pelayanan; 
5. Desain bangunan telah dibuat 

mmim risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur Jenderal (dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur 
Jenderal). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

1. Penerbitan Surat Keputusan Pembayaran Dalam Rangka Penyaluran 
Dana Perhitungan Fihak Ketiga Bulanan Kepada Pihak Ketiga 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 r r pe ayanan me ipu 1: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Konsep/net nota dinas terkait proses 
penyusunan SKP dalam rangka 
penyaluran dana PFK bulanan kepada 
pihak ketiga dan Peraturan terkait 
proses penyusunan SKP dalam rangka 
penyaluran dana PFK bulanan kepada 
pihak ketiga 

2 Sistem, mekanisme dan a. Mengarahkan dan menugaskan 
prosedur untuk menyusun SKP dalam 

rangka penyaluran dana PFK 
bulanan kepada pihak ke tiga 

b. Menyusun konsep / net nota SKP 
dalam rangka penyaluran dana 
PFK bulanan ke pada pihak ketiga 

C. Menyampaikan SKP dalam rangka 
penyaluran dana PFK bulanan 
kepada pihak ketiga 

3 Jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah data dukung 
pelayanan diperoleh secara lengkap 

4 Biaya/ tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan SKP dan ke rtas kerja SKP dalam 

rangka penyaluran dana PFK kepada 
pihak ke tiga r 
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6 P enanganan Pengaduan, saran dan masukan atas 
pengaduan, saran, dan layanan disampaikan melalui kanal 
masukan berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System 
Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelaanan di internal orgarusasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum PMK No. 156/PMK.05/2019 
tentang Dana Perhitungan Fihak 
Ketiga sebagaimana diubah 
melalui PMK No. 
212/PMK.05/2020 

2 Sarana dan p rasaran, 
dan/atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner; 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan 
Pengatur (II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal D3 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan pengelolaan dana 
perhitungan fihak ketiga, tata 
cara pelaksaan pembayaran 
APBN; 

4. Mampu mengoperasikan 
aplikasi pengolah data,Ms. 
Office dan Nadine; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung 
jawab, 

minimal 

4 Pengawasan internal 1. Direktur; 
2. Kepala Subdirektorat; 
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No. Komponen Uraian 
3. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
4. Bagian Kepatuhan Internal, 

Sekretariat DJPb. 
5 Jumlah pelaksana Minimal: 

3 (tiga) orang pengolah data dan 
penyusun SKP S eksi KRKUN dan 
PFK 

6 J aminan pelayanan Proses penerbitan SKP P FK 
dilakukan berdasarkan SO P dan 
norma waktu yang telah 
ditetapkan. 

7 Jaminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi 
yang terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui 
Financial Management 
Information Systems (FMIS) 
dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

3. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang terkontrol 
berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan 
yang berj aga selama Jam 
layanan; 

5. Tersedia pemadam 
ke bakaran yang memadai di 
ruang pelayanan; 

6. Desain bangunan telah dibuat 
mmim risiko dan jalur 
evakuasi telah disediakan. 

alat 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan p elaksana 
dilakukan secara hierarkis 
saat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu 
oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksana hingga 
Direktur. 

2. Masing-masing pegawai 
dilakukan penilaian kinerj a 
pegawai, menghasilkan Nilai 
Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja 
Pegawai (CKP). 

J. Penatausahaan Rekening Bendahara Umum Negara Pusat 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian f 

pelayanan meliputi: 
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No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan 1. Data Rekening BUN Pusat pada 

Aplikasi SPAN; 
2. Konsep/net laporan penatausahaan 

rekening BUN Pusat pada Subdit 
MPPK; 

3. Peraturan terkait penatausahaan 
rekening BUN Pusat. 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
prosedur menelaah dan memberikan 

disposisi atas laporan 
penatausahaan rekening BUN Pusat 
Subdit MPPK. 

2. Pelaksana pada Seksi Konsolidasi 
Rekening dan Dukungan Teknis 
menerima, meneliti, 
mengkonfirmasi dan membuat 
konsep laporan penatausahaan 
rekening penenmaan pada 
Bank/Pos Persepsi, rekening 
pengeluaran dan rekening retur 
BO/BPG. 

3. Secara hierarkis m enyetujui laporan 
penatausahaan rekening BUN Pusat 
Subdit MPPK. 

3 Jangka waktu 
pelayanan 

3 (tiga) hari kerja setelah data dukung 
diperoleh secara lengkap 

4 Biava/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Laporan Penatausahaan Rekening BUN 

Pusat Subdit MPPK 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, dan 
masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: / /wise.kemenkeu.go.id · 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi P raptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan )" 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 
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No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

154/PMK.05/2014 tentang 
Pelaksanaan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
278/PMK.05/2014; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
188/PMK.05/2017 tentang Tata 
Cara Penyaluran Dana Surat 
Pencairan Dana Melalui Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
102/PMK.05/2020 ten tang 
Pengelolaan Rekening Milik 
Bendahara Umum Negara. 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner; 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/a); 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan penyaluran dana SP2D; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanaaunz iawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Jenderal; 
2. Direktur; 
3. Kepala Subdirektorat; 
4. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
5. Bagian KI 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang pelaksana 
6 J aminan pelayanan Proses penatausahaan rekening 

bendahara umum negara pusat pada 
aplikasi SPAN berdasarkan SOP dan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 Jaminan 
dan 
pelayanan 

keamanan 
keselamatan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi (SPAN); 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information S ystems 
(FMIS) dengan sistem backup d an 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 
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No. Komporien Uraian 
3. Dokumentasi arsip secara 

elektronik, yang terkontrol 
berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

5. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

6. Desain bangunan telah dibuat 
mirum risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur Jenderal (dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur 
Jenderal). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

k. Penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan Rekening Lainnya Sumber 
Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat permintaan pemindahbukuan 
dana u n tuk Rekening Lainnya 
Sumber Daya Alam (SDA) dan Non 
SDA dari unit yang bertindak selaku 
KPA. 

2. Peraturan terkait pengelolaan 
Rekening Lainnya SDA dan Non SDA. 

3. Peraturan terkait pelaksanaan 
pemindahbukuan rekening lainnya 
Lainnya SDA dan Non SDA. 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Menerima disposisi surat Permintaan 
prosedur pemindahbukuan dana Rekening 

Lainnya Sumber Daya Alam. 
2. meneliti kelengkapan surat 

dimaksud kemudian menyusun / 
membuat Surat 
Pemindahbukuan 
lampirannya. 

3. Melaksanakan 
berupa: 

Perintah 
beserta 

pemindahbukuan 
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No. Komponen Uraian 
a. menyampaikan 

SP2D /warkat/ Surat Perintah 
Pemindahbukuan / Surat 
Konfirmasi yang sudah 
ditandatangani pihak terkait 
(BI/pihak terkait lainnya) 

b. melakukan eksekusi BAT melalui 
Aplikasi SPAN kemudian 
memberitahukan BAT tersebut 
kepada Subdirektorat Setelmen, 
Akuntansi dan Pelaporan 
Pengelolaan Kas, D irektorat PKN. 

c. Mengarsipkan Surat Perintah 
Pemindahbukuan terse but. 

3 Jangka waktu 
pelayanan 

5 (lima) hari kerja setelah data dukung 
diperoleh secara lengkap. 

4 Biava/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Surat Perintah Pemindahbukuan 

Rekening Lainnya SDA dan Non SDA 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, dan 
masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 pe avanan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

154/PMK.05/2014 tentang 
Pelaksanaan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 

f 
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No. Komponen Uraian 
278/PMK.05/2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 
154/PMK.05/2014 tentang 
Pelaksanaan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara. 

2. Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. 13/PB/2007 
tentang Petunjuk Pengelolaan 
Rekening Pemerintah Lainnya. 

2 Sarana dan prasaran, Meliputi: 
dan/ atau fasilitas 1. Meja; 

2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
6. Aplikasi Komputer 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/a); 

2. Pendidikan Formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait; 
4. Menguasai Aplikasi Komputer; 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

dan tanggung jawab. 

4 P engawasan internal 1. Direktur PKN 
2. Kasubdit 
3. Kepala Seksi Atasan Langsung 

Pelaksana 
4. Bagian KI 

5 Jumlah pelaksana Minimal : 1 (satu) orang S eksi P RLSDA 
dan Non SDA 

6 J aminan pelayanan Proses penerbitan Surat Perintah 
Pemindahbukuan Rekening Lainnya 
Sumber Daya Alam dan Non Sumber 
Daya Alam dilakukan berdasarkan SOP 
dan n orma waktu yang telah 
ditetapkan 

7 Jaminan 
dan 
pelayanan 

keamanan 
keselamatan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup d an 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

3. Dokumentasi 
elektronik, 

arsip 
yang 

secara 

terkontrol f 
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No. Komponen Uraian 
berdasarkan 

penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan. 

alur 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hirarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Direktur ( dalam hal penyelesaian 
pekerjaan dilakukan sampai dengan 
level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai, dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP) 

1. Penerbitan Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya 
Milik Kementerian Negara/Lembaga 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 r · oe avanan me iputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan a. Konsep / bahan kajian serta 
petunjuk teknis atas pengelolaan 
rekening lainnya milik K/L. 

b. Peraturan terkait penyusunan 
petunjuk teknis atas pengelolaan 
rekening lainnya milik K/ L. 

2 Sistem, mekanisme dan a. Mengarahkan dan menugaskan 
prosedur untuk menyusun kajian atas 

peraturan pengelolaan rekening 
dan penyusunan petunjuk teknis 

b. Menghimpun bahan serta 
memeriksa dan membahas bahan 
penyusunan k ajian serta petunjuk 
teknis atas pengelolaan rekening 
lainnya milik K/L 

C. Menyusun petunjuk teknis atas 
pengelolaan rekening lainnya milik 
K/L 

3 J angka waktu pelayanan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak data 
dukung diperoleh secara lengkap. 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Petunjuk teknis atas pengelolaan 

rekening lainnya milik K/L. 
6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 

saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: y 



-97- 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistle b lowing S ystem 
Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 d an email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum a. Peraturan Menteri Keuangan No. 
182/PMK.05/2017 tentang 
Pengelolaan Rekening Milik Satuan 
Kerja Lingkup Kementerian 
Negara/Lambaga. 

b. PMK No 183/PMK.05/2019 tentang 
Pengelolaan Rekening Pe ngeluaran 
Milik Kementerian 
Negara/ Lembaga 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
a. Meja; 
b. Kursi; 
c. Komputer; 
d. Printer; 
e. Scanner; 
f. Aplikasi Komputer 

3 Kompetensi pelaksana a. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/a); 

b. Pendidikan Formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

c. Memahami peraturan terkait; 
d. Menguasai A plikasi Komputer; 
e. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

dan tanggung jawab. 
a. Direktur PKN 
b. Kasubdit 
c. Kepala Seksi Atasan Langsung 

Pelaksana 

d. Bagian KI 'ti/ 
L_____L ___j_____ , 

4 Pengawasan internal 
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No. Komponen Uraian 
5 Jumlah pelaksana Minimal : 1 ( satu) orang Seksi PRLKL 
6 J aminan pelayanan Proses penerbitan Petunjuk teknis 

atas pengelolaan rekening lainnya 
milik K/L dilakukan berdasarkan SOP 
dan norm a waktu yang telah 
ditetapkan 

7 Jaminan keamanan dan a. Penggunaan sistem aplikasi yang 
keselamatan pelayanan terproteksi; 

b. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup da n 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

c. Dokumentasi 
elektronik, 
berdasarkan 

arsip 
yang 

secara 
terkontrol 

alur 
penanggungjawabnya; 

d. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja a. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hirarkis saat 

proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

b. Masing-masing pegawai, dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap 
Konrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP) 

m. Penerbitan B erita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik S atuan Kerja Lingkup 
Kementerian Negara/Lembaga dengan Kementerian Negara/Lembaga dan 
BankUmum 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 r r pe ayanan me rpu 1: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Data rekening milik K/L. 
2. P eraturan terkait pengelolaan 

Rekening Pemerintah milik K/L. 
3. K onsep BAR 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Kasubdit Manajemen Rekening 
prosedur Lainnya dan Pembinaan 

Pertanggungjawaban Bendahara 
secara berkala meminta kepada 
Kepala Seksi Pelaporan PRLB untuk t 
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No. Komponen Uraian 
menyampaikan laporan data 
Rekening Milik Satker di Bank 
Umum. 

2. Kepala Seksi P elaporan PRLB 
meminta pelaksana untuk 
menyiapkan dan mengolah data 
Rekening Milik Satker berdasarkan 
database dan menyusun bahan 
rekonsiliasi untuk disampaikan 
kepada K/L dan Bank Umum. 

3. Pelaksana menyiapkan dan 
mengolah data Rekening Milik 
Satker berdasarkan database dan 
data rekening Bendahara dan 
Rekening Lainnya dari K/ L di Bank 
Umum kemudian 
hasilnya kepada 
Pelaporan PRLB. 

4. Kepala Seksi Pelaporan PRLB: 
a. menenma dan memeriksa data 

Rekening Milik Satker. 
b. melakukan rekonsiliasi bersama 

pihak K/L dan Bank Umum 
terkait secara terpisah 

c. menyusun dan memaraf Berita 
Acara Rekonsiliasi. 

5. Kasubdit MRLPPB menenma, 
meneliti dan menandatangani Berita 
Acara Rekonsiliasi yang sudah net 
kemudian disampaikan ke pihak 
terkait 

menyampaikan 
Kepala Seksi 

3 J angka waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja setelah data dukung 
diperoleh secara lengkap 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Berita Acara Rekonsiliasi Rekening 

Milik Satker dengan Pihak 
Kementerian/Lembaga dan Berita 
Acara Rekonsiliasi Rekening Milik 
Satker dengan Bank Umum 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistle blowing System 
Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 

!' 
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No. Komponen Uraian 
134 dan email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt:gs: /_ /_:gengaduandj:gb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt:gs: /_ /_hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
182/PMK.05/2017 tentang 
Pengelolaan Rekening Milik Satuan 
Kerj a Lingku p Kernen terian 
Negara/Lembaga. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
183/PMK.05/2019 tentang 
Pengelolaan Rekening Pengeluaran 
Milik Kernen terian Negara/ Lem bag a 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

3 Kompetensi pelaksana 

Meliputi: 
a. Meja; 
b. Kursi; 
C. Komputer; 

d. Printer; 

e. Scanner; 
f. Aplikasi Komputer 
a. Pangkat/ Golongan minimal 

Pengatur Muda (II/a); 
b. Pendidikan Formal minimal SLTA 

atau sederajat; 
c. Memahami peraturan terkait; 
d. Menguasai Aplikasi Komputer; 
e. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

dan tanggung jawab. 
4 Pengawasan internal a. Direktur PKN 

b. Kasubdit 
c. Kepala Seksi Atasan Langsung 

Pelaksana 
d. Bagian KI 

5 Jumlah pelaksana Minimal 
PPRLB 

seluruhnya pada Seksi 

6 J aminan pelayanan Proses Penerbitan Berita Acara 
Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan 
Kerja Lingkup Kementerian 
Negara/Lembaga dengan Kementerian 
Negara/Lembaga dan Berita Acara 
Rekonsiliasi Rekening Milik Satker f 
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No. Komponen Uraian 
dengan Bank Umum dilakukan 
berdasarkan SOP dan n orma waktu 
yang telah ditetapkan. 

7 Jaminan keamanan dan a. Penggunaan sistem aplikasi yang 
keselamatan pelayanan terproteksi; 

b. Sentralisasi database 
perbendaharaan melalui Financial 

Management Information Systems 

(FMIS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

c. Dokumentasi 
elektronik, 
berdasarkan 

arsip 
yang 

secara 
terkontrol 

alur 
penanggungjawabnya; 

d. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja a. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hirarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

b. Masing-masing pegawai, dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap 
Konrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP) 

n. Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Jasa Giro Treasury Notional 
Pooling 
1) Komponen S tandar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 r t' oe ayanan me ipu 1: 
No. Kornponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Konsep/bahan k ajian serta 
petunjuk teknis atas Pen er bi tan 
Berita Acara Rekonsiliasi 
Pembayaran Jasa Giro Treasury 
Notional Pooling (TNP). 

2. Peraturan terkait penyusunan 
petunjuk teknis atas Penerbitan 
Berita Acara Rekonsiliasi 
Pembayaran Jasa Giro Treasury 
Notional Pooling (TNP) 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Pelaksana: 
prosedur a. Melakukan rekonsiliasi dengan 

petugas rekonsiliasi (bank 
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No. Komponen Uraian 
peserta TNP) pada Minggu II 
awal triwulan berikutnya. 

b. Mencocokkan saldo 
konsolidasi dan perhitungan 
jasa giro antara antara data 
dari bank peserta TNP dengan 
data dari aplikasi T NP. 

c. Mencocokkan perhitungan jasa 
giro dengan dokumen bukti 
pembayaran. 

d. Memeriksa 
pendukung. 

e. Menandatangani Berita Acara 

dokumen 

Rekonsiliasi. 
f. Membuat rekapituasi 

pembayaran jasa giro sesuai 
dengan hasil rekonsiliasi. 

g. Menyampaikan rekapitulasi 
pembayaran jasa giro dan 
Berita Acara Rekonsiliasi 
kepada Kepala Seksi P elaporan 
PRLB. 

2. Kepala Seksi Pela po ran PRLB : 
a. Menerima 

pembayaran 
rekapitulasi 

jasa giro dan 
Berita Acara Rekonsiliasi. 

b. Memeriksa Berita 
Rekonsiliasi 
pendukung. 

c. Menandatangani Berita Acara 

dan 
Acara 

dokumen 

Rekonsiliasi. 
d. Menyampaikan rekapitulasi 

pembayaran jasa giro dan 
Berita Acara Rekonsiliasi 
kepada Kasubdit MRLPPB. 

3. Kepala Subdit MRLPPB: 
a. Menerima 

pembayaran 
rekapitulasi 

J asa giro dan 
Berita Acara Rekonsiliasi. 

b. Memeriksa Berita 
Rekonsiliasi 
pendukung. 

c. Menandatangani Berita Acara 
Rekonsiliasi. 

d. Mengembalikan Berita Acara 
Rekonsiliasi kepada Pelaksana 
Seksi Pe laporan PRLB. 

4. Pelaksana Seksi P ela po ran PRLB: 

dan 
Acara 

dokumen 
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No. Komponen Uraian 
a. Menerima rekapitulasi 

pembayaran jasa giro dan 
Beri ta Acara Rekonsiliasi yang 
telah ditandatangani. 

b. Menyampaikan Berita Acara 
Rekonsiliasi kepada bank 
peserta TNP. 

c. Mengarsipkan Berita Acara 
Rekonsiliasi. 

3 J angka waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja setelah data dukung 
diperoleh secara lengkap 

4 Biaya/ tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran 

Jasa Giro Treasury Notional Pooling 
(TNP). 

6 P enanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistle blowing System 
Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 d an email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: I /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
p 1 d' . t 1 . . l' t' e ayanan 11n erna orgarusasi me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pe laporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi P emerintah. 

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 
126/PMK.05/2009 tentang 
Pen era pan Treasury Notional 
Pooling pada Rekening Bendahara 
Penerimaan. 

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 
152/PMK.05/2011 tentang 

f 
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No. Kornponen Uraian 
Penerapan Treasury Notional 
Pooling pada Rekening Lainnya. 

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 
182/PMK.05/2014 tentang 
Pengelolaan Rekening Milik 
Satuan Kerja Lingkup 
Kernen terian Negara/ Larnbaga. 

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 
183/PMK.05/2019 tentang 
Pengelolaan Rekening P engeluaran 
Milik Kernenterian 
Negara/Larnbaga 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Kornputer; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
6. Aplikasi Kornputer 

3 Kornpetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan Formal minimal 
SLTA atau sederajat; 

3. Mernaharni peraturan terkait; 
4. Menguasai Aplikasi Kornputer; 
5. Merniliki ketekunan, ketelitian, 

dan tanggung jawab. 

4 P engawasan internal 1. Direktur PKN 
2. Kasubdit 
3. Kepala Seksi Atasan Langsung 

Pelaksana 
4. Bagian KI 

5 Jurnlah pelaksana Minimal: seluruhnya pada Seksi 
PPRLB 

6 Jarninan pelayanan Proses Penerbitan Berita Acara 
Rekonsiliasi Pernbayaran Jasa Giro 
Treasury Notional Pooling dilakukan 
berdasarkan SOP dan n orrna waktu 
yang telah ditetapkan. 

7 Jarninan kearnanan dan 1. Penggunaan sistern aplikasi yang 
keselarnatan pelayanan terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan rnelalui Financial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistern backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

3. Dokurnentasi 
elektronik, 
berdasar kan 
penanggungjawabnya; 

ars1p secara 
yang terkontrol 

alur 

' 
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No. Komponen 
4. 

8 Evaluasi kinerja 1. 
pelaksana 

Uraian 
Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan. 

Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hirarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai, 
dilakukan penilaian kinerj a 
pegawai, menghasilkan Nilai 
Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi / 
penilaian terhadap Konrak Kinerja 
yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP) 

1. Penyusunan Laporan Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran 
Tingkat Nasional 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Konsep / net laporan Rekapitulasi 
LPJ Bendahara Per Bagian 
Anggaran Tingkat Nasional 

2. Rekapitulasi LPJ Bendahara Per 
Bagian Anggaran Tingkat Wilayah 

3. Peraturan terkait kedudukan dan 
tangggung jawab bendahara pada 
satuan kerja pengelola APBN. 

2 Sistem, mekanisme dan 1. 
prosedur 

2. 

Kasubdit Manajemen Rekening 
Lainnya dan Pembinaan 
Pertanggungjawaban Bendahara 
(MRLPPB) memerintahkan Kepala 
Seksi Pembinaan 
Pertanggungjawaban Bendahara 
untuk menyusun Rekap LPJ 
Bendahara per BA tingkat nasional 
berdasarkan aplikasi SPRINT. 
Kepala Seksi P em binaan 
Pertanggungjawaban Bendahara 
(PPB) menugaskan kepada 
Pelaksana untuk menghimpun 
bahan dan membuat menyusun 
Rekap LPJ Bendahara per BA 
Tingkat Nasional. 

3. Pelaksana Seksi PPB melakukan 
verifikasi dan sekaligus melakukan r 
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No. Komponen Uraian 
kompilasi atas Rekapitulasi LPJ 

Bendahara Per Bagian Anggaran 
Tingkat Wilayah dari laporan dari 
Kanwil DJPB dan data Aplikasi 
SPRINT. Selanjutnya menyusun 
konsep / net Rekapitulasi LPJ 
Bendahara Per Bagian Anggaran 
Tingkat Nasional. 

4. Kepala Seksi PPB memeriksa dan 
memaraf konsep / net Rekapitulasi 
LPJ Bendahara Per Bagian 
Anggaran Tingkat Nasional. 
Selanjutnya menyampaikan kepada 
Kepala Subdit MRLPPB 

5. Kasubdit MRLPPB melakukan 
pembahasan konsep/net 
Rekapitulasi LPJ Bendahara Per 
Bagian Anggaran Tingkat Nasional, 
dengan Kepala Seksi P PB, 
mengembalikan konsep tersebut 
apabila belum benar dan 
memeriksa/ memaraf apabila sudah 
benar serta menyampaikannya 
kepada Direktur PKN. 

6. Direktur Pengelolaan Kas Negara 
menetapkan Rekapitulasi LPJ 
Bendahara Per Bagian Anggaran 
Tingkat Nasional. 

3 J angka waktu pelayanan 10 (sepuluh) hari kerja setelah data 
dukung diperoleh secara lengkap. 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Laporan Rekapitulasi LPJ Bendahara 

per Bagian Anggaran Tingkat Nasional. 
6 Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan 
Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta P usat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di jJ 



-107- 

No. Komponen Uraian 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
pelavanan di internal organisasi meliputi: 

pengelolaan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan 
dan Tanggung Jawab Bendahara pada 
Satuan Kerja Pengelola Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
230/PMK.05/2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 162/PMK.05/2013 tentang 
Kedudukan dan Tanggung Jawab 
Bendahara pada Satuan Kerja 
Pengelola Anggaran Pendapatan dan 
Belania Negara. 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

3 Kompetensi pelaksana 

4 P engawasan internal 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner; 
6. Aplikasi Komputer 

1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (11/ a); 

2. Pendidikan Formal minimal SLTA 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait; 
4. Menguasai A plikasi Komputer; 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

dan tanggung jawab. 

1. Direktur PKN 
2. Kasubdit 
3. Kepala Seksi Atasan Langsung 

Pelaksana 
4. Bagian KI 

5 Jumlah pelaksana Minimal : 1 (satu) orang Seksi P PB 
6 J aminan pelayanan Proses Penyusunan La po ran 

Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian 
Anggaran Tingkat Nasional dilakukan 
berdasarkan SOP dan norma waktu 
yang telah ditetapkan 

J aminan k eamanan dan 1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
keselamatan pelayanan terproteksi; 

[__J_----~------~jJ 
7 
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No. Komponen Uraian 
2. Sentralisasi database 

perbendaharaan melalui Fi nancial 
Management Information Systems 
(FMIS) dengan sistem backup d an 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

3. Dokumentasi arsip secara 
elektronik, yang terkontrol 
berdasar kan 
penanggungjawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan. 

alur 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hirarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

2. Masing-masing pegawai, dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap 
Konrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 
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b. Direktorat Sistem Manajemen Investasi 
Standar Pelayanan pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi meliputi 14 
ernpat belas) ienis pelayanan, yaitu: 
No. Jenis Pelayanan 

1 Infromasi Publik 

2 Revisi DIPA BA BUN 

3 P enyusunan Rancangan Peraturan Hukum 

4 Penyusunan Perjanjian Hukum 

5 Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjaman k epada Pemerintah Daerah 

6 Percepatan Pelunasan Pinjaman (Prepayment) Pemerintah Daerah 

7 Penilaian Kelayakan Pemberian Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah 
Daerah 

8 Pemrosesan Pinjaman Pemerintah kepada PDAM yang Bersumber dari 
Penjaminan Pemerintah 

9 Penetapan Persetujuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (Restukturisasi) 

10 Prosedur Pengalihan Piutang Badan U saha Milik Daerah kepada 
Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara 

11 Persetujuan Permohonan Debt Swap Kedua dari Pemerintah Daerah 

12 Pemberian Usulan/Rekomendasi P enghapusan Piutang Negara kepada 
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah Secara Bersyarat 

13 Pemberian Usulan/Rekomendasi Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah secara Mutlak 

14 Pelaksanaan Proses Pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil 
Akibat Tunggakan Pembayaran Pemerintah Daerah 

a. Layanan Informasi Publik 
3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari pihak 
meliputi: 
1. Surat Permohonan 

eksternal yang 

2. Surat/Nota persetujuan dari PPID 
eselon I 

1. Direktur SMI menerima nota/ surat 
permohonan informasi publik 
beserta lampiran persetujuan dari 
PPID Eselon I; 

2. Direktur SMI mendisposisi 
nota/ surat permohonan kepada 
Kasu bdi t Penganggaran, 
Pengelolaan Kinerja dan Risiko 
Investasi; 

3. Kasubdit PPKRI mendisposisi 
kepada kasi Data Informasi dan 
Pelaporan untuk segera 
ditindaklanjuti; 

4. Kasi DIP m endisposisi kepada 
pelaksana seksi DIP untuk segera 
di tindaklanj u ti '---'------------~--~-----i4 

2 Sistem, mekanisme dan 
prosedur 
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No. Komponen Uraian 
5. Pelaksana seksi DIP menganalisa 

jenis informasi publik yang diminta; 
6. Pelaksana seksi DIP membuat 

nota/ surat persetujuan yang 
dilampiri dengan informasi publik 
yang dimintakan a tau nota/ surat 
penolakan terhadap p ermohonan 
apabila informasi publik yang 
diminta a dalah informasi yang 
dikecualikan. 

7. Kasi DIP, kasubdit PPKRI, dan 
Direktur SMI secara berjenjang 
memberikan approval terhadap 
nota/ surat persetujuan/ penolakan 
permintaan layanan informasi 
publik dan mengirimkannya kepada 
pemohon. 

3 J angka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja 
4 Biaya/tarif Rp0,- 
5 Produk pelayanan Informasi P ublik 
6 Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan 
Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
5. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

6. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

7. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

8. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: / /pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

4) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 ct· . t 1 . . r f oe ayanan 1 m erna orgamsasi me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. UU Keterbukaan Informasi Publik 

2. PMK mengenai PPID Kemenkeu 
3. PMK Nomor 164 /PMK.0 1 /2021 

tentang P edoman Tata Naskah 
Dinas di Lingkungan Kementerian 
Keuangan. 

4. PMK 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kernen terian Keuangan. 
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No. Uraian 
2 

Komponen 
Sarana dan prasarana, 
dan/ a tau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi co mputer (Nadine) 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur (II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait 

dengan layanan informasi publik; 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 

kecermatan, dan tanzzunz iawab. 
4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen 

Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang P IC Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi 

6 J aminan p elayanan Proses pengajuan Layanan Informasi 
Publik dilakuka berdasarkan SOP dan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara 
elektronik yang terkontrol 
berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan 
Informasi 

3. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

4. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang kerja; 

5. Desain bangunan telah dibuat 
mimm risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 E valuasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksanaan 
hingga Direktur SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

b. Layanan Revisi DIPA BA BUN 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian I</ 

pelayanan meliputi: 7 
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No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan Pengajuan d ari pihak eksternal yang 

meliputi: 
1. Surat Permohonan usulan revisi 

DIPA; dan 
2. Dokumen pendukung usulan revisi 

DIPA 
2 Sistem, mekanisme dan 

prosedur 
1. Direktur SMI menerima nota/ surat 

permohonan usulan revisi DIPA BA 
BUN yang dilengkapi dokumen 
pendukung usulan revisi DIPA BA 
BUN dari pihak eksternal; 

2. Direktur SMI mendisposisi 
nota/ surat permohonan kepada 
Kasubdit Penganggaran, 
Pengelolaan Kinerja dan Risiko 
Investasi; 

3. Kasubdit PPKRI mendisposisi 
kepada Kasi P enganggaran Investasi 
untuk segera ditindaklanjuti; 

4. Kasi Penganggaran Investasi 
mendisposisi kepada pelaksana 
seksi Penganggaran Investasi untuk 
segera ditindaklanjuti 

5. Pelaksana seksi Penganggaran 
Investasi menelaah dokumen usulan 
revisi DIPA, mengumpulkan b ahan 
dan data untuk k emudian 
memproses usulan revisi DIPA 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

6. Kasi Penganggaran Investasi, 
kasubdit PPKRI, dan Direktur SMI 
(selaku KPA BA BUN) secara 
berjenjang menelaah dan 
memberikan approval atas dokumen 
usulan revisi DIPA BA BUN, untuk 
kemudian disampaikan k epada 
Pemimpin PPA atau Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan untuk diproses 
lebih Ianiut. 

3 .Janzka waktu pelayanan 40 (empat puluh) hari kerja sesuai SOP 
4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan DIPA Revisi 
6 Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan 
Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 d an email: 
kemenkeu. prime(lv,kemenkeu.go.id :'.)6 
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No. Komponen Uraian 
4. Kotak saran/kotak pengaduan, 

SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandj2b. 
kemenkeu. go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.I, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. UU mengenai APBN 
2. PMK mengenai Tata Cara Revisi 

Anggaran 
3. PMK Nomor 164/PMK.01/2021 

tentang P edoman Tata Naskah 
Dinas di Lingkungan Kementerian 
Keuangan 

4. PMK 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer (Nadine dan 

SAKTI) 
3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan 

Pengatur (II/ c); 
2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait 

dengan APBN; 
4. Memahami peraturan 

dengan revisi anggaran; 
5. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer (terutama Nadine dan 
SAKTI); 

6. Memiliki ketentuan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

minimal 

terkait 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen 
Investasi; 

2. Kepala Seksi atasan langsung 
pelaksana; 

3. Unit Kepatuhan Internal. 
5 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang PIC Direktorat Sistem 

Manajemen Investasi 
6 J aminan pelayanan Proses revisi DIPA BA BUN dilakukan 

berdasarkan SOP dan norma waktu 
yang telah ditetapkan. 

l 
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No. Komponen Uraian 
7 Jaminan k eamanan dan 

keselamatan pelayanan 
1. Dokumentasi arsip secara elektronik 

yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan 
Inforrnasi 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang kerja; 

4. Desain bangunan telah dibuat 
mimm risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksanaan 
hingga Direktur SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

c. Layanan Penyusunan Rancangan Peraturan Hukum 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Permohonan dari Subdirektorat Teknis 
yang meliputi: 
1. Nota dinas permohonan penyusunan 

peraturan h ukum; 
2. Dokumen Pelengkap lainnya. 

2 Sis tern, mekanisme 
dan prosedur 

1. Kasubdit Hukum m enerima nota dinas 
dari Kasubdit Teknis hal permohonan 
penyusunan rancangan peraturan 
hukum; 

2. Kasubdit Hukum m endisposisi nota 
dinas kepada Kasi Peraturan I/II 
untuk segera ditindak lanjuti; 

3. Kasi Peraturan I /II mendisposisi dan 
memberikan arahan k epada pelaksana 
seksi Pe raturan I/II untuk segera 
ditindaklanjuti; 

4. Pelaksana Seksi Peraturan I/ II 
menenma disposisi dan penugasan 
dari Kasi Peratruan I/II; 

5. Pelaksana Seksi Peraturan I/ II 
mengumpulkan materi dan 
mempelajari peraturan hukum terkait 
permohonan tersebut; 

6. Pelaksana Seksi Peraturan I/II 
menyusun matriks rancangan 
peraturan h ukum beserta dokumen- f 
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dokumen lain yang diperlukan dan 
menyampaikannya kepada Kasi 
Peraturan I/II; 

7. Kasi Peraturan I/II meneliti matrik 
rancangan peraturan h ukum dan 
melakukan pembahasan bersama 
dengan perwakilan dari Subdit Teknis 
dan p ihak terkait lainnya; 

8. Kasi Peraturan I/II menugaskan 
pelaksana seksi Pe raturan I/II 
menyusun draft awal rancangan 
peraturan h ukum; 

9. Pelaksana Seksi Pe raturan I/II 
menyusun nota dinas dan d raft awal 
rancangan peraturan h ukum d an 
menyampaikannya kepada Kasi 
Peratruan I/II; 

10. Kasi Peraturan I/ II dan Pelaksana 
Seksi Peraturan I / II bersama dengan 
perwakilan S ubdit Teknis s erta pihak 
terkait lainnya melakukan 
pembahasan bersama terkait draft 
awal rancangan peraturan h ukum; 

11. Kasi Peraturan I/II memberikan paraf 
pada nota dinas dan drat rancangan 
peraturan yang telah disetujui para 
pihak terkait dalam pembahasan 
sebelumnya dan menyampaikannya 
kepada Kasubdit Hukum; 

12. Kasubdit Hukum m emberikan paraf 
pada nota dinas dan draft rancangan 
peraturan h ukum dan 
menyampaikannya kepada Direktur 
SMI untuk selanjutnya diproses sesuai 
peraturan yang berlaku. 

3 Jangka 
pelayanan 

waktu 60 (enam puluh) hari kalender 
Sesuai dengan target waktu penyelesaian 
(Triwulan / Semesteran) yang telah 
ditetapkan dalam progsun peraturan 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Peraturan Perundang-undangan yang 

telah diundangkan oleh Kementerian 
Hukum dan HAM 

6 Penanganan 
pengaduan, saran, dan 
masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: / /wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: 
kemenkeu. prime(a),kemenkeu. go. id 



-116- 

No. Komponen Uraian 
4. Kotak saran/kotak p engaduan, SMS, 

portal pengaduan SIPANDU 
htt:gs: L (gengaduandjQb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt:gs: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di Kantor 
Pusat DJPb di alamat Gedung P rijadi 
Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Republik 
Nomor 17 Tahun 2003 

Indonesia 
Tentang 

Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara; 
3. PMK 123/PMK.01/2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan 
Menteri Keuangan, Keputusan Menteri 
Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit 
Organisasi Eselon I, Dan Keputusan 
Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di 
Lingkungan Kementerian Keuangan; 

4. PMK 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan; 

5. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER- 
22/PB/2016 tentang Tata Cara 
Pengajuan Rancangan Peraturan 
Pemerintah, Rancangan Peraturan 
Presiden, Rancangan Peraturan Menteri 
Keuangan, Rancangan Keputusan 
Menteri Keuangan, dan Peraturan, 
Keputusan dan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana 
telah diubah dengan PER-46/PB/2016. 

2 Sarana dan prasarana, 
clan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi computer (Nadine) 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Persetujuan Permohonan Penerusan 
Pinjaman k epada BUMN, Pemerintah 
Daerah, BUMD, Kredit Program dan 
Investasi lainnya; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 
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5. Merniliki ketentuan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanggung iawab, 
4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi; 

2. Kepala Subdirektorat Hukum; 
3. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
4. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana Minimal 2 (dua) orang Pelaksana: 
- 1 (satu) orang untuk memproses 

tanggapan/penyusunan Rancangan 
Peraturan Pemerintah, Rancangan 
Peraturan Presiden & Peraturan 
Menteri, serta pemrosesan Nota Dinas; 

- 1 ( satu) orang untuk memproses 
tanggapan/penyusunan Rancangan 
Keputusan Menteri, Peraturan Dirjen, 
Keputusan Dirjen, Surat Edaran Dirjen, 
serta pemrosesan Nota Dinas. 

6 Jaminan pelayanan 1. P roses penyusunan rancangan 
peraturan h ukum dilakukan 
berdasarkan SOP dan n orma waktu 
yang telah ditetapkan; 

2. Proses pengundangan peraturan 
perundang-undangan diselesaikan 
sesuai target waktu penyelesaian. 

7 Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan 
Informasi; 

3. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

4. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang kerja; 

5. Desain bangunan telah dibuat minim 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan h ingga Direktur 
SMI; 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP); 

3. Terdapat pertemuan rutin membahas 
Pending Matters p ekerjaan, termasuk 
penyelesaian penyusunan rancangan 
peraturan perundang-undangan. r 
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d. Layanan Penyusunan Perjanjian Hukum 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 

pelayanan meliputi: 
dengan proses penyampaian 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan Permohonan dari Subdirektorat Teknis yang 

meliputi: 
1. Nata dinas permohonan penyusunan 

Perjanjian Hukum; 
2. Dokumen Pelengkap lainnya. 

2 Sis tern, mekanisme 
dan prosedur 

1. Kasubdit Hukum menerima nota dinas 
dari Kasubdit Teknis hal permohonan 
penyusunan perjanjian h ukum; 

2. Kasubdit Hukum m endisposisi nota 
din as kepada Kasi Perj an j ian dan 
Kepatuhan I/II untuk segera ditindak 
lanjuti; 

3. Kasi Perjanjian dan Kepatuhan 1/11 
mendisposisi dan memberikan arahan 
kepada pelaksana seksi Perjanjian dan 
Kepatuhan 1/11 untuk segera 
ditindaklanjuti; 

4. Pelaksana Seksi Perjanjian dan 
Kepatuhan I/II mengumpulkan materi 
untuk menyusun perjanjian h ukum; 

5. Pelaksana Seksi Perjanjian dan 
Kepatuhan 1/11 menyusun surat 
pengantar dan draft awal perjanjian 
hukum kemudian melakukan 
pembahasan dengan perwakilan Subdit 
Teknis dan pihak terkait lainnya; 

6. Kasi Perjanjian dan Kepatuhan 1/11 
memberikan paraf pada surat pengantar 
dan draft perjanjian h ukum yang telah 
disetujui dalam pe mbahasan sebelumnya 
kemudian menyampaikan n ota dinas dan 
draft perjanjian hukum kepada Kasubdit 
Hukum; 

7. Kasubdit Hukum m emberikan parafpada 
surat pengantar dan draft perjanjian 
hukum kemudian menyampaikan 
kepada Direktur SMI; 

8. Direktur SMI menandatangani surat 
pengantar dan memberikan paraf pada 
draft perjanjian h ukum; 

9. Pelaksana Seksi Perjanjian dan 
Kepatuhan I/ II mengirimkan surat 
pengantar dan draft perjanjian h ukum 
kepada pihak yang terkait dengan 
perjanjian untuk ditandatangani dan 
dikirimkan kembali kepada Direktorat 
SMI. 

3 Jangka 
pelayanan 

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Perjanjian Hukum 
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6 Penanganan 

pengaduan, saran, dan 
masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak p engaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau tatap 
muka secara langsung di Kantor Pusat 
DJPb d i alamat Gedung Prijadi 
Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan Lapangan 
Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 
pelavanan di internal orgamsasi meliputi: 

dengan proses pengelolaan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ a tau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
4. Kursi; 
5. Komputer; 
6. Printer; 
7. Scanner; 
8. Aplikasi computer (Nadine) 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c); 
2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Persetujuan Permohonan Penerusan 
Pinjaman/Perjanjian Pinjaman kepada 
BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, Kredit 
Program dan Investasi lainnya; 

4. Mampu mengoperasikan 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung iawab, 

aplikasi 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi; 
2. Kepala Subdirektorat Hukum; 
3. Kepala Seksi atasan langsung pelaksana; 
4. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana Minimal 2 ( dua) orang Pelaksana: 
- 1 (satu) orang untuk memproses 

Penyusunan Perjanjian Penerusan 
Pinjaman /Perjanjian Pinjaman kepada 
BUMN, Pemerintah Daerah BUMD dan 
Investasi lainnya; 
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- 1 (satu) orang untuk memproses 

penyusunan Perjanjian Pinjaman yang 
berhubungan dengan Kredit Program. 

6 Jaminan pelayanan Proses penyusunan rancangan peraturan 
hukum dilakukan berdasarkan SOP dan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 Jaminan 
dan 
pelayanan 

keamanan 
keselamatan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik yang 
terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi; 
3. Terdapat petugas keamanan yang berjaga 

selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 

memadai di ruang kerja; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim risiko 

dan jalur evakuasi telah disediakan. 
8 Evaluasi 

pelaksana 
kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 

secara hierarkis saat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksanaan hingga 
Direktur SMI; 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan 
Nilai K inerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/ penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP); 

3. Terdapat pertemuan rutin membahas 
Pending Matters pekerjaan, termasuk 
penyelesaian penyusunan rancangan 
peraturan perundang-undangan. 

e. Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjaman k epada Pemerintah Daerah 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari pihak eksternal yang meliputi: 
Surat permintaan penerusan pmjaman 
beserta lampiran dari Pemda 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

1. Direktur SMI menenma permohonan 
penerusan pmjaman dari Pemerintah 
Daerah yang disampaikan kepada Menteri 
Keuangan melalui Direktur Jenderal 
Perbendaharaan; 

2. Direktur SMI menugaskan, memberikan 
arahan kepada Kasubdit untuk meneliti, 
memverifikasi dan memberikan penilaian 
atas permohonan penerusan pinjaman 
dari Pemerintah Daerah; 

3. Kasubdit IPB mendisposisi kepada Kasi 
API untuk menyusun penilaian kelayakan 
sesuai dengan SOP Penilaian Kelayakan 
Pemberian Penerusan Pinjaman kepada 
Pemda; 
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4. Kasi API mendisposisi kepada pelaksana 

seksi API untuk segera ditindaklanjuti 
5. Pelaksana seksi API menyusun konsep 

penilaian Kasubdit atas k elayakan 
pemberian penerusan pinjaman; 

6. Kasi API, Kasubdit IPB, dan Direktur SMI 
secara berjenjang memberikan approval 
terhadap konsep penilaian Kasubdit atas 
kelayakan pemberian penerusan 
pinjaman. 

7. Direktur SMI menugaskan Kasubdit untuk 
menyusun k onsep surat Menteri 
Keuangan ten tang persetujuan/ penolakan 
permohonan penerusan pinjaman 

8. Kasubdit IPB menugaskan kepada Kasi 
API untuk menyusun konsep surat 
Menteri Keuangan tentang penolakan 
permohonan / persetujuan penerusan 
pinjaman 

9. Kasi API menugaskan pelaksana untuk 
menyusun konsep surat Menteri 
Keuangan ten tang penolakan 
permohonan / persetujuan penerusan 
pmjaman 

10. Pelaksana seksi API menyusun konsep 
nota dinas, surat Menteri Keuangan 
ten tang persetujuan/ penolakan 
penerusan pinjaman kepada Pemerintah 
Daerah 

11. Kasi API, Kasubdit IPB dan Direktur SMI 
secara berjenjang melakukan approval 
atas menyusun konsep nota dinas, surat 
Menteri K euangan ten tang 
persetujuan/ penolakan penerusan 
pinjaman kepada Pemerintah Daerah 

12. Dirjen Perbendaharaan meneruskan 
konsep surat persetujuan/ penolakan 
kepada Menteri Keuangan 

13. Menteri Keuangan menenma, meneliti, 
mengoreksi dan menandatangani surat 
persetujuan/ penolakan penerusan 
pinjaman k epada Pemerintah Daerah 

14. Pelaksana mendistribusikan berkas ke 
unit teknis terkait dan menatausahakan 
pertinzaal 

3 Jangka 
pelavanan 

waktu 66 (enam puluh enam) hari kerja 

4 Biava/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan 

6 Penanganan 
pengaduan, 
dan masukan 

saran, 

Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjaman 
kepada Pemerintah Daerah 
Pengaduan, saran dan masukan atas layanan 
disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan O nline 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: 

httns: / /wise.kemenkeu.zo.id 
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3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: 

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 
Pusat 10710 Telp: 134 dan email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu. go .id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: (_ (_ 2engaduandjQb. kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb htt2s: L (_hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal orgarusasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang P erbendaharaan Negara 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan 
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh 
Pemerintah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2011 Ten tang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2018 Ten tang P injaman Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2019 Ten tang Investasi Pemerintah 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
108/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara 
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan 
Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada 
Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri K euangan Nomor 
108/PMK.05/2019 

2 Sarana dan Meliputi: 
prasarana, dan/atau 1. Meja; 
fasilitas 2. Kursi; 

3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi co mputer (Nadine) 

3 Kompetensi 1. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c); 
pelaksana 2. Pendidikan formal minimal DIII; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
Persetujuan Permohonan Penerusan 
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi; . J, .,, 
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2. Kepala Seksi atasan langsung pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 1 (dua) orang PIC Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi 

6 Jaminan pelayanan Proses pengajuan Permohonan Penerusan 
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 
dilakukan berdasarkan SOP dan norma waktu 
yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Dokumentasi arsip s ecara elektronik yang 
terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas keamanan yang berjaga 

selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 

memadai di ruang kerj a; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim risiko 

dan jalur evakuasi telah disediakan. 
8 Evaluasi 

pelaksana 
kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 

secara hierarkis saat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh K epala 
Seksi atasan langsung pelaksanaan hi ngga 
Direktur SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester 
dilakukan evaluasi / penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

f. Layanan Percepatan Pelunasan Pinjaman (Prepayment) Pemerintah Daerah 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelavanan meliputi: 
No. Komporien Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari pihak eksternal yang meliputi: 
Surat permohonan pe nyelesaian Piutang 
Negara dari Pemda/BUMD beserta 
kelengkapan dokumen persyaratan 

2 Sistem, mekanisme 1. 
dan prosedur 

Direktur SMI menenma Surat 
Permohonan Percepatan Pelunasan Utang 
dari Pemda clan mendisposisikannya 
kepada Kasubdit IPB; 

2. Kasubdit IPB menugaskan Kasi IPB 
berdasarkan disposisi Direktur SMI terkait 
Permohonan Percepatan Pelunasan Utang 
dari Pemda; 

3. Kasi IPB I/II/III menugaskan pelaksana 
berdasarkan disposisi Kasubdit IPB untuk 
mengumpulkan data dan informasi terkait 
Permohonan Percepatan Pelunasan Utang 
dari Pemda; 

4. Pelaksana mengumpulkan, 
mengkompilasi, mentabulasi, dan 
menyajikan data, informasi, dan 
perrnasalahan; 
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5. Pelaksana melakukan koordinasi dengan 

KPPN KI untuk melakukan rekonsiliasi 
posrsi utang Pe mda sebagai dasar 
persetujuan percepatan pelunasan; 

6. Pelaksana melakukan analisis data, 
inforrnasi, cl an permasalahan terkait 
Permohonan Percepatan Pelunasan Utang 
dari Pemda; 

7. Pelaksana menyusun dan menyampaikan 
hasil pembahasan atas konsep surat hasil 
penelaahan atas permohonan Percepatan 
Pelunasan Utang P emda kepada Kasi IPB; 

8. Kasi IPB meneliti, mengkaji, dan 
berkoordinasi dengan instansi terkait 
untuk melakukan penelaahan atas 
Permohonan Percepatan Pelunasan Utang 
dari Pemda; 

9. Kasi IPB menyusun dan menyampaikan 
konsep surat hasil penelaahan atas 
permohonan Percepatan Pelunasan Utang 
Pemda kepada Kasubdit IPB; 

10. Kasubdit IPB menganalisis, mengkaji, dan 
mengoreksi konsep surat hasil penelaahan 
atas permohonan Percepatan Pelunasan 
Utang Pemda; 

11. Kasubdit IPB membaca, memeriksa, 
memaraf dan menyampaikan konsep surat 
hasil penelaahan atas permohonan 
Percepatan Pelunasan Utang Pemda 
kepada Direktur SMI; 

12. Direktur SMI memeriksa, membaca, dan 
menetapkan surat hasil penelaahan a tas 
permohonan Percepatan Pelunasan Utang 
Pemda; 

13. Pelaksana mendistribusikan surat hasil 
penelaahan atas permohonan Percepatan 
Pelunasan Utang Pemda ke unit teknis 
terkait dan menatausahakan ner tinzzal. 

3 J angka waktu 
pelavanan 

14 (empat belas) hari kerja 

4 Biava/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Percepatan Pelunasan Pinjaman (Prepayment) 

Pemerintah Daerah 
6 Penanganan 

pengaduan, 
dan masukan 

Pengaduan, saran d an masukan atas layanan 
saran, disampaikan melalui kanal berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: 
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 
Pusat 10710 Telp: 134 d an email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
httns: / /nernmduandinb.kemenkeu.tm.id, ')Id 
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HAI DJPb httgs: L Lhai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
oelayanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penghapusan Hutang Negara/Daerah 

3. Peraturan Menteri K euangan Nomor 
108/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara 
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan 
Penerusan Pinjaman Luar Negeri 
Kepada Badan U saha Milik Negara dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. M eja; 

2. Kursi; 
3. Kornputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer (Nadine) 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Percepatan Pelunasan Pinjaman 
(Prepayment) Pemerintah Daerah; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer (terutama Nadine); 

5. Memiliki ketentuan, ketelitian, 
kecermatan, clan tanggung iawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang PIC Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi 

6 J aminan pelayanan Percepatan Pelunasan Pinjaman 
(Prepayment) Pemerintah Daerah 
berdasarkan SOP dan norma waktu yang 
telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang memadai di ruang kerja; 
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4. Desain bangunan telah dibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan h ingga 
Direktur SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian ter hadap Kon trak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

g. Layanan Penilaian Kelayakan Pemberian Penerusan Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari 
meliputi: 
Surat permintaan penerusan pmjaman 
beserta lampiran dari Pemda 

pihak eksternal yang 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Kasubdit IPB menerima permohonan 
penerusan pmjaman berikut 
lampirannya dari Pemerintah Daerah 

2. Kasubdit IPB menugaskan, 
memberikan arahan kepada Kasi API 
untuk Meneliti dan memverifikasi 
permohonan penerusan pinjaman dari 
Pemerintah Daerah dan Menugaskan 
dan memberi arahan kepada Kasi API 
untuk menyusun penilaian k elayakan 
sesuai dengan SOP Penilaian 
Kelayakan Pemberian Penerusan 
Pinjaman kepada Pemda 

3. Kasi API Meneliti dan memverifikasi 
permohonan penerusan pinjaman dan 
kelengkapan dokumen pendukung 
yang disampaikan oleh Pemerintah 
Daerah 

4. Kasi API menugaskan dan memberi 
arahan k epada pelaksana untuk 
menyusun konsep penilaian kelayakan 
penerusan pinjaman k epada Pemda 
dan menyusun konsep undangan 
rapat pembahasan dengan unit teknis 
terkait 

5. Pelaksana seksi API menindaklanjuti 
tugas dan arahan dari K asi API 

6. Kasi API, Kasubdit IPB dan Direktur 
SMI melakukan approval secara 
berjenjang atas konseo penilaian ~ 
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kelayakan dan k onsep undangan rapat 
pembahasan dengan unit teknis 
terkait. 

7. Direktur SMI menugaskan Kasubdit 
untuk menyusun hasil penilaian 
kelayakan penerusan pinjaman ke 
dalam konsep surat Menteri Keuangan 
tentang persetujuan/penolakan 
permohonan penerusan pmjaman 
sesuai SOP Pemrosesan Permohonan 
Pemberian Penerusan Pinjaman 
kepada Pemerintah Daerah 

8. Kasubdit IPB menugaskan k epada 
Kepala Seksi API untuk menyusun 
hasil penilaian kelayakan penerusan 
pmjaman ke dalam konsep surat 
Menteri Keuangan ten tang persetujuan 
permohonan penerusan pinjaman dan 
Berkoordinasi dengan Subdirektorat 
H ukum dalam penyusunan konsep 
persetujuan penerusan pmjaman 
kepada Pemerintah Daerah 

9. Kasi API menugaskan dan memberikan 
arahan k epada pelaksana untuk 
menyusun hasil penilaian kelayakan 
penerusan pinjaman ke dalam k onsep 
surat Menteri K euangan tentang 
persetujuan permohonan penerusan 
pinjaman. 

10. Pelaksana menyusun konsep nota 
dinas, surat Menteri Keuangan tentang 
persetujuan / penolakan p enerusan 
pinjaman kepada Pemerintah Daerah 

3 J angka waktu pelayanan 
Biaya/tarif 

15 (lima be las) hari kerj a 
4 RpO,- 
5 Produk pelayanan Penilaian Kelayakan Pem berian 

Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah 
Daerah 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

4. 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Vtlhistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 
Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI 
httns: / /hai.kemenkeu.go.id, 

DJPb 

ataur 
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tatap muka secara langsung di Kantor 
Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi 
Praptosuhardj o II Lt. I , Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2011 Tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2008 Tentang Tata Cara Pengadaan 
dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri 
oleh Pemerintah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2018 Tentang Pin jaman Daerah 

4. Peraturan Pemerirrtah Nomor 63 Tahun 
2019 Ten tang Investasi Pemerintah 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
108/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara 
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan 
Penerusan Pinjaman Luar Negeri 
Kepada Badan U saha Milik Negara dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019; 

3 Kompetensi pelaksana 

Meliputi: 
1. Meja; 

2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi computer (Nadine) 
1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 

(II/ c); 
2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Perset.ujuan Permohonan Penerusan 
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecerrnatan, dan tanggung iawab. 

4 Pengawasan internal 1. Di:rektur Sistem Manajemen Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 2 (dua] orang PIC Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi 
Proses pengajuan Penilaian Kelayakan 
Pemberian Penerusan Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah berdasarkan SOP da n 
norma waktu yang telah ditetapkan. L_______L .i...__ ~~~---~---~ 

6 J aminan pelayanan 
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7 J aminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan 
1. Dokumentasi arsip secara elektronik 

yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungj awabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berjaga selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pernadam kebakaran yang 

memadai di ruang kerj a; 
5. Desain ba ngunan telah dibuat mmim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pe laksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Keoala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan hingga Direktur 
SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kine rja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

h. Layanan Pemrosesan Pinjaman Pemerintah ke pada PDAM yang Bersumber dari 
Penjaminan Pemerintah 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan 
meliputi: 
1. Surat t agihan dan surat 

pemberitahuan secara tertulis dari 
Bank Pem beri Kredi t yang 
menya.takan PDAM tidak mampu 
memenuhi kewajiban sesuai 
Perjanjian Kredit (gagal bayar) 

2. Hasil Verifikasi pernyataan gagal 
bayar dari DJPPR 

dari pihak eksternal yang 

Direktur SMI menerima surat t agihan 
dan surat pemberitahuan secara 
tertulis dari Bank Pemberi Kredit 
yang menyatakan PDAM tidak 
mampu memeriuhi kewajiban sesuai 
Perjanjian Kredit (gagal bayar) dan 
Hasil Verifikasi pernyataan gagal 
bayar dari DJPPR dan Meneliti 
disposisi dari Dirjen Perbendaharaan 
dan meneruskan dan memberi 
arahan kepada Subdit IPB; 
Kasubdit IPB meneliti disposisi dari 
Direktur SMI, meneruskan dan 
mernberi arahan kepada Kasi API; J rtd L____[ _,____ ____...__ _ ___,__/'_ 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

clan 1. 

2. 
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3. Kasubdit IPB melakukan koordinasi 

dengan Subdit Hukum, Subdit KIHK, 
dan Subdit PPKRI; 

4. Kasi API meneliti disposisi dari 
Kasubdit IPB, meneruskan dan 
mernberi arahan k epada Pelaksana 
Seksi AP~ untuk meneliti clan 
memverlfikasi surat pernyataan clan 
hasil verifikasi dan menyusun konsep 
undangan ra pat pembahasan clalam 
rangka persetujuan / penolakan 
pmjaman Pernerintah Pusat kepacla 
PDAM; 

5. Pelaksana seksi API meninclaklanjuti 
arahan Kasi API clan menyiapkan 
konsep undangan dalam rangka 
persetujuarr/ penolakan pmjaman 
Pemerintah Pusat kepada PDAM; 

6. Kasi API, Kasubdit IPB dan Direktur 
SMI secara berjenjang melakukan 
approval konsep undangan rapat 
pembahasan; 

7. Direktur SMI menugaskan Kasubdit 
untuk menyusun konsep surat 
persetujuan/penolakan Menteri 
Keuangan untuk pemberian 
pinjaman kepada PDAM; 

8. Kasubdit IPB menugaskan kepada 
Kepala Seksi API un tuk menyusun 
konsep surat persetujuan/ penolakan 
Menteri K euangan untuk pemberian 
pinjaman k epada PDAM 

9. Kasi API menugaskan kepada 
Pelaksana Seksi API un tuk menyusun 
konsep surat persetujuan / penolakan 
Menteri Keuangan untuk pemberian 
pinjaman kepada PDAM; 

10. Pelaksana seksi API menyusun dan 
menyampaikan konsep ND clan surat 
persetujuan/penolakan Menteri 
Keuangan untuk pemberian 
pinjaman kepada PDAM; 

11. Kasi API, Kasubdit IPB dan Direktur 
SMI secara berjenjang meneruskan 
konsep surat persetujuan/ penolakan 
Menteri Keuangan untuk pemberian 
pinjaman kepada PDAM;; 

12. Dirjen Perbendaharaan Memeriksa, 
meneliti, clan menandatangani nota 
dinas kepada Menteri Keuangan; clan 
Merneriksa, mengoreksi dan memaraf 
konsep surat persetujuan/ penolakan 
pinjaman Pemerintah Pusat kepada 
PDAM dan meneruskan kepada 
Menteri K euangan; J~ 

L______j L______ __ --'---'------- -'-----/'~ 
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13. Menteri Keuangan Menerima, 

meneliti, mengoreksi dan 
menandatangani surat 
persetujuan/penolakan tentang 
pinjaman Pernerintah Pusat kepada 
PDAM; 

14. Pelaksana seksi API 
mendistribusikan berkas ke unit 
teknis terkait dan mengarsipkan 
pertinggal. 

3 J angka waktu pelayanan 20 (dua puluh) hari kerja 
4 Biaya/ tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Pemrosesan Pinjaman Pemerintah 

kepada PDAM yang Bersumber dari 
Penjaminan Pemerintah 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowinq System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. \N"ahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an 
email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal orgamsasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2019 Ten tang Investasi 
Pemerintah 

3. Peraturan P residen N omor 46 Tahun 
2019 Ten tang P emberian Jaminan dan 
Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat 
dalam Rangka Percepatan Penyediaan 
Air Mirrum 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
229 /PMK.05/2009 tentang T ata Cara 
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan 
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat 
Dalam Rangka Percepatan Penyediaan " 

I 
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2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Air Minum, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 91/PMK.011/2011 

3 Kompetensi pelaksana 

Meliputi: 
1. Meja; 

2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi computer (Nadine) 

4 Pengawasan internal 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Pemberian Jaminan dan Subsidi 
Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam 
Rangka Percepatan Penyediaan Air 
Minum; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecerrnatan, dan tanggung jawab. 

1. Direkrur Sistem Manajemen Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang PIC Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi 

6 J aminan pelayanan Proses pengajuan Pemrosesan Pinjaman 
Pemerintah kepada PDAM yang 
Bersum ber dari Penj aminan Pemerin tah 
berdasarkan SOP dan norma waktu yang 
telah ditetapkan. 

7 J aminan ke amanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berjaga selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang memadai di ruang kerja; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan hi ngga 
Direktur SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak £ 
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Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

1. Layanan Penetapan Persetujuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara 
kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (restukturisasi) 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

oelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari 
meliputi: 
Surat perrnohonan penyelesaian Piutang 
Negara dari Pemda/BUMD beserta 
kelengkapan dokumen persyaratan 

pihak eksternal yang 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Direktur SMI Menerima Surat 
Perrnohonan Penyelesaian Piutang 
Negara (Restrukturisasi U tang) dari 
Pemerintah Daerah/Badan Usaha 
Milik Daerah dan mendisposisikannya 
kepada Kasubdit IPB 

2. Kasubdit IPB menugaskan Kasi IPB 
berdasarkan disposisi Direktur SMI 
terkait Permohonan Penyelesaian 
Piutang Negara dari Pemerintah 
Daerah/BUMD 

3. Kasi IPB menugaskan p elaksana 
berdasarkan disposisi Kasubdit IPB 
untuk mengumpulkan data dan 
informasi, melakukan koordinasi 
dengan KPPN KI untuk membuat 
perhitungan cut-off date, melakukan 
analisis data, informasi, dan 
permasalahan, Menyusun dan 
menyampaikan Nota Dinas dan 
konsep surat rekomendasi 
Penyelesaian Piutang Negara 
Pemda/BUMD kepada Kasi IPB 

4. Pelaksana Subdit IPB menindaklanjuti 
arahan K asi IPB dan Menyusun dan 
menyampaikan konsep Nota Dinas 
dan surat rekomendasi penyelesaian 
Piutang Negara Pemda/BUMD kepada 
Kasi IPB 

5. Kasi IPB, Kasubdit IPB dan Direktur 
SMI secara berjenjang meneruskan 
konsep Nota Dinas dan surat 
rekornendasi penyelesaian Piutang 
Negara Pemda/BUMD 

6. Dirjen Perbendaharaan meneliti dan 
meneruskan surat rekomendasi atas 
Penyelesaian Piutang Negara 
Pemda/BUMD dan menyampaikan 
kepada Menteri Keuangan 

7. Menteri Keuangan memeriksa, 
menetapkan, dan menandatangani 
surat Penyelesaian Piutang Negara 
atas permohonan Pemda/BUMD 't/1 
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3 J anzka waktu pelavanan 

apabila jumlah P iutang Negara tidak 
lebih dari 10 miliar rupiah 

8. Menteri K euangan memeriksa, 
memaraf, dan menyampaikan k onsep 
surat Penyelesaian Piutang Negara 
kepada Presiden atas permohonan 
Pemda/BUMD apabila jumlah Piutang 
Negara lebih dari 10 miliar rupiah 

4 Biaya/tarif 
14 (empat belas) hari kerja 
RpO,- 

5 Produk pelayanan 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Penetapan Persetujuan Permohonan 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik 
Daerah (restukturisasi) 
Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. llvhistleblowinq System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. \~ahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an 
email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelavanan di internal organisasi meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang P erbendaharaan Negara 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Hutang Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
35 Tahun 201 7 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
31/PMK.05/2016 tentang 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber dari Penerusan P injaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening P embangunan Daerah 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum 
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2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

4. Peraturan Menteri K euangan Nomor 
l 76/PMK.05/2016 Tata Cara 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening Pemb angunan Daerah 
Pada Pemerin tah Daer a h se bagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 
104/PMK.05/2019 

3 Kompetensi pelaksana 

Meliputi: 
1. Meja; 

2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi computer (Nadine) 

4 Pengawasan internal 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Tata Cara Penyelesaian Piutang 
Negara; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

5 Jumlah pelaksana 

1. Direktur Sistem Manajemen Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 
2 (dua) orang PIC Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi 

6 Jaminan pelayanan 

7 Jaminan k eamanan dan 
keselamatan pelayanan 

Persetujuan Permohonan Penyelesaian 
Piutang Negara kepada Pemerintah 
Daerah/Badan Usaha Milik Daerah 
(restukturisasi) berdasarkan SOP da n 
norma waktu yang telah ditetapkan. 
1. Dokumentasi arsip secara elektronik 

yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berjaga selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang memadai di ruang kerja; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan h ingga 
Direktur SMI. 
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2. Masing-masing pegawai dilakukan 

penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 

(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi / penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

J. Prosedur Pengalihan Piutang Badan Usaha Milik Daerah k epada Pemerintah 
Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara 

1) Komponen Standar Pelayanan y ang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari pihak eksternal yang 
meliputi: 
Surat permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari BUMD kepada 
Pemda 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Direktur Sistem Manajemen 
Investasi Menerima surat 
permohonan amandemen dan 
pengalihan u tang dari Badan U saha 
Milik Daerah kepada Pemerintah 
Daerah dan mendisposisikannya 

kepada Kasu bdi t IPB. 
2. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD 

Menugaskan Kasi IPB berdasarkan 
disposisi Direktur SMI terkait 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan U saha 
Milik Daerah kepada Pemerintah 

Daerah 
3. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD 

I, II, III men ugaskan pelaksana 
untuk mengumpulkan data dan 
informasi terkait permohonan 
amandemen dan pengalihan utang 
dari Badan U saha Milik Daerah 
kepada Pemerintah Daerah. 

4. Pelaksana Seksi Investasi 
Pemda/BUMD I, II, III menyusun dan 
menyampaikan konsep Nota Dinas 

rekomendasi permohonan 

amandemen dan pengalihan utang 
dari Badan U saha Milik Daerah 
kepada Pemerintah Daerah kepada 

Kasi IPB. 
5. Kepala Seksi Investasi P emda/BUMD 

I, II, III menyampaikan Konsep Nota 

Dinas rekomendasi 
permohonan amandemen 

atas 
dan 

J 
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pengalihan utang dari Badan Usaha 

Milik Daerah k epada Pemerintah 
Daerah kepada Kasubdit IPB. 

6. Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah / BUMD menganalisis, 
mengkaji, mengoreksi, 

menandatangani dan 
menyampaikan Nota Dinas 
rekomendasi atas permohonan 
amandemen dan pengalihan utang 
dari Badan U saha Milik Daerah 
kepada Pemerintah Daerah kepada 

Direktur SMI. 
7. Direktur Sistem Manjemen Investasi 

menenma, memeriksa, mempelajari 
Nota Dinas rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan Usaha 
Milik Daerah kepada Pemerintah 

Daerah dari Kasubdit IPB; 
8. Direktur Sistem Manjemen Investasi 

Mengadakan rapat bersama pihak 
terkait untuk membahas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan Usaha 
Milik Daerah kepada Pemerintah 

Daerah; 
9. Direktur Sistem Manjemen Investasi 

menugaskan dan mengarahkan 
Kasubdit IPB untuk menyusun 
kembali rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan U saha 
Milik Daerah k epada Pemerintah 
Daerah berdasarkan h asil 
pembahasan. 

10. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD 
menugaskan Kasi IPB berdasarkan 
arahan Direktur SMI untuk 
menyusun k embali Nota Dinas dan 
Surat rekomendasi atas permohonan 
amandemen dan pengalihan utang 
dari Badan Usaha Milik Daerah 
kepada Pemerintah Daerah 
berdasarkan hasil pembahasan. 

11. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD 
I, II, III menugaskan pelaksana 
berdasarkan arahan Kasubdit IPB 
untuk menyusun kembali Nota Dinas ~ 
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dan Surat rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan Usaha 
Milik Daerah k epada Pemerintah 
Dae rah berdasarkan hasil 

pembahasan. 
12. Pelaksana Seksi Investasi 

Pemda/BUMD I, II, III M enyusun 
kembali konsep Nota Dinas dan 
Surat Menteri rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan Usaha 
Milik Daerah kepada Pemerintah 
Daerah berdasarkan h asil 
pembahasan dan menyampaikan 

kepada Kasi IPB I / II/ III. 
13. Kepala Seksi Investasi P emda/BUMD 

I, II, III menenma, meneliti, 
mengkoreksi, memaraf konsep Nota 
Dinas dan Surat rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan U saha 
Milik Daerah k epada Pemerintah 
Daerah berdasarkan hasil 
pembahasan dan menyampaikan 

kepada Kasubdit IPB. 
14. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD 

menenma, meneliti, mengkoreksi, 
memaraf konsep N ota Dinas dan 
Surat rekomendasi atas permohonan 
amandemen dan pengalihan utang 
dari Badan U saha Milik Daerah 
kepada Pemerintah Daerah 
berdasarkan hasil pembahasan dan 
menyampaikan kepada Direktur 

SMI. 

15. Direktur Sistem Manajemen 

Investasi menenma, meneliti, 
mengkoreksi, memaraf konsep Nota 
Dinas dan Surat rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan U saha 
Milik Daerah kepada Pemerintah 
Daerah berdasarkan hasil 
pembahasan dan menyampaikan 
kepada Direktur J enderal 

Perbendaharaan. 
16. Direktur Jenderal Perbendaharaan 

menenma, meneliti, mengkoreksi, 
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menetapkan Nota Dinas dan 

memaraf Surat rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan Usaha 
Milik Daerah k epada Pemerintah 
Daerah berdasarkan h asil 

pembahasan dan menyampaikan 
kepada Menteri Keuangan. 

17. Menteri Keuangan menenma, 
meneliti, mengkoreksi, dan 
menetapkan Surat rekomendasi atas 
permohonan amandemen dan 
pengalihan utang dari Badan Usaha 
Milik Daerah k epada Pemerintah 

Daerah. 

3 Jangka waktu pelayanan 30 (tiga puluh) hari keria 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan Surat persetujuan Menteri Keuangan 
atas pengalihan utang dari BUMD kepada 
Pemda dalam rangka penyelesaian 
Piutang Negara 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
p 1 d' . t 1 . . l' t' e ayanan 11n erna orgarusasi me ipu 1: 

No. Kornnonen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Hutang Negara/Daerah 
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sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
35 Tahun 2017; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 31 /PMK.05/2016 ten tang 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 

Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening Pembangunan Daerah 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

4. Peraturan Menteri K euangan Nomor 
176/PMK.05/2016 Tata Cara 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, R ekening Dana Investasi, 
Dan Rekening Pe mbangunan Daerah 
Pada Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

104/PMK.05/2019. 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi c omputer (Nadine) 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Tata Cara Penyelesaian Piutang 
Negara; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang PIC Direktorat Sistem 
Manaiernen Investasi 

6 Jaminan pelayanan Persetujuan Pengalihan Piutang Badan 
Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka Penyelesaian 
Piutang Negara berdasarkan SOP da n 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsrp secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petuaas Keamanan Informasi 
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No. Kornponen Uraian 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berj aga selama jam lay an an; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang mernadai di ruang kerja; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan p ekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan hingga Direktur 
SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

k. Persetujuan Permohonan Debt Swap Kedua dari Pemerintah Daerah 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyarnpaian 

pelavanan meliputi: 
No. Komnonen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari 
meliputi: 
Surat permohonan pelaksanaan Debt 
Swap Kedua dari Pemerintah Daerah 

pihak eksternal yang 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi 
menenma surat permohonan 
pelaksanaan Debt Swap kedua dari 
Pemerintah Daerah clan 
mendisposisikannya kepada Kasubdit 
IPB; 

2. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD 
menerima disposisi dari Direktur 
SMI, menelaah clan Menugaskan 
Kasi IPB III untuk menyusun analisa 
awal atas permohonan Debt Swap 

Kedua dari Pernda; 
3. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD 

III menerima disposisi dari Kasubdit 
IPB, menelaah dan Menugaskan 
Pelaksana Seksi IPB III untuk 
menyusun Nota Dinas analisa awal 
atas permohonan Debt Swap Kedua 

dari Pemda; 
4. Pelaksana Seksi 

Pemda/BUMD III menyusun 

Investasi 
konsep 

N ota Dinas analisa 
permohonan pelaksanaan 

awal 

Debt;' 
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No. Komponen Uraian 
Swap Kedua kepada Pemda dan 
menyampaikan kepada Kasi IPB III; 

5. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD 
III meneliti, mengkaji, mengkoreksi, 
memaraf konsep Nota Dinas analisa 
awal permohonan pelaksanaan Debt 
Swap Kedua kepada Pemda dan 
menyampaikan k epada Kasubdit IPB; 

6. Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah/BUMD meneliti, mengkaji, 
mengkoreksi, menetapkan konsep 
Nota Dinas analisa awal permohonan 
pelaksanaan Debt Swap Kedua 
kepada Pemda dan menyampaikan 
kepada Direktur SMI; 

7. Direktur Sistem Manajemen Investasi 
menenma Nota Dinas analisa awal 
permohonan pelaksanaan Debt Swap 
Kedua kepada Pemda; 

8. Direktur Sistem Manajemen Investasi 
Melaksanakan pem bahasan bersama 
instansi terkait; 

9. Direktur Sistem Manajemen Investasi 
menugaskan Kasu bdit IPB untuk 

menyusun kembali Nota Dinas dan 
Surat t anggapan atas permohonan 
pelaksanaan Debt Swap Kedua dari 

Pemda berdasarkan hasil 
pembahasan; 

10. Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah/BUMD menugaskan Kasi IPB 
III untuk menyusun kembali Nota 
Dinas dan Surat t anggapan atas 
permohonan pelaksanaan Debt Swap 
Kedua dari Pemda berdasarkan hasil 
pembahasan; 

11. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD 
III menugaskan Pelaksana IPB III 
untuk menyusun kernbali Nota Dinas 
dan Surat t anggapan atas 
permohonan pelaksanaan Debt Swap 
Kedua dari Pemda berdasarkan hasil 
pembahasan; 

12. Pelaksana Seksi Investasi 

Pemda/BUMD III menyusun Konsep 
Nota Dinas dan Surat t anggapan 
atas permohonan p elaksanaan Debt 
Swap Kedua dari Pemda berdasarkan 

hasil pem bahasan; " 
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No. Komponen Urman. 
13. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD 

III meneliti, mengkaji, mengkoreksi, 
memaraf Konsep Nota Dinas dan 
Surat tanggapan atas permohonan 
pelaksanaan Debt Swap Kedua dari 
Pemda berdasarkan hasil 
pembahasan dan menyampaikan 
kepada Kasubdit IPB; 

14. Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah/BUMD meneliti, mengkaji, 
mengkoreksi, memaraf Konsep 
Nota Dinas dan Surat tanggapan 
atas permohonan pelaksanaan 
Debt Swap Kedua dari Pemda 
berdasarkan hasil pembahasan clan 
menyarnpaikan kepada Direktur SMI; 

15. Direktur Sistem Manjemen Investasi 
meneliti, rnengkaji, mengkoreksi, 
rnenetapkan Nota Dinas dan 
mernaraf Surat t anggapan atas 
permohonan pelaksanaan Debt 
Swap Kedua dari Pemda 
berdasarkan hasil 
dan menyampaikan 
Dirjen Perbendaharaan; 

16. Direktur .Jenderal Perbendaharaan 

pembahasan 
kepada 

meneliti, mengkaji, mengkoreksi, 
menetapkan Surat t anggapan atas 
permohonan pelaksanaan Debt Swap 
Kedua dari Pemda berdasarkan hasil 
pembahasan. 

3 J angka waktu pelayanan 30 (tiga puluh) hari kerja 
4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Surat persetujuan pelaksanaan Debt 

Swap kedua kepada Pemerintah Daerah 
6 Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan 
Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Tfilhistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 clan 
email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal perigaduan SIPANDU 
httos:/ /rienaaduandipb. 
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No. Komponen Uraian 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt:gs: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap m uka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 
pelayanan di internal orgamsasi meliputi: 

dengan proses pengelolaan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Hutang Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 
35 Tahun 2017; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 31 /PMK.05/2016 ten tang 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening Pembangunan Daerah 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.05/2016 Tata Cara 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening Pembangunan D aerah 
Pada Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nornor 

104/PMK.05/2019. 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi computer (Nadine) 
1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 

(II/ c); 
2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Mernahami peraturan terkait dengan 

Tata Cara Penyelesaian Piutang 
Negara; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecerrnatan, dan tanggung jawab. .JA 

l_____J__ ~------'---"""--~-~, 

3 Kompetensi pelaksana 
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No. Komponen Uraian 
4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajernen Investasi; 

2. Kepala Seksi atasan langsung 
pelaksana; 

3. Unit Kepatuhan Internal. 
5 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang PIC Direktorat Sistem 

Manajemen Investas: 
6 J aminan pelayanan Surat persetujuan pelaksanaan Debt 

Swap kedua kepada Pemerintah Daerah 
berdasarkan SOP d an norma waktu yang 
telah ditetapkan. 

7 J aminan k eamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsrp secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berjaga selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang mernadai di ruang kerj a; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan h ingga Direktur 
SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

1. Pemberian Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara kepada 
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah Secara Bersyarat 
1) Komponen Standar Pelayanan y ang terkait dengan p roses penyarnpaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari pihak eksternal yang 
meliputi: 
Surat perrnohorian persetujuan 
penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemda/BUMD 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi 
menenma surat persetujuan 
Penyelesaian Piutang Negara pada 
Pemda/BUMD dan mendisposisikan 
kepada Kasubdit IPB; 

t2. Kasubait Investasi Pemda/BUMD 
menenma disposisi dari Direktur 
Sistem Manajernen Investasi c.an 
memberikan arahan dan penugasan 
kepada Kepala Seksi Investasi IA 

l 
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No. Komponen Uraian 
Pemda/BUMD untuk menganalisa dan 

menyusun surat Usulan/Rekomendasi 
Penyelesaian Piutang Negara secara 

Bersyarat kepada Pemda/BUMD; 

3. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD I, 

II, IE menugaskan p elaksana untuk 

mengumpulkan data dan informasi 

dan menyusun konsep surat 
U sulan / Rekornendasi Penyelesaian 
Piutang Negara secara Bersyarat 
kepada Pemda/BUMD terkait 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 

Pemerintah D2.erah/BUMD secara 
Bersyarat; 

14. Pelaksana Seksi Investasi 
Pemda/BUMD I, H , III menyusun dan 
menyampaikan konsep Nota Dinas 
dan Surat u sulan ' rekomendasi 
Penyelesaian Piutang Negara secara 
Bersyarat kepada Kasi IPB; 

5. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD l, 
Ir TTI r . ·• .. , __ menenma, menenti, mcngkaji, 

mengoreksi, dan memaraf konsep Nota 
Dinas dan menyampaikan k onsep 
surat pemberian usulan/rekomendasi 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemda/BUMD secara Bersyarat 
kepada Kasubdit IPB; 

~- Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah/BUMD menenma, 
menganalisis, mengkaji, mengoreksi, 
dan memaraf konsep N ota Dinas 
rekomendasi dan menyampaikan 
konsep surat atas Penyelesaian 
Piutang Negara kepada Pemda/BUMD 
secara Bersyarat kepada Direktur SMI; 

r7. Direktur Sistem Manjemen Investasi 
menenma, menganalisis, mengkaji, 
mengoreksi, dan memaraf konsep Nota 
Din as rekomendasi dan 
menyampaikan k onsep surat atas 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemda/BUMD secara Bersyarat 
kepada Dirjen Perbendaharaan; 

8. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
menenma, menganalisis, mengkaji, 
mengoreksi, dan menetapkan Nota 
Dinas rekomendasi dan mernaraf 
konsep surat atas Penyelesaian 
Piutang Negara kepada Pemda/BUMD r 
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No. Komponen Uraian 
secara Bersyarat dan menyampaikan 
kepada Menteri Keuangan. 

8. Menteri Keuangan menenma 
menganalisis, mengkaji, mengoreksi 
konsep surat persetujuan pemberian 
usulan / rekomendasi Penyelesaian 
Piutang Negara kepada Pemda/ 
BUMD secara Bersyarat dari Dirjen 
Perbendaharaan; 

10. M enteri Keuangan menetapkan clan 
menandatangani surat persetujuan 
pem berian usulan / rekomendasi 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemda/BUMD secara Bersyarat 
apabila jumlah Piutang Negara tidak 
lebih dari 10 miliar rupi ah; 

11. M enteri Keuangan menetapkan dan 
menyampaikan surat kepada 
Presiden ten tang pemberian 
persetujuan usulan/rekomendasi 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemda/BUMD secara Bersyarat 
apabila jumlah Piutang Negara Iebih 

dari 10 miliar rupiah. 

3 J angka waktu pelayanan 30 [tiga puluh) hari kerja setelah surat 
persetujuan Penye!esaian Piutang 
Negara oada Pemda/BUMD diterima, 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Surat persetujuan pemberian 

usulan/ rekomendasi penyelesaian 
Piutang Negara secara bersyarat kepada 
Pemda/BUMD. 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, a tau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Ged:.:mg f 
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No. Komponen Uraian 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt. l, .Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 
pelayanan di internal orgamsasi meliputi: 

dengan proses pengelolaan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang P erbendaharaan Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Hutang Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
35 Tahun 2017; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
31/PMK.05/2016 tentang 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, ReKening Dana Investasi, 
dan Rekening P embangunan Daerah 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

4. Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 
176/PMK.05/2016 Tata Cara 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening P embangunan Daerah 
Pada Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 
Menteri K euangan 
104/PMK.0o/2019. 

Nomor 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ a tau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Kornputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi computer (Nadine) 

3 

4 

Kompetensi pelaksana 

Pengawasan internal 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Mernahami peraturan terkait dengan 

Tata Cara Penyelesaian Piutang 
Negara; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
kornputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecerrnatan, dan tanggung jawab. 

·----------< 

1. Direktur Sistem Manajernen Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 
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No. Komponen 
5 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang PIC Direktorat Sistei 

Manajemen Investasi 
6 J aminan pelayanan Surat persetujuan pemberian usulan/ 

rekornendasi penyelesaian Piutang 
Negara secara bersyarat kepada 
Pemda/BUMD berdasarkan SOP dan 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsrp secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas kearnanan yang 

berjaga selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang memadai di ruang kerja; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan, 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan h ingga Direktur 
SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, 
merighasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Ki . P . (C'KP) ~nerJa ~ egawai ,___ . 

m. Pemberian Usulan/Rekomendasi Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah secara Mu': ak 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait derigan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari 
meliputi: 
Surat persetujuan Penyelesaian 
Piutang Negara secara bersyarat 
kepada Pemda/BUMD beserta 
kelengkapan dokumen 

pihak eksternal yang 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi 
menenma surat persetujuan 
Penyelesaian Piutang Negara pada 
Pemda/BUMD secara bersyarat dan 
mendisposisikan k epada Kasubdit 
IPB; 

2. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD 
menenma disposisi dari Direkl ur 
Sistern Manajemen Investasi dan 
memberikan arahan cl an penugasan 
kepada Kepala Seksi Investasi 
?emda/BUMD untuk mengana 1sa 'fJ 
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No. Komponen 
dan menyusun surat 
U sulan / Rekomendasi Penyelesaian 
Piutang Negara secara Mutlak kepada 
Pemda/BUMD; 

3. Kepala Seksi Investasi P emda/BUMD 
I, II, III menugaskai pelaksana untuk 
mengumpulkan data dan informasi 
dan menyusun konsep surat 
U sulan / Rekomendasi Penyelesaian 
Piutang Negara secara Bersyarat 
kepada Pemda/BUIVI0 terkait 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pernerinrah Daerah z BCMD secara 
Mutlak; 

4. Pelaksana Seksi Investasi 
Pemda/BUMD I, II, III menyusun 
dan rnenyampaikan k onsep Nota 
:Jinas dan Surat usulan/ 
rekomendasi Penyelesaian Piutang 
Negara secara Mutlak kepada Kasi 
IPB; 

5. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUMD 
I, II, III menerima, rneneliti, mengkaji, 
mengoreksi, dan mernaraf konsep 
~ ota Dinas dan menyampaikan 
konsep surat pemberian usulan/ 
rekomeridaei Penyelesaian P iutang 
Negara kepada Femda/BUMD secara 
.Mutlak kepada Kasubdit IPB; 

6. Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah/BUMD menerima, 
menganalisis, mengkaji, mengoreksi, 
dan mernaraf konsep Nora Dinas 
rekomendasi dan menyampaikan 
xcnsep surat atas Penyelesaian 
Piutang Negara kepada 
Pemda/BUl\/.iD secara Mutlak kepada 
Direkrur SMI; 

7. Direktur Sistem Manjernen Investasi 
menerima, mengar.alisis, merigkaji, 
mengo:reksi, dan memaraf konsep 
Nota Dinas rekomeridasi dan 
menyampaikan konsep surat atas 
Penyelesaian Piutang Negara kepada 
Pemda/BUMD secara Mutlak ke pada 
Dirjen Perbendaharaan; 

8. Direktur Jenderal Perbendaharaan 
rner.errma, menganalisis, mengkaji, 
mengoreks., dan menetapkan Nota 
Dinas rekomendasi dan rnernaraf 
konsep surat atas Penyelesaian 
Piutang Negara kepada 

L____J_ ___.___~-~--~r 
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No. Komponen Uraiar, 
Pemda/BUMD secara Mutlak dan 
rnenyampaikan kepada Menteri 
Keuangan; 

9. Men- eri Keu~::gaa mcncri-ca 
menganalisis, rnengkaji, mengoreksi 
konsep surat persetujua.i 

Us. ilan y rekomendasi ~-c .... .1.:.. ..... C .1..1.11. _.._ _......._ 

~=>enyelesaian Piutang Negara 
kepada Pemda/BUMD secara Mut.ak 
dari Dirjen Perbendaharaan; 

10. Menteri Keuangan menetapkan da n 
menandatangani surat 

persetujuan pemberian usulan/ 
rekomendasi Penyelesaian Piutang 
Negara kepada Pemda/BUMD 
secara Mutlak apabila jurnlan 
Piutang Negara tidak lebih dari 10 

miliar rupi ah; 

11. Menteri Keuangan menetapkan dan 
menyampaikan surat kepada 
Presiden ten tang pemberian 

pemberian 

persetujuan usulan / rekomendasi 
Penyelesaian Piutang Negara 
kepada Pemda/ BUM:D secara 
Mutlak apabila jumlah Piutang 
Negara lebih dari 10 miliar rupiah. 

3 J angka waktu pelayanan 30 [tiza puluh) hari kerja 
4 Biaya/tarif Rp0,- 
5 Produk pelayanan Surat persetujuan 

Negara secara 
Pemda/BUMD. 

Penyelesaian 
mutlak 

Piutar.g 
kepada 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, da n masukan 

Pengaduan, saran dan m asukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR1): 
www.lapor.go.id 

2. Vvhistleblo1.,1Jing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 clan 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan S!PANDU 
https: //pengaduandipb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap rnuka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II f 
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No. Komponen Uraian 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng Timur 
No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal orzarusaei meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Per benclaharaan Negara; 
2. Peraturan Pemerintah 

Tahun 2005 tentang 
Nomor 14 
Tata Cara 

Penghapusan Hutang Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 
35 Tahun 2017; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 31/PMK.05/2016 tentang 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening Pembangunan Daerah 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.05/2016 Tata Cara 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjarnan 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening Pemb angunan Daerah 
Pada Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah cliubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan 

104 /PMK.05/2019. 
Nomor 

2 Sarana clan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi c omputer (Nadine) 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Penclidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Tata Cara Penyelesaian Piutang 
Negara; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecermatan, clan tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 
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No. Komponen Uraian 
5 Jumlah pelaksana 

6 

1 (satu) orang P IC Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi 

J aminan p elayanan 

7 J aminan k eamanan dan 
keselamatan pelayanan 

Surat persetujuan Penyelesaian Piutang 
Negara secara mutlak k epada 
Pemda/BUMD berdasarkan SOP d an 
norma waktu yang telah ditetapkan. 
1. Dokumentasi arsip secara elektronik 

yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berjaga selama jam layanan; 
4. Tersedia ala t pernadam ke bakaran 

yang memadai di ruang kerj a; 
5. Desain bangunan telah dibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan 
langsung pelaksanaan h ingga Direktur 
SMI. 

2. Masing-rnasing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

n. Pelaksanaan Proses Pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Akibat 
Tunggakan Pembayaran Pemerintah Daerah 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyarnpaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pengajuan dari 
meliputi: 

Surat pemberitahuan pemotongan 
DAU/ DBH Pemda akibat gagal 
melakukan pembayaran tunggakan 
setelah persetujuan r cstrukturisaei 
dan/atau tidak memenuhi kewajiban 
atas kekurangan realisasi debt swap 

pihak eksternal yang 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Direktur Sistem Manajernen Investasi 
Menerima surat permohonan 
pemotongan DAU /DBE dari Pemda 
atas piutang yang macet, 
mendisposrsi dan menugaskan 
Kasubdit IPB untuk menganalisa 
surat perrnohorian pemotongan 
DAU /DBH tersebut; 

2. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD 
merierima disposisi dari Direktur SMI 
dan menugaskan ~'.(asi IPB I/II/III f 
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No. Komponen Uraian 
urituk melakukan 
melakukan rekonsiliasi 

analisa, 
dan 

menyusun surat perrnintaan 
pernotongan DAU/DBH sebagai 
penyelesaian tunggakan utang Pemd a 
kepada Dirjen Perimbangan 
Keuangan; 

3. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUl iD 
I/II/III menugaskan pelaksana 
berdasarkan dis~:::.iosisi Kasubdit IPB 
untuk mengumpulkan data dan 
informasi terkait piutang Pemd a yang 
meminta pemotongan DAU/DBH 
sebagai 
utang 
surat 

penyelesaian tunggakan 
Pemda, menyusur: konsep 
undangan rekonsiliasi dan 

menyusun konsep surat permohorian 
pemotongan DAU /DBH kepada 
Dirjen Perimbangan Keuangan 

4. Pelaksana Seksi Investasi 
Pemda/BUMD I/II/III menyusun 
konsep surat undangan kepada 
Pemda dan KPPN KI untuk 
rnelakukan rekonsiliasi posisi utang 
Pemda sebagai dasar s ir at 
perrnintaan pemotongan DAU /DBH 
sebagai penyelesaian utang Pemaa 
dan menyampaikan kepada Kepala 
Seksi IPB I/II/III; 

5. Kepala Seksi Investasi Pemda/BUNID 
I, II, III rnenerima, meneliti, 
mengkoreksi, mernaraf konsep surat 
undangan kepada Pemda dan KPPN 
KI untuk melakukan rekonsiliasi 
posrsi utang Pernda sebagai dasar 
surat permintaan pemotongan 
DAU /DBH sebagai penyelesaian 
utang Pern.da clan r.cenyampaikan 
kepada Kepala Subdit IPB; 

6. Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah/BUl\{D menerima, menel.ti, 
mengkoreksi, mernaraf konsep surat 
undangan kepada Pemda clan KPPN 
KI untuk rnelakukan r ekonsiliasi 
posisi utang Pem da sebagai dasar 
surat permintaan pemotongan 
DAU /DBH sebagai penyelesaian 
utang Pemd a dan menyarnpaikan 
xepada Direktur Sl\Q; 

7. Direktur Sistem Manajemer Investasi 
menerima, meneliti, rnengkoreksi, 
clan menetapkan surat undangs.n 

1 
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r------.--------------~---------- ------------- 
No. Komponen ura1a:r,_ 

kepada Pemda dan KPPN K I urirux 
melakukan - ekonsiliasi posisi ucang 
Pemda se bagai dasar surat 
permintaan pemotongan DAU /DBH 
sebagai penyelesaian utang Pemda; 

8. Pelaksana Seksi Investasi 
Pemda/ UMD 1/=I/II: m elaksanakan 
rekonsiliasi bersama KP?N 
Investasi dan Pernda yang 
bersangkutan dan rnenyusuri B erita 
A car a Rekonsiliasi ~e bagai lampiran 
surat pennohonan pemotong n 
DAU/DBH ke DJPK; 

9. Pelaksana 
Pemda/BUMD 

Seksi 
I/ I:/III 

Investas: 
Menyusun 

konsep surar permintaan 
pemotongan DAU/ DBH kepada 
Dirjen Perirnbangan Keuangan dan 
menyampaikan kepada Kepala Seksi 
IPB I/~I/III; 

10. Kepala Seksi Investasi Penda/BUivID 
I, II, III menerima, meneliti, 
mengkoreksi, mernaraf korisep I\:'01.:a 

Dinas dan Surat kepada Dirjen 
Perimbangan Keuangan tentang 
permintaan pemotongan DAU/ DBH 
sebagai pcnyelesaian tunggakan 
utang Pemda dan menyampaikan 
kepada Kasubdit IPB; 

11. Kasubdit Investasi Pemerintah 
Daerah/BUMD r nenerrma, meneliti, 
mengkoreksi, mernaraf konsep Nota 
Dinas dan Surat kepada Dirje.i 
Perimbangan Keuangan ten tang 
perrnintaan p emotongan DAU /DBH 
sebagai penyelesaian tunggakan 
utang Pemda dan menyarnpaucan 
kepada Direkrur SMI; 

12. Direktur Sistem Manjemen Investasi 
menerima, meneiiti, mengkoreksi, 
rnenandatangani Nota Dirias c_s_:._1_ 

mernaraf Surat kepada Dirjen 
Perimbangan Keuangan tentang 
permintaan pemorongan DAU /DBH 
se bagai penyelesa.an tunggakan 
utang Pemda dan menyampaikan 
kepa 1 a Direktur J enderal 
Perbendaharaan; 

13. Direktur J enderai Perbendahaan 
menenma, 
menetapkan 
Pe rim bang an 

meneliti, mengkoreksi, 
Surat kepada Dirjen 

l~euangan ten .:ang f 
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No. Komponen Uraian 
permintaan pemotongan DAU/DBH 
sebagai penyelesaian tunggakan 
utang Pemda. 

3 J angka waktu pelayanan 5 (lima) hari keria 
4 Biaya/ tarif Rp0,- 
5 Produk pelayanan Surat permintaan pemotongan 

DAU/DBH sebagai penyelesaian 
tunggakan kewajiban Pemda kepada 
Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.la2or.go.id 

2. Whistle blowing System Kemenkeu: 
htt2s: L Lwise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/ kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandj2b. 
kemenkeu. go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng Timur 
No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

dengan proses pengelolaan 

No. Komponen Uraian 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Hutang N egara/Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
35 Tahun 2017; 

3. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 31/PMK.05/2016 tentang 
Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening P embangunan Daerah 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum; L__________L_-------'-------~1 

1 Dasar hukum 
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No. Kornponen Uraian 
4. Peraturan Menteri Keuangan 

176/PMK.05/2016 Tata 

Menteri Keuangan 
104/PMK.05/2019. 

Nornor 
Cara 

Penyelesaian Piutang Negara Yang 
Bersumber Dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
Dan Rekening P embangunan D aerah 
Pada Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 

Nornor 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi computer (Nadine) 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

Tata Cara Penyelesaian Piutang 
Negara; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketentuan, kenelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi: 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
3. Unit Kepatuhan Internal. 

5 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang PIC Direktorat Sistem 
Manaiemen Investasi 

6 J aminan pelayanan Surat permintaan pemotongan 
DAU /DBH sebagai penyelesaian 
tunggakan kewajiban Pernda kepada 
Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan b erdasarkan SOP dan n orma 
waktu vane: telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

2. Terdapat Petugas Keamanan Informasi 
3. Terdapat petugas keamanan yang 

berjaga selama jam layanan; 
4. Tersedia alat pemadam kebakaran 

yang mernadai di ruang kerja; 
5. Desain bangunan telah d ibuat minim 

risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
vaitu oleh Kepala Seksi ata:,an. f 
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--- No. Komponen ~-Taiat: .. 
langsung pelaksanaan hingga Direkrur 
SMI. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Niiai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilaki..kan 
evaluasi / penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang h ilk Caps.ian meng .... asL. an 
Kinerja Pegawai (CKP). 
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5. Standar Pelayanan pada Direktorat Pernbinaan Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Urnurn rn eliputi 3 (tigal jenis layanan, yaitu: 
No. J enis Pelayanan 

1 Penetapan Satker Menjadi BLU 

2 Penetapan Tarif BLU 

3 Penetapan Rernunerasi BLU 

c. Penetapan Satker Menjadi BLU 
5) Kornponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyarnpaian 

pelayanan meliputi: 
No. Kornponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Substantif: Satker 
rnenyelenggarakan p elayanan urnum 

2. Teknis: 
a. kinerja pelayanan urnurn layak 

dikelola dan ditingkatkan 
pencapaiannya rnelalui 
penetapan sebagai BLU 

b. kinerja keuangan sehat. 
3. Administratif. 

2 Sistern, rnekanisme dan 1. 
prosedur 

a. pernyataan kesanggupan untuk 
meningkatkan kirierja pelayanan, 
keuangan, dan manfaat bagi 

b. masyarakat; 
c. pola tata kelola; 
d. RSB; 
e. laporan keuangan pokok; 
f. standar pelayanan minimum; 

dan 
g. laporan audit terakhir atau 

pernyataan bersedia untuk 
diaudit secara inde_penden. 

Pemimpin satker secara berjenjang 
menyampaikan usulan dengan 
dilampiri dokumen persyaratan 
administratif di atas kepada 
menteri/pimpinan lembaga untuk 
kemudian dilakukan 
pengkajian/penilaian oleh K/L 
bersangkutan. Berdasarkan h asil 
pengkajian/penilaian tersebut K/L 
selanjutnya mengajukan usulan 
penetapan menjadi satker BLU bagi 
calon satker BLU yang dianggap 
layak k epada Menteri Keuangan. 

2. Penilaian persyaratan administratif 
calon satker BLU dan penetapan 
menjadi satker BLU dilakukan oleh 
Menteri K euangan. Menteri 
Keuangan member keputusan 
penetapan atau surat penolakan 
terhadap usulan penetapan BLU 
paling larnbat 3 bulan sejak 
diterimanya usulan dari 
men teri / pimp in an lem bag a. .fA 

T 
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,----------,-------------~-------------------- -- 
No. Kornponen 

3 J anzka waktu pelavanan 

Proses penilaian dilakukan dalam 2 
tahap, yaitu penilaian kelengkapan 
dan akurasi penyajian oleh Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan ~-Y.· 
Direktorat Pembinaan PK BLU, dan 
penilaian material oleh Tim Penilai 
yang dibentuk Menteri Kcuangan. 

3. Hasil penilaian Tim Penilai 
dituangkan dalam Berita Acara 
Penilaian dan disampaikan kepc1_d3.. 
Menteri Keuangan sebagai bahari 
pertimbangan p en eta pan satker 
bersangkutan menjadi satker BLU. 
Mcnteri Keuangan menetankan 
keputusan )enetapan satker tersebut 
menjadi satker BLU berdasarkan 
rekomendasi dari Tim Penilai. Hasil 
keputusan Menteri Keuangan 
disampaikan k epada: 
a. Ketua Badari Perner'iksa 

Keuangar; (BPK;. 
b. Menteriy pimpinan lembaga 

beserta Sekretaris .Jenderal, 
Inspektur Jenderal, dan Unit 
Eselon I yang mcmbawahi satker 
yang bersangkutan. 

c. Unit Eselon I lain Iingkup 
Kementerian Keuangan terkait. 

d. Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dan KPPN setemnat. 

e. Satker BLU yang ditetapkan. 
3 (tiga] bulan 

4 Biaya/tarif RPO,- 
5 Produk pelavanan 
6 Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan 

Kenutusan Menteri K euangan 
Pengaduan, sarar; d2.:':1 masukan atas 
layanan disamnaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kernerike u: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemerikeu 
PRIME: .Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 d an email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu. go. id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI D,JP½ 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatao muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alci.::~_1rL1: 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II f 
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- -·---- -- No. Komponen ;_, ~-a.tc ___ ~ 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

6) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

proses pengelolaan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum PP 23 Tahun 201.S jo. PP 7 4 Tahun 2012 

PMK 129 /PMK.05/2020 
2 Sarana dan prasarana, 

dan/ atau fasilitas 
Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 

4 Pengawasan internal 

1. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal D3 atau 
sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
BUJ; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Merniliki ketekunan, k etelitian, 
kecerr.1.at2.n, da ri_ tanggung ja,\-'ab_ 

1. Direktur; 
2. Kepala Sub Direktorat 
3. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
5 Jumlah pelaksana Minimal: 1 (satu) orang pernbina BLU 
6 J aminan pelayanan Proses penetapan aatker menjadi BLU 

dilakukan berdasarkan SOP dan norma 
waktu yang telah ditetapkan, 

7 Jaminan k eamanan dan 1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
keselamatan pelayanan terproteksi; 

2. Sentralisasi database 
perbendaharaan rnelalui Financial 
Management Information S ystems 
(FMIS) dengan sistern backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 

2. berlangsung, yaitu oleh Kepal.a Sek.si 
atasan langsung pelaksana hingga 
D .. k (d I h -i - • irei tur aiam a_ penyelesaian 
pekerjaan dilakukan sampai dengan 
level Direktur). 

3. Masing-rnasing oe gawai dil akukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
cvaluasi Zpenilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP) 

L____L___ __ ---'-~ "--------1 

8 Evaluasi 
pelaksana 
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b. Penetapan Tarif BLU 
3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelavanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Dokumen usulan tarif tanda tangan 
pimpinan BLU 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Pernimcin BLU mengajukan usulan 
tarif layanan k epada 
Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

2. Menteri/Pimpinan Lembaga 
menyampaikan usulan tarif layanan 
keoada Meriteri Keuangan (Dit PPK 
BLU) sesuai dengan kebijakan 
Ke men terian N egara / Lem bag a 
dalarn pcnetapan tarif layanan yang 
dikenakan kepada masyarakat oleh 
BLU paling lams. 6 (cnam) bulan 
setelah BLU ditetankan. Dalam hal 
batas waktu oenyampaian 
sebagaimana terlampaui, 
Menter i/Pimoinan Lernbaga 
menjelaskan alasan k cterlambatan 
penyampaian us1_1h1:0. rarif layar.an 
kepada Meriteri Keuangan. 

3. Dalam hal usulan tarif layanan BLU 
belum disampaikan sampai dengan 
12 (dua beJas) bulan setelah BLU 
ditetapkan, Menteri Keuangan dapat 
mengevaluasi penetapan BLU. 

4. Kebijakan Kcrnenterian Negara/ 
Lernbaga sebacaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), paling sedikit meliputi: 
a. standar struktur biaya; 
b. kewajaran tarif; dan 
c. alokasi anggaran. 

5. Penyampaian usulan 
disertai dengan 
pernyataan telah 
pengujiarr/felaah oleh 
Pimpinan Lernbaga. 

6. ?PK BLU rnelakukan p enilaian 
terhadap usulan tarif layanan yang 
d. 'k M ·;o· i-7 isampai ran enteri !. impman 
Lembaga. 

7. Menteri Keuangan merrunjuk tim 
penilai untuk memberikan 
perti~bangan/rekomendasi. dapat 
dilirnpahkan kepada Direktur 
Jenderal Perbendaharaan. 

8. Berdasarkan 

ta:cif la_ym12_n 
keteranga.n/ 

dilakukan 
Menteri/ 

pertirnbangan/ rekornend8_si dari 
tirn penilai, Menterj Keuc1_ngg_n 
rnernbe:rikan peneta_pan a tau 
penc,ki_kan terhadap usulan tarif 
laya:1.an. "' 

L_____J_ -----'----"--------___J, 
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-- ------ -- No. Komponen c _ ::_.cl__,._ 
3 J angka waktu pelavanan 4 ( ernpar, oulan 
4 Biaya/ tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan PMK Tari[ 
6 Penanganan pengaduan, Perigad v a:-., saran c.ar: masukan 9_._2_s 

saran, dan masukan layanan disampaiks.r rnelalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.la2or.go.id 

2. liVhistleblowin9 System Kemenkeu: 
htt2s: L Lwise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kcntak Ls.yanan Kemenkeu 
PRil\lJE: Ja18::1 Dr. Wahidin Rr1ya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dGn email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran / kotak perigaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandj2b. 
kemenkeu. go.id. HAI DJ.Pb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatao muka S"'cara Iangsur.g rr __ l 

Kantor Pusat D.JPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhard j o II 
Lt.1, Jalan Lapangan Bariterig 
Timur No. 2-4. 

·- 

4) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d" . 1 . . l' . pe ayanan i interna orgamsasi me iputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum pp 23 Tahun 2015 jo. pp 74 Tahun 

2012 
PMK 129/PMK.0512020 

2 Sarana dan prasarana, Meliputi : 
dan/ atau fasilitas 1. Meja; 

2. Kur si; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal D3 atau 
sederajat; 

3. Merr.ahami peraturan terkait 
dengan BLU; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecerrnatan, dan tanggung iawab, 

4 Pengawasan internal 1. Direktur; 
2. Kepala Sub Direktors.t 
3. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
5 Jumlah pelaksana Minimal: 1 (satu) orang pernbina BLU 
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~-~-------------~------------- ---- 
No. Komponen 
6 J aminan pelayanan 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

Proses penetapan aatker rnenjadi B:!:.,U 
dilakukan berdasarkan SOP dan 
norma 
waktu vang tel21'. uitetapkan. 
1. Penggunaan sisrem aplikasi yang 

terproteksi: 
2. Sentr alisa si database 

perbendaharaan melalui Financial 
Manaqerneni Information S ystems 
(FMIS} dengan sistem backup d an 
Disaster Recovery Center (DRC) yang 
handal; 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi 
dilakukan 

pekerjaan pelaksana 
secara hierarkis saat 

proses p elaksanaan pekerjaan 
2. berlangsung, yaitu oleh Kepal.a 

Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur (daJam h9J 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

3. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester diiakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Caoaian Kinerj 3. 

Pegawai (CKP). 

c. Penetapan Remunerasi BLU 
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan 

pelavanan meliput1: 
No. Komponen 

proses penyarnpaian 

Uraian 
1 Persyaratan 1. Surat usulan dari menteri teknis 

2. Proposal usulan remunerasi sesuai 
format PMK 129 /PMK.05/2021 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. M elakukan review atas usulan 
rerrrunerasr. 

2. Jika dibutuhkan perbaikan/ 
penyesuaian, PPK B L U mengundan 
BLU urituk rapat pcmbah asan. 

3. Satker menyampaikan oerbaikan 
maksirnal 2 (dua) minggu. 

4. Apabila melebihi waktu, PPK BLU 
bersurat ke BLU. 

5. PPK BLTJ membuat kajian 
penetapan remun. 

6. PPK BLU mengadakan rapat 
penilaian. 

7. Jika disetujui tim penilai, dibuat 
draft krnk serta dokurnen 
pendirkung 

8. Jika tidak mendapat )ersetuj1_1an 
dari tim penilai, dibuatkan surat 
oenolakan. 

----- 
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----- ------~ - - - - No. Komponen .._.,..._ ... & ... sr.J. 
9. Hasil persetu] uan / penolaxan 

diserahkan ke DiL SP untuk proses 
lebih lanju, 

3 J angka waktu pelayanan 3 (tiga) bular; 
4 Biava/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan KM~{ Pcmunera --:i 
6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan .nasukan ,... ., ..... I":' 

C. _c....,::> 

saran, da n masukan layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengauuan 

Or line Rakyat (LAPOR!): 
www .la:gor. go .id 

2. Whistleblowing System Kcmcnkeu: 
htt:gs: /_ /_wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kcmenkeu 
PRIME: Jalan Dr. V./ahic_in Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran / kotak pengaduan, 
8MS, portal pengaduan SIPAi\JDU 
htt:gs: /_ /_:gengaduandj:gb. 
kemenkeu. go.id, HAI DcJP1:J 

htt:gs: /_ /_hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatan muka secara langsung di 
Kantor Pusat DcJPb di alarnat 
Gedung Prijadi Praptcsuhardjo II 
Lt.l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pros es perigelolaan 
d". 1 l" pelavanan i interna orgamsasi me iputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum pp 2:3 Tahun 2015 jo. PP 74 Tahun 

2012 
PMK 129/PMK.05/2020 

2 Sarana dan prasarana, Meliputi: 
dan/ atau fasilitas 1. Meja; 

2. Kursi: 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner, 
6. Aplikasi kornputer. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a); 

2. Pendidikan formal minimal D3 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan BLU; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, da n tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Direktur; 
2. Kepala Sub Direktorat 
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~-~---------------,-------------------------, 
No. Komponen 

3. Kepala Seksi atasan .angsung 
pelaksana; 

5 Jumlah pelaksana Minimal: 1 (satu) orang pembina Bi,U 
6 J aminan pelayanan Proses penetapan 2.2.L<er menjadi 

BLU dilakt.kan ceroasarkan SOP dan 
norrna 
waktu yang telah ditetapkan. 
1. Penggunaan sistern aplikasi yang 

terproteksi; 
2. Sentrs.lisast database 

perbendaharaan m elalui Financial 
Manaqemeni Iniormatiori Systems 
(FMIS) dengan s istern backup dan 
Disaster Recovery Center (DRC) 
yang handal; 

---~-------------1 

1. Evaluasi pekerjaan pe laksana 
dilakukan secai a hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekcrjs.an 
berlangsung, yaitu oleh Kepal.a 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur ( dalam h9J 
penyelesaian pe kerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur). 

2. Masing-rnasing p egawai dilakukan 
peniiaian kirierja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kineria 
Pegawai (NKP). Setiap se mester 
dilakukan cvaluasr/penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
mengha silkan Caoaian Kinerj ::1. 

Pegawai (CKP). '----'---------------'---~~ 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 

----r 
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6. Standar Pelayanan pada Direktorat Akuntansi dan Peiaporan Keuangan, melipu.i 
9 (sembilan) jenis layanan, yaitu: 

No. .Jenis Pelayanan 

1 Rekonsiliasi 

2 Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

3 HAI DJPb 

4 Bimbingan Akuntansi 

5 Pemutakhiran Akun (Bagan Akun Standar) 

6 Permin taan / Penyusunan Ke bij akan Akun tansi 

7 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 

8 Pengelolaan Pengaduan 

9 Pentausahaan Surat Masuk 

a. Rekonsiliasi 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 

2 Sistem, m ekanisme dan 
prosedur 

1. Melalui mekanisme push d ata GL dan 
BMN dari database SAKTI ke aplikasi e­ 
Rekon %LK. 

2. Surat Permintaan Username Aplikasi e­ 
Rekon&LK untuk role Eselon I, K/L, 
APIP da n BPK. 

3. Surat pengaturan pelaksanaan 
rekonsilitasi tingkat UAKPA dan KPPN 
(open/closed period) sesuai PMK ten tang 
pedoman rekcnsilitasi. 

4. Surat Permintaan pembukaan/ 
penutupan rekonsilasi per BA. 

5. Surat Permintaan Reset BAR Terpusat 
Kementerian Negara/Lembaga untuk 
layanan reset BAR Ter pusat. 

Layanan pem bukaan / pen u tupan periode 
Rekonsiliasi 
1. Dit. APK merietapkan jadwal 

rekonsilitasi dengan Surat Ditjen 
PerbendaharaaL/Di:rektur APK dan 
melakukan pembukaan y penutupan 
periode Rekonsiliasi bulanan pada 
setiap pe riodenya. 

2. Apabila diubtuhkan 
mengajukan Surat 
pembukaan / perrutupan 
untuk 
pembukaan / penutupan 
Rekonsilitasi pada periode 
luar ketentuan pada poin 1. 

K/L dapat 
Permintaan 

rekonsilitasi 
melakukan 

periode 
terteritu di 

Layanan Reset BAR Ter pusat: 
1. Dit. APK menerrma, meneliti, dan 

menelaah Surat Permintaan reset BAR 
terpusat. 

f 



-168- 

No. Komponen - ------------ -- - 

2. Dit. APK menyusun caftar satker per 
KPPN Mitra Kerja sesuai dengan surat 
perrnintaan dari K/L, selanjutnya 
menyampaikar, N o:2 Dinas Perminraan 
Reset BAR kepada KPPN yang dilampiri 
daftar terse but. 

Mekanisme Rekons11ias1 · 
1. Berdasarkan mekanisme push data GL 

dan BMN dari database SAKTI ke e­ 
Rekon&LK, 
selanjutnya a.apat dirnoriitor pada 
MONSAKTI 

2. Diproses Si stern: Satker 
mengunggah ADK dan di proses 
rckonstliasi secara sistem untuk 
rnenghasilkan La po ran Hasil 
Rckonsiliasi (LHR). 

3. Analisis Hasil Rekon: Preses rekorrsiliasi 
secara sistern sudah selesai dan sudah 
menghasilkan LHR, kemudian 
berdasarkan LHR tcrsebut KPPN 
maupun Satker melakukan analisis, 
selanjutnya. KPPN memberikan 
persetujuan atau penolakan basil 
rekorrsiliasi sesuai derigan keten tuan 
tentang penerbitan BAR. 

4. Menunggu Satker Uptoad Ulang: jika 
berdasarkan analisis data belum dapat 
diterbitkan BAR, maka KPPN 
melakukan penolakan data pada 
aplikasi e-RckonSsl.K dan memberikan 
penjelasan penyebab peno'akan data 
terse b ut. 

5. Merrunggu Tanda Tangari KPA: dalam 
hal rekonsiliasi telah memcriuhi syarat 
terbitnya BAR, KPPN menyctuj'ui c_ata 
hasil rekonsiliasi untuk selanjutnya 
KPA melakukan tanda tangan BAR 
secara elektronik. Pad a status 
menunggu TTD KPA, Satker dibebaskan 
dari pengenaan sanksi se bagairn =::.na 
diatur pada PMK 104/PMK.05/?017 
tentang P edoma.n Rekonsiliasi dE_i&m 
Penyusunan Laooran Keuangan 
Lingku1J Bend2hara Umum. l'-Tegar-a dan 
Kementl':'I"ian Negara/Lembaga. 

6. Menunggu Ta:-::::lc. Tangan Kasi Vera: 
Setelah BAR dita:ndatangani secara 
elektrnnik oleh KPA, Kasi V ':'Ta 
melakuka:l tq:ndsi. tangan BAR secara 
elektron.ik. 

7. BAR Siao DcrNnload.: BAR s:,"'..ci.ah 
ditandata:::1gani oleh K1?A dan Kepala 
Seksi Vera. 

telah 

Prosedur Rekonsili2.si: 

f 
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r=-~-.-------------.------ - --- ·--- - -- -- - -- 
No. Komponen ---- - 

1. Rekonsiliasi memba..nd:.ngkaE data SAI 
(satker) dan SAU (K?PN} 

2. Satker melakukan reirn:nsi~iasi sesuai 
jadwal yang telan direts.oxan. 

3. Satker melaku:G,m ~0.pu.:: data sel~--·-1h 
transaksi sesuai dckurnen sum ber. 

4. Sebclurn upload/»: .. ·-;,:sh data, Satker 
melakukan rckons.uasi internal 
meliputi Neraca versus LRJ dan Neraca 
versus no sisi 31\/flV ri; J\Te:r8.c2. D~.d'::l 
SIMAK B MN. 

5. RekonsiJiasi c1.invatakan selesai scte.ah 
status rekoriailiasi menjadi BAR Siap 
Download 

1. Proses reko:<1.silia.E-T~rlilaksE.n2.kan mL~lai 
tanggal 3 sarnpai dengan 14 setiap 
bulan .~.tau hari kerja s~belu~nya 
apabila tanggal ! t;. bertepatan dengan 
hari libur atau sesuai periode 
rekonsiliasi yang ditcntukan Kantor 
Pusat DJPb. 

2. 2 (dua) hari ke:rja untuk Reset BAR 
Terpusat. 

3. 1 (satu) hari kerja untuk 
pem bukaan/ penutupan 
rekonsilitasi. 

4. 2 (dua) hari kerja untuk Iayanan 
perrniritaan username Aplikasi e ­ 
Rekon&LK untuk role E~el.)n I, KIL, 
APIP, dan BPK. 

t----+--------------t-----~----------------- 
Biaya/tarif Rp0,- 

3 

4 

J angka waktu pelayanan 

layarian 
pericde 

5 

6 

Produk pelayanan 1. Pemb'ukaa-i / penutupan 

Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Periode 
Rekonsiliasi Bulanan 

2. Pembuka3.n/penutu92_n -)eriode 
rekonsiliasi per BA, sesuai permohonan 
dari K/ L yang mengajukan 
pembukaany oerrutuoan di luar jadwal 
yang telah ditetarikan Dit. APK 

3. Reset BAR Ter:pusat Lingkup K/L 
4. Username Aolikasi e-REkon&LK 
Pengaduan, saran dan 
layanan disarnoaikan 
berupa: 
1. Layar.an Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPORi): 
www.lapor.go.id 

rna.s'ukan atas 
me lalui kanal 

- 

Hlhistle.'0lou)ing Syste-vn Kemenk1::u: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 
Pusat Kontak Iaya::1an Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. \Vahidin Ray3. l\T-::-, 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 da n 
email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 
!(otak saran/1:s'.:otak p engaduan, SMS, 
1Jort2cl pengad·.mn SIPANDU 
httos: / / oengaduandiob. 

L..____!___ __.___---=='= =='="='== -"'""== ==--==-------'t 

2. 

3. 

4. 
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No. Komponen Uraian 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di Kantor 
Pusat DJPb d i alamat Gedung Prijadi 
Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 

2. Peraturan Menteri K euangan Nomor 
213/PMK.05/2013 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222/PMK.05/2016 tentang P edoman 
Penyusunan dan Penyampaian Laporan 
Keuangan Kernen terian 
Negara/ Lembaga; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.05/2016 tentang P enerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
262/PMK.01/2016 tentang Organisasi 
dan Tat Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaaraan 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
104/PMK.05/2017 tentang P edoman 
Rekonsiliasi dalam Penyusunan 
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara 
Um um Negara dan Kementerian 
Lembaga. 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
PMK 171/PMK.05/2021 tentang 
Pelaksanaan Sistem SAKTI. 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner; 
6. Aplikasi Komputer, 
7. Jaringan internet. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/Golongan minimal II/a 
2. Pendidikan formal minimal SMA 
3. Memahami peraturan terkait Pelaporan 

Keuangan Pemerintah; 
4. Menguasai aplikasi komputer. 
1. Kepala Subdirektorat; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
[__-'-----------'---- _..____-~----~~ 

4 Pengawasan internal 
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No. Komponen Uraian 
3. Unit Kepatuhan Internal 

5 Jumlah pelaksana Minimal 1 (satu) orang petugas Back Office 
6 J aminan pelayanan Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan 

SOP dan norma waktu yang telah 
ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

2. Sentralisasi database perbendaharaan 
melalui Integrated Financial 
Management Information. Systems 
(IFN[JS) dengan sistem backup dan 
Disaster Recovery Center (DRq yang 
handal; 

3. Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggung jawabnya; 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 
memadai di ruang pelayanan; 

6. Desain bangunan telah dibuat mmim 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarki saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung 
pelaksana hingga Direktur ( dalam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur); 

2 M . . dil - 1- . asmg-rnasmg pegawai 1 akukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap triwulan dilakukan 
evaluasiy penilaian terhadao Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

b. Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Pengguna layanan merupakan 
pejabat/pegawai yang bertanggung 
jawab d an berperan dalarn penyusunan 
laporan keuangan di unit masing- 
masmg; 

2. Pengguna layanan selanjutnya 
men ye barluaskan atau 
mendistri busikan 

,.. 
yang mrorrnasi 

diterima dari Penyuluhan SAi kenada 
unit lainnya dalam lingkup 
pen.ugasannya; 

3. Persyaratan lainnya (apabila 
dibutuhkan]. .IA 

r 
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~-~-----------~-------~------ -------- - -- 
No. Komponen 
2 Sistem, mekanisme dan 

prosedur 

3 J angka waktu pelayanan 

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan; 
2. Perrunjukkany pembentukan ·:i::n 

panitia; 
3. Pemilihan materi dan penunjukan 

pernateri; 
4. Penyus'unan dan h arrnoriisa si mat n; 
5. Penyusunan pre-test dan post-test; 
6. Pelaksanaan kegiatan; 
7. Penyusunan laporan penyuluhan SA!: 
8. Penanggung jawab melakukan 

pengawasan a tas pelaksanaan layan?-n. 
3 hari kerj a 

4 Biava/ tarif RpO,- 
5 

6 

Produk pelayanan 

f-----+---------------+------------------------ 

Penanganan pengaduan, 
saran, da n masukan 

1. Layanan Materi dan Konsultasi Standar 
Akuntansi Pernerintahan; 

2. Layanan Materi dan Konsultasi Sistem 
Akuntansi; 

3. Layanan Materi 
Rekonsiliasi; 

4. Layanan Materi 
Akun t ansi Pu sat 

dan 

dan 
dan 

Konsultasi 

Konsultasi 
Pelaporan 

Keuangan BUN; 
5. Teknis Aki, ntansi dan Pelaporan 

Keuangan Lainnya. 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layarian disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. TA!histleblowing System Kernenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kernenkeu 
PRIME: Jalan Dr. \Mahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran z kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
https: / /pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di Kantor 
Pusat DJPb di alamat Gedung Prij adi 
Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

-- 
No. Komponen Uraian 

·- 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerin tahan: 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
213/PMK.05/2013 tentang S isrern .II 

f 
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r---~------------~----~---- - - 

No. Komponen 
- 

Akun cansi can Pclaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

3. Peraturan Menter; K euangan Ncrr.or 
214 /P1\IIK.05/20 ~3 ten.ang Bagan Axun 
Standar; 

4. Peraturan Menter; K ::'1_1.angan Nornor 
222/PMK.05/'.20l6 tentang Pedornan 
Penyusunar: dan Penzampaian LE<:-c:rg_n 
Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga; 

5. Peraturan Menteri ~{e1-..1arn:ran 1\Tn-rnnr 
•--' 

225/?~V:K.05/20!6 tenrang Peneraoan 
Standar Akuntansi Pernerintahan 
Berba sis Akrual pada Pemerintah Pusat; 

6. Peratursn Menteri Keuangan Nornor 
262/Pl\.1K.01/20l6 tentang Org2LI11.~as1 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat .Jenderal Perberidaharaan; 

7. Peraturan Menreri Keuangan Nornor 
104/Pl\l[K.05/2017 tentang Pedoman 
Rekonniliasi dalam Penyusunan 
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara 
Urrium Negara -::1_ar:_ Kernenterian 
Negara/ Lem c aga; 

8. Peraturan Direktur .Jenderal 
Perberidaharaan dan surat lainnya yang 
mengatur keterituan teknis terkait 
rekonsiliasi dan penyusunan laooran 
keuangan pernerintah. 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer, 
5. Scanner; 
6. Aplikasi Komputer, 
7. Jaringan internet. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/Golongan minimal II/a 
2. Pendidikan formal minimal SIVIA 
3. Mernahami peraturan terkait Pelaporan 

Keuanzc I' Pemetintah: ._,, .. -1 ....... _ b ct 1. - - 1...::. ;._ .,, L ..:..~ ' 

4. Merig'ua s ai a.plika si kornrruter . 

4 Pengawasan internal 1. Direktur 
2. Kepala Subdirektorat; 
3. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
4. Unit Kepatuhan Internal 

5 Jumlah pelaksana 

6 J aminan pelayanan 

1. D-ire',t-i rr Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan selaku Penanggung Jawab; 

2. Kepal_a Subdirektornt pada Direktorat 
APK yang ditunjuk selaku Koordinator 
Layanan; 

3. Kepah Seksi pada Direktorat APK yang 
ditunjuk selaku Penyaji Layanan. 

Layanan pe:;_-:iyuluhan SAi dilakukan sesv_ai 
dengan SOP clan k atalog layanan. Dalam 
hal stakeholder tidak memperoleh layanan _h 

'if 
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No. Komponen 

sesuar cengan SG2 ca., katalog layanan, 
maka Direktorat J.t .. --~{ rnemberixan 
kornpensasi oerupa layanan dan 
pendarrrcngan knusus ur.tuk 
penyelesaian sa; ..:,_ ~Je~· :;:--_,.Lsalan.an pada 
stakeholder ~c:,s"1-Jr·:. 

f----+--------------+----------------- -------- - -- 

1. Dokurncntasi arsip S.:',car2. elektrc nik 
yang terkontrol berc'asarkan alur 
penanggung jawabnya; 

2. Terdapat pet: . .igas 1rp,::,::-:;:,::-na-r yang 
berjag.. selams. ~-2m layanan; 

3. Tersedia alat pernadam kebakaran vang 
memadai di ruang pelayanan; 

4. Desain bangunan telah dibuat mimm 
risiko dan ialur evakuasi te.ah 
disediakan. 

7 J aminan k eamanan dan 
keselamatan p elayanan 

8 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan 
melalui pengisian kuesiorier yang 
disiapkan oleh panitia dengan responder; 
seluruh peserta penyuluhan SAL 

c. HAI DJPb 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyarnpaian 1 I' . - - . ne avananme 10ut1: 

---- 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Pertanyaan diajukan melalui media yang 
telahditetapkan (sarana email maupun 
akses langsi.ng pada hai.Irernenkeu.gc.id. 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Menerima pertanyaan rl r.. r~ pengguna \,_.. _Q_ _ .l 

prosedur layanan Hai 

2. Eskalasi per layer agent Hai sesuai tusi 
masing-masing unit 

3. Agent Hai, menjawab pertanyaan yang 
diterirna sesuai dengan tUSl unit dan 
berdasarkan peraturan peruridang- 
undangan yang berlaku 

4. Jawaban yang telah disetujui oleh atasan 
langsung, dapat dipublikasi kepada 
penyanya se suru layer yang telah 

ditetapkan 
3 J angka waktu pelayanan Sesuai SLA (Service Level Agreement) yang 

meliputi norma waktu respon dan n orrna 
waktu penyelesaian. 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Publikasi jawaban atas pertanyaan 

melalui hai.kemenkeu.go.id 
-- 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, dan masukan layanan disamp2-ikan melalui kanal berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!): 
www.la2or.go.id 

2. Whist?e:blowing System Kemenkeu: 
httos: / /wise.kemenkeu.go.id 

---~ - - - - 
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~-~-----------~----------- - 
3. FL2.SC:____ l_G:--1.:..a.-'-~- .,_-JG~------ - -~~ __ "}L,~ ...... --~t 

PRIME: ,jai6-L ur. "Jv aniriin Raya No. 1 
Jakarta Pusar 10710 =--elp: 134 c:an 
email: 
kernenkeu. ~~:-~ '.:::e'g'ker:-_e~_--::el::. go. id 

4. Kotak saran xotak perigaduan, S_vlS, 
portal 1:1e -:gac_,_a-:-t SJP_AYDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau tatap 

k ' .. K P :'.111-L_a se:::ar-a cc._!'lg~.•Jng •::ll _ . antor _ usat 
DJPb di a lama: Gedung P rij s. di 
Praptosuhardjo 11 Lt.1, Jalan Lapangan 
Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan diinternal organisasi meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

>-----1-------------------,f--------------- ---------------, 
3 Kompetensi pelaksana 

1. PP 7l tahun 2010 tentang Stands.r 
Akuntansi Pernerintahan 

2. PMK 215/PMK.05/2016 tentang 
perubahan PMK 213/PMK.05/20:._3 
tentang S istem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

3. PMK 234/PMK.05/2020 tentang 
perubahan PMK 225/PMK.05/2019 
ten tang Kebijakan 
Pemerintah Pusat 

4. PMK yang mengatur merigenai sistem 
akuntansi pada i3A K/L dan BA BUN 

5. PMK l 18/PMK.0i/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan 

6. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER- 
8/PB/2020 tentang Saluran Layanan 
HAI DJPb 

7. KEP-428/PB/2016 tentang Layanan 

Akuntansi 

Pengguna Terintegrasi Hai DJPb 

1. Komputer (PC/ Laptop) 

2. Internet untuk mengakses website 
hai. kemenkeu. go. id 

3. Peraturan perur.dang-undangan yang 

-- - 

berlaku 

1. Mernahami peraturan perundang- 
undangan hal-hal yang berkaitan 
dengan akuntansi pemerintah pr.sat 
dan peraturan lain yang terkait. 

2. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer. 

3. Memiliki ketekunan, ketelitian, .II 

f 
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~-~------------~----- ---- 

No. Komponen 

tanggung jawac. 

4 Pengawasan internal A tasan langsung d2.::i agent .:iai 

5 Jumlah pelaksana Minimal : pe laksa.ra pace:" sctiap seks~ 
I---+----------------+---------· 

6 Jaminan pelayanan Proses publikasi jawaban atas s euap 

pertar: .. yaan meiaiui :""1ai dilakukan 
berdasarkan SOP dan n orma waktu yang 

telah ditetapkan. 
I---+---------------+------------------------ 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan ~i::·i'=c:11 aplikasi yEcig 
terproteksi '1a:n mmim risiko 
penyalahgunaan d ata 

2. Dokumentasi arsm 

yang 
tahapan 

data secara 
elektronik 
berdasarkan 
jawabnya 

3. Tersediannya alat pemadam kebaka an 
yang memadai dan rmrnm r isiko atas 
bencana serta adanya jalur evakuasi 
yang rn udah dipaharm 

4. Terdapat petugas keamanan yang 

standby berjaga selama jam layanan _ 
1---+---------------+---------- 

lcbih 
penanggung- 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 

dilakukan secara hierarkis saat proses 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung, 
yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung 
pelaksana hingga Direktur APK [dalam 

hal penyelesa.an pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur APK). 

2. Masmg-rnasing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai K inerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasiikan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

'----'--------------~--- ----·------·- 

d. Bimbingan Akuntansi 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Surat menyurat an tara lain Surat 
Tugas atas Perrnintaan dari 
Stakeholders (K/L maupun unit rain] .:.. - .L 

dan k egiatan yang diinisiasi oleh Subdit 
SA seperti FGD maupun sosialisasi 
terkait kebijakan sistem akuntansi. 

2. Materi yang akan dijadikan bahan 
untukbimbingan akuntansi i nstansi. 

·i' 
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No. Komponen 
- ~- --- -- 

3. Jadwal bimbm -··"n -- .J .:,:,.- 

akuntansi i nstansi :--n.&L·~i.;_n unit lainnya. 

dan 

2 Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

3 J angka waktu pelayanan 

permohcrian I p1.=;r_T1 ~J.- ~c...E~:t1 nar .. aS'LuJ.11JCr 

kegiatan bimbingar; akuntansi. 
2. Penyusunan cetau persiapan 

pelaksanaan b:.:r:-~ o~:,.g2.-::1 akun tansi 
(materi dan persuratan terkait surat 
tugas sebagai narast.rnber]. 

3. Peserta dapat berasal c ari unit UAK?A 
lingkup K/L maupur; L.-~gkup BUN 

4. Kegiatan dapat bersrfar !-<"GD/ Sosial.easi 
maupun kegiatan larr; yang bersifat 
bim bing an/ konsultasi akun tansi 
melalui berbagai media antara lam via 
phone, WA, surat, permintaan 
narasumber. 

5. Pemberi materi harus capat memenuni 
kebutuhan stakernolders atas layanan 
bimbingan akuntans1 dimaksud. ______ __, 

Disesuaikan dengan waktu kegiatan yang 
telah direncanakan. 

4 Biaya/tarif 
>-----!---------------~----------- --·--·------------ 

5 Produk pelayanan 
RpO,- 

1. Tanggapan/jawaban atas konsultasi/ 
pertanvaan yang d.ajukan. 

2. Surat Tugas atas penugasan 
narasumber. 

3. Penyampaian materi Zpernbahasan atas 
peraturan/kebijakan terkait sistem 
akuntansi dan hal-hal yang relevan 
dengan kond.si terkini, 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melaiui kanal berupa: 
1. Layar ... an Aspirasi dan Pengao.uan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. TVhistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kernenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kernenkeu 
PRBi'.':E: Jalcm Dr. °'AT2.hidin Rays No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu. go .id 

4. Kotak sararty kotak pengaduan, SMS, 
ports.' pengaduan SIPA1\JDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau tatap 
muka secara langsung di K antor Pr nat 

L___L_ --1. __ D_J_P_b di alamat Gedung _ _?_Iii~i 'f 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 
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No. Komponen 

Praptosu .iard-o r ., ~ . .J·""'la·, -- .--o~r :j'".01"1_ - ·-- - _ -- -- L • ...._: :::;.. ...__ Lc..
1 

C----,::, .,...__ 

Banteng Timur No. 2-~~-. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait d engan proses pengelolaan 
layanan diinternal organisasi meliputi: 

No. Komponen 
1---+-----------------t------------- --- -- 

1 Dasar hukum 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

U:r:~i2.:..1. 

1. PP 7 ~- tahun 2G 10 tentang Standar 
Akun tansi Pemerin tahan 

2.PMK 215/PMK.05/2016 tenta ..... ,g 

perubahan PMK 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi c.an Pelapcran 
Kcuangan Pemermtari Pusat 

3. PMK 234/P1\1K.05/2020 tentang 
perubahan PMK 22S/PMK.05/20~9 
tentang Kebijakan Akuntansi Pernerintah 
Pusat 

4. PMK yang mengatur mengenai sistem 
akuntansi pada B!\ K/L dan BA BUN 

5.PMK 118/PMK.01;20~1 tents.ng 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan 

l---+-----------------t--------------------------------------- 

1. Komputer {PC/Laptop) 

2. Internet untuk mengakses website yang 
berkaitan dengan pembahasan 

3. Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

3 Kompetensi pelaksana 1. Mernahami peraturan perundang- 
undangan h al-hai yang berkaitan dengan 
akuntansi pernerintah pusat dan 
peraturan lain yang terkait 

2. Mampu mengoperasikan aplikasi 
computer 

3. Memiliki ketekunan, 

jawab. 
l---+----------------,1---------------------- -----------------< 

1. Direktur APK 
2. Kasubdit Sistem Akuntansi 

4 Pengawasan internal 

3. Kasi li ngkup Subdit SA 
f---+-----------------tl----- -- ---------------- 

Minimal l orang pelaksana dari setiap 
Kegiatan. 

5 Jumlah pelaksana 

keteiitian, tanggung 

6 J aminan pelayanan Proses publikasi jawaban atas setiap 
pertanyaan melalui Hai dilakukan 
berdasarkan SOP d an norrna waktu yang 
telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistern 
terproteksi dan 
penyalahgunaan ciata. 

2. Dokumentasi araip d ata secara elektronik 

aplikasi 
111:~1.1m 

yang 

risiko 

yang lebih terkontrol; berdasarkan 
tahapan penanggung-jawabnya. ---------f 
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,----------------,------------ -- - 
No. Komponen 

- - - --- -- 

3. Tersediannya aiat pe:c.12.c2.:J.1. kebakar.,n 
yang .nemadai Q2_~ IT 1·ri1r:: ~·isiko c.';:as 

bencana serta a danya j arur evakuasi yang 
mudah cipanarr,i. 

4. Terdapat petugas kearnanan :·2.11g 

standby be1jaga selama jam layanan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi p ekerjaan pe.aksana dilakukan 

secara hierarkis s aat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan la.igsung ~Jc1aksana hingga 
Direktur /\PK (ct· -~·1a·,v-, rial ner.velesc.icn b .. '-A- 1.'"\_ c__ l. .J..i l_ 1J .!...1. J 1._,J..C c_ .... -....,._J. 

pekerjaan dilakukan sampai dengan level 
Direktur APKJ. 

·- 

2. M asing-rnasing pegawai d:Jakukan 
perulaian k inerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kineria Pegawai ~NKP). Se~12:'J 

semester dilakukan evaluasr/ penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 

(CKP). 
'---~------------~------------------------------------ 

e. Layanan Pemutakhiran Akun (Bagan Akun Standar] 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait d engan proses penyampaian 
pelayananmeli puti: 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan Surat/Nota Dinas permohonan/ permintaan 
penambahan / perubahan/ pemutakhiran 
akun (kodefikasi maupun uraian] dari unit 
terkait. 

2 Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

1. Petugas Dit APK merierima, meneliti dan 
menelaah surat permintaan penambahan 
akun/perubahan uraian akun beserta 
dokumen pendukungnya. 

2. Melakukan pembahasan atas perrnintaan 
dari unit terkait untuk mengindentifikasi 
kebutuhan pengguna. 

3. Menyusun surat balasan atas permintaan 
dari unit terkait (berupa persetujuan/ 
penolakan atas permintaannya]. 

4. Surat/ND balasan untuk interned 
Kemenkeu akan otomatis terkirim 
melalui aplikasi Nadine sedangkan unruk 

eksternal Kemenkeu akan dikirimkan 
melalui sarana ekspedisi. 

--------- 
3 Jangka waktu pelayanan 14 (empat belas) hari kerja seiak disposisi 

Direktur APK diterima 
>---+---------------+----------------------------------------- 

4 Biaya/ tarif RpO,- -------------------------f 
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,---~-----------~~--------- ---- - ---- ------~ 
No. Kornponen 

f---+--------------------j f-------------- --- -- - ---- -- -- - 

5 Produk pelayanan 1. Penetapan/ pemutakniran akun melalui 
Nota Dirias /Bura. 

2. Pemutakhiran Akun 3agaI1 
Standar 

Akun 
Kepairjen 

Perbendaharaa-: 
3. Permintaan setuo akun -Jaaa sistem IT/ 

aplikasi terkait 
r---+------------------------ ----- ----------- 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan m asuxan atas lavar.an 
saran, dan masukan disampaikan melalui kanai berupa: 

1. Layanar; Asu.raei dan Pengaduan Online 
Rakvs -- IT f. pr>c.>f' WWW lano 'd _ ~ j :; __ ,_,__,-~_ ,._,,_''-·,· • r.go.1 

2. Whist?-er.,lowi1-1J System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusa: Kontak T_,.s_yane.!l ~:e:r.:icnkeu PRIME: 
Jalan Dr. ·wahidir. Raya No l .Iakarta 
Pusat 10710 Telo: 134 d an email: 
kemenk.c;u.pri:r:1.e@kcmenkeu.go.id 

4. Kotak sarany kotak pengaduan, SMS, 
portal pengadua-. SL?.~--~ --Du 
https: //pengaduandjpb. kemenkeu.go.id, 
HAI DJP½ https: //hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka. secara langsung di 
Kantor Pusat D,JPb di q lamr1t Gedung 
Prijadi Praptosuha-djo II Lt.1, .Ja'an 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan diinternal organisasi meliputi: 

No. Komponen 

1. PMK 2 13/F-MK.05/2016 tentang 
perubahan PMK 2 13/PMK.05/2013 
tentang S istemAkuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pernerintah Pusat; 

2. PMK yang mengatur mengenai sistern 
akuntansi pada BA K/L dan BA BUN 

3. PMK 214/PMK.05/2013 tentang Bagan 
AkunStandar; 

4. KEP 211/PB/2018 tentang Kodefikasi 
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; 

5. KEP 205/PB/2021 tentang 
Pemutakhiran Kodefikasi ,-3egmen Akun 
pada Bagan Akun Standar. 

f-----1----------------------j f------------------ ----------------- - 

2 Sarana dan prasarana, 1. Komputer (PC/ Laptop) 
I dan/ ataufasilitas 2. Aplikasi Nadine (anm. persuratan] 

3. Printer, Scanner 
f-----1----------------------j f----------------------·------------------------- 

3 Kompetensi pelaksana 1. Memahami peraturan mengenai 

1 Dasar hukum 

bagan 
akun s tandar ds.n peraturan lair; yang 
terkait, 

2. Mampu 
komputer. 

'----'---1 ~3_. _M_e_m __ i_h_k_j k~~~k~n~~~-----~e_tej_i_~~~~ ~ 

mengoperasikan aplikasi 
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,-----,-----------------,---------------- - --- - - - -- -----­ 
_,... --. 

-. - ~-c._ .... No. Komponen 

tanggung jawao, 

4 Pengawasan internal 1. Direktur P_PK 

2. Kasubdit Sistem Akuritansi 
3. Kasi Pengelola an BAS 

5 J umlah pelaksana Minimal 1 orang pelaksana 
6 ' J aminan pelayanan 

7 i Jaminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

Proses penerbitan surat./Nl) /perc.tur2-11 
lainnya a tas penambahan akun/ perubahan 
uraian akun dilakukan berdasarkan SOP 
dan norma waktu ya:;1g telah ditetapk&n. 

1. Penggunaan sistern 
terproteksi dan 
penyalahgunaan data. 

2. Dokurnentasi arsip da ta secara elektronik 

aolikasi 
mmim 

vane J b 

risiko 

yang lebih tcrkcntrol berdasarkan 
tahapan penanggungjawacnya. 

3. Tersediannya alat oernadam ke bakaran 
yang mernadai dan mimm risiko atas 
bencana serta a danya jalur evakuasi yang 
mudah dipanami. 

4. Terdapat petugas kearr.anan yang 
standby berjaga selama jam layanan. 

-- 
8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 

secara hierarkis saat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana hingga 
Direktur APK (dalam hal penyelesaian 
pekerjaan dilakukan sampai dengan Ieve 

Direktur APK). 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, rnenghasilkan 
Nilai K inerja Pegawai (NKP). Setiap 

semester dilalcukan evarua.aiy perrile.ian 

terhadap Kontrak Kinerja yang 
I menghasilkan Canaian Kinerja Pegawai 

I (CK~, 
~----~--------------------------------- ------ 

f. Layanan Permintaan/ Penyusunan Kebijakan Akuntansi 

1) Kornponen Standar Pelayanan yang terkait dengar; proses penvarapaian 
pelayananrneliputi: 

No. Kornponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Penyusunan kebijakan / sistern akuntansi 
berdasarkan hasil kajian 

2. Pen yusunan k ebijakan/ sistern akuntansi 
berdasarkan nermintaaan '---"- C _":!:... .!._ pv.1.L .!.. _ L- Gt..a...1..1. 

f 
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~-~-----------~-------- - ----- - - -- - -- --- -- 
No. Komponen 

f---t----------------t---------------------- - 
2 Sistem, mekanisme dan 

prosedur 
1. Menyusun konsep kebijakan akuntar.si 

baik yang berasal oar: oermint: an 
maupur; dari hasil kajian 

2. Setelah u.~1af.:~: .. can .:--e'✓1 <A .:_:......_1. 

pembahasan, 
penetapan 
akuntansi 

selanjutnya dilakukan 
atas kebijakarr/ sistern 

3 J angka waktu pelayanan 
I 
I 
i 
I 

I 

Sesuai yang diatur dalam KEP- 
315/PB/2020tentang Standar Operasional 
Prosedur Direktorat 
Pelaporan Keuangan 

4 ! Biaya/tarif 
<----+--------------f-------------------------------- 

5 1 Produk pelayanan 

RpO,- 

Penetapan Surat/ No;a Dinasr Peraturan 
perundangan lainnya 

6 . Penanganan pengaduan, 
I 
I saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan 
disampaikan melarui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!): www.lapor.go.id 
2. Whistleblowi,.__g System Kemenkeu: 

https: / /wise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kernenkeu PRIME: 

Jalan Dr. Wahidir; Raya No 1 .Jakarta 
Pusat 10710 Tele: 134 clan email: 
kemenkeu. prime@k,:menk:eu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPAj\:lJU 
https: / /pengaduandjpb. kemenkeu.go.id, 
HAI DJPb https: / /hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II Lt.1, ,J::,\,u1 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan uroses pengelolaan 
pelayanan diinternal organisasi meliputi: 
.---~------------,,----------------------- - 

No. Komponen Uraian 
1. PP 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

2. PMK 215/PMK.05/20l6 tentang 
perubahan PMK 213/PMK.05/20:3 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat. 

3. PMK ~34/PMK.05/2020 tentang 
perubahan PMK 2'.25 / PMK.05 J 20 l <J 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Pusat. 

4. PMK yang mengatur mengenai sistern 
akuntansi pada BA 1:./L dan_BA BUir.__ 

f---+---------------jc------- 
1. Komputer (PC/Laptop) 
2. Aplikasi Nadine (administrasi persuratan] 

r' 

1 Dasar hukum 

2 Sarana dan prasarana, 

clan/ ataufasilitas 
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~-~----------------,------------- - --- -- 
No. 

i-------t---------------+-------------------------- 
Komponen 

- - 

3. Printer, Scanner 

3 Kompetensi pelaksana 1 J\ Iemah arni pers ,-, ,--~ !1 • ..:.VJ _ _ _ __ C-L ..... -'-A.._ 

kebijakan akuncansi dan X;ra·.::-1ra .. ~ LLL 

yang terkait 
2. Mampu mengoperasikan aplikasi 

kornputer 
3. Memiliki ketekunan, 

1 
tanggung 

i 
I jawab 

i--------,-----------------+-----------------------------------J 

4 1 Pengawasan internal 1. Direktur APK 
I 
I 
I 

ketelitian, 

I 

2. Kasubdit Sistern Ak1.,,1 __ rite .. r.si 
3 K r l ' - ·• ""'~ . _ as1 .. mg -:up Stibcnt ::;, __ 

5 I Jumlah pelaksana Minimal 1 ( satu) orang petugas 
6 i J aminan pelayanan 

I 

I 
I 

7 
1 

J aminan k eamanan dan 
keselamatan pelayanan 

Proses penerbita .. ~,. 
perundangan lainnya atas kebijakan 
akuntansi dilakukan berdasarkan SOP d an 
norma waktu yang telah ditetapkan. 

1. Penggunaan srstern aplikasi 
terproteksi 

yang lebih 

dan 

::;1--:.:ra-::/ ND/ peraturan 

rmrum risiko 
penyalahgunaan data. 

2. Dokumentasi arsrp data secara elektronik 
terkontrc! berdasarkan 

tahapanpenanggung-jawabnya. 
3. Tersediannya a lat pemadam kebakaran 

yang mernadai dan mimm risiko atas 
bencana serta a danya jalur evakuasi yang 
rnudah dipanami, 

4. Terdapat petugas kearnanan yang 
standby berjaga selama jam layanan. 

f--+---------------+----------- 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
secara hierarkis saat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Direktur P .. ':?:!~ l dclam hal 
penyelesaian pekerjaan dilakukan 
sampai dengan level Direktur APK). 

2. Masir.g-masing pegawai dilakukan 
penilaian k merja pegawai, menghasilkan 
Nilai K inerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi / uenilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 

I 
I (CKP). 

l__---'---------------~------------------------------------- ------------------- 

g. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 

pelayanan meliputi: 
dengan proses penyampaian 

LI N:....:....=.o:.._. j_l __ -=K=--=-o-=m~p"-'o'--n_e_n J.__ U_ra_i_a_n ~I r/ 
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1 Persyaratan 
- - - - - --- - - - 

1. Surat _-.s.T_lc._".tJ. -.L ----~ .. c._,,. .) "'· :., ~ 

2. Lampiran surat n1Est.:_:r.,,_ (ci,a ada, 
Sistem, mekanisme dan 1. Resepsionis menerrma G&Q .nerneriksa 1 

prosedur kelengkapan sura; ?ermononan, 
Inforrnasi pub..k dar. oemo :c_1 

2. Petugas TU melakukan proses digrtaiisasi I 
dokurnen su:r?.t Pc:~:-:-._c:r.c:: a ...... _ In.ormasi 
publik dan E1~n_g1_1p!oac. rv::i2"l1 9.plike.~i 
Nadine 

3. Direktur mels kukan dis oosisi surat 1 

Perminraar. n-v-=., ·-~tfy.· ,:-:_,:..,s~ kepads. 
f----+-------------+- __ s_u_11'.)_d_it_. b_e_rk_ .. _e_n 2=2.n 1_r-::. t.1.1k <li -:-!y, da kl_3_njvti __ 

10 (sepuluh) hari kerja sejak permohorian 
1 

diterima 

2 

3 Jangka waktu 
pelavanan 

4 Biaya/tarif Rp0,- 
5 Produk pelayanan Surat .Jawaban 

Publik 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, dan 
masukan 

Pengaduan , sarar. dan macukan atac 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rak:,/2: 'LAPOR!)· 
www.lapor.go.id 

2. Ulhistleblowi>1g 3:Jsrern Kemenkeu 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenke-: 
PRIME: Jalan Dr. '\Alc1.hidin R2.:/2 1\fo 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 d an 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak sar an z kotak pengadian SMS 
portal oengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atat. tatap 
muka secara langsung di Kantor Pusat 1 

Dd Pb -· l ~k r, d p;·-~; d1 aramar ,_re, rung LJ :::i.CL 

Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan Lapangan 
Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 
pelayanan di internal orzarusasr meliputi: 
~~~--------'-'-----.--~------------------------- 

No. Komponen 

dengan proses perige lolaan 

Uraian 

1. Peraturan Menter! Keuangan tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian 1 

Keuangan , 
2. Peraturan Menteri K euangan tentang · 

Pedoman Layanan Informasi Publik di 
Lingkungan Kemente·~ian Keuang2.n 

3. Keputusan D;.rektvr .JendernJ 
Perbendaharaan ten tang Standar 
Operasional P:rosedur Direktorat. 
AkuP.~?X!Si d9D Pelaporan. _ ~-"1 .. .1a:.~_gar} _ ------------------+----- 

Meli put i: 
1. Meja 
2. Kursi 
3. Komputer 
4. Printer ,1/J 

L______J_----~----------------------------- vr 

1 Dasar hukum 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 
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No. Komponen 
5. Scanner 
6. Aplikasi komputer 

3 Kompetensi pelaksana 

4 Pengawasan internal 

1. Pangkat/ Golo a gar: 
Muda (II a). 

2. Pendidikan formal minimal SLTA atau 1 

sederajat. 
3. Memahami neraturan terkait dengan 

pelaksanaan tata persuratan 
4. Mampu mengoperasikan 

korrrou te :r. 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanggung jawab 1 

1. Direktur 
2. Kasubdit SAP 
3. Kasubbag TU 

aplikasi 

5 Jumlah pelaksana Minimal : 
1 (satu) orang petugas reseoeionist /front 
Office 
1 ( satu) orang petugas Pengelola Layanan 
Inforrnasi Publik 

6 J aminan pelayanan Proses Penatausahaan Surat masuk 
dilakukan berdaearkan SOP dan no rrna 
waktu yang telah ditetapkan 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. M enggunakar- aplikasi persuratar- 
Kementeria.r Keuangan yang terproteksi. 

2. Dokumeritasi arsrp secara elektrcnik, 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungj awabnya. 

3. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selarna jam layanan. 

4. Tersedia alat pernadam kebakcran yang 
memadai di ruang pelaye.nan. 

5. Desain bangurian telah dibuat mmim 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan, 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
saat proses pelaksanaai pekerjs.an 
berlangsung, yaitu oleh Kasubbag TU 
selaku atasan langsung pelaksana. 1 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, rnerighasilkan 
Nilai K inerja Pegawai (NKP). 

h. Layanan Pengelolaan Pengaduan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait c:,:c;n.gan proee s per.yamparan 

pelayanan meliputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Persyara tan 1. Surat/laporan Perigaduan 

2. Dokurnen pendulcung (bila ad2) 
-- 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Petugas TU/ Petugas Pengelola, 
prosedur Pengaduan menerima dan memeriksa 1 

kelengkapan suraJ: / L?.poran pengaduan 
dari peiapo:r f 
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~--------------------- -- ------- - ---- 

No. 1 Komponen 
2. P etugas ~::Je:-.cgeic::2. ?e_-_g.:=.-:· t.ar; merespor, 1 

dan mengkoniirrr.as. :i:{,:; :.El.c' a peiapcr 
untuk melengkaoi IE.'i::2. laporar. 
pengaduannya 1 

3. Petugas ~::Jen?c-:1012- Pengaduar. 
melakukan pros es .-:1~?;·•t9.li81::1.si '.:k1k1Jrr:i.e:n. 
surarj'Iaporan c cngadue r. d?.is·'.:"'~ 
aplikasi Nadine 

4. D irektur me.akukan 
suraty laporan :_:-,e.'1.gad"'JL1 
subdit/LO KI :,er.:<:=•~?.·?.n 
ditindaklaniuti 

3 Jangka waktu pelayanan 

disposisi 
k.':pc_:t=:-_ 
untu« 

5. Petugas Pengeloia 
menyarnpaikan 
perkembangan penyelesaian tindak 1 

lanjut pengaduan 2n8hil;::, diminxa 
Pelapor 

Pengaduan 

2 (dua) hari kerja sejak laooran ::e:,:,,g2.c'1-1.an. 
diterima 

>----+-------------+-----------------------------·-- -- 

4 Biaya/tarif 
5 i Produk pelayanan 

RpO,- 
Register Pengadus.n 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pcngaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan 1;1e!a11-...1i kana. 
beruoa: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Layanan Aspirasi dan 
Online Rakyat 
www.lapor.go.id 
Whistle"blmuing System ~<emen!<:l:'v · 
https: //wise.kemenkeu.go.id 
Pusat Kontak Layanan Kernenkei­ 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya Ne .. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 da n 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 
Kotak s aran Zkotak pengad'uan, SMS. 
ports.l pengad: . .ian SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atai; 
tatao muka secars. langsung di Kantor 

- I 
Pusat DJPb di ala.mat Gedung Prij ad: 
Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2-4. 

Pengaduan 
(LAPOR!): 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan oroses pengelolaan 
p 1 d' . t 1 r t· e ayanan 11n erna organisasi me 1p1..L1: ~-- 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraruran Menteri Keuangan Nornor 

118/PMK.01/2021 tentang Organisasi 
I 

dan Tata Kerja Kementerian Keu2_n~;2.n 
2. Peraturan Direktur .Jenderal ' 

I 

Perbendaharaan tentang tentang 
Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan 
Direktorat .Jenderal Perberidaharaan 

3. Keputusan Direktur .Jenderal 
Perbendaharaan Jentang Standa:i 

f 
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----------------------- --- ·--- - ----- 

1 
No. Komponen _, .... :...,._ , .... ·- --- 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Operasional Proseaur Dire.cto. c . 

Akuntansi d2.n Pe~apotE;-. Keuanga:::. __ 
Meliputi 
1. Meja 1 

2. Kursi 
3. Kornputer 
4. Prin ter 
5. Scanner 
6. Aplikasi komputer 

3 : Kompetensi pelaksana 
I 
I 

I 

I 
4 ! Pengawasan internal 

I 
I 

I 

1. ?angkat/ Golongan mmima: Penga..ur 
Muda (II/ a) 

2. Pendidikan formal minimal SLTA atai; 
sederajat 

3. Memahami peraturan terkait dengan 
pelaksanaan tata per suratan ' 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
korrrouter 

5. Memiliki ketekurian, ketelitian , 
kecermatan, dan tanggung jawab 

-------- 
1. Direktur 
2. !(as1 • .ibdit SAP 
3. Kasubbag TU 

5 I Jumlah pelaksana 

I 

i 

Minimal: 
1 (satu) orang petugas resensionist /front 
Office 
1 ( satu] orang petugas pengelola 
pengaduan 

6 J aminan pelayanan Proses Penatausahaan Surat masuk 
dilakukan berdasarkan SOP dan n orma 
waktu yang telah ditetapkan 

7 Jaminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Meriggunakan aplikasi pereurarar­ 
Kerr.enterian Keuangan dan saluran 
pengaduan yang terproteksi 

2. Dokurnentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya 

3. Terdapat petugas keamanan yang 
bcrjaga selama jam layanan 

4. Tersedia alat pernadam kebakaran 
yang m ernadai d]_ ruang pelayanan 1 

5. De sain bangunan reiah dibuat minim 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan 

>-----+--------------+-------------------------- 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana ' 
dilakukan saat proses pelaksanaan 
~Jeker~~aEn berlangsung, vaitu oleh 
Kasubbag TU selaku atasan langsung 

1 

pelaksana 
2. Masing-rnasing 

penilaian 
menghasilkan 
(NKP) 

pegawai dilakukan 
kinerja 

Ni18.i Kineria 
pegawai 
Pegawa: , 

f 
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1. Layanan Penatausahaan Surat Masuk 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan nroses oenyampa.an 

pelayanan meliputi: 
No. Komporien Uraian .. 

- ---- - 

1 Persyaratan 1. Surat masuk 
2. Lampiran sura; rr.asuk CcJ2. ada .. ) 

' 
3. Lampiran ADK (bila a da) I 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Resepsionis menerima dan. memeriksz .. 
prosedur kelengkapan surat masuk dari 

stakehol ers 
2. Petugas TU melakukan proses digitalisasi 1 

dokumen surat masuk dan mengupload 
d 1 lik . N .. aiam apu cast aorne 

3. Direktur rnelakukan disposisi surat 
1 

masuk kepada subdit berkenaan untuk 
ditindaklanjuti 

.... --- ------ -- - 
3 J angka waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja sejak d okurnen diter: m3 

4 Biaya/tarif RpO,- I 

5 Produk pelayanan Dokumen surat masuk terin pv .. t dalarn r1 . N ,. ap 1Kas1 _ c,c .. me 
6 Penanganan pengaduan, Pengaduari, saran dan masukan atas 

saran, da n masukan layanan disampaikan melal: __ :_i k2.~ a: berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakvat 11:.-APOR1'· 

www.la2or.go.id 
2. Ulhistleblowing System Kemenkeu: 

htt2s: L Lwise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kor.tak Laya .. ~:.an Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. \fl/ahidin Raya ~.-: 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu. go .id 

4. Kotak saran/kotak pengaduari, SMS. 
portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandjQb. 
kemenkeu. go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatao muka sec2r:c l2 .. ng<::1_~11g di Kanter 
Pusat DJPb di alamat Gedung Prijsd: 
Praptosuhardjo II Lt. l, Jalan Lapangan 
Banteng T imur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelclaan 
p 1 d" . t 1 l" f e ayanan 11n erna orgamsasi me ipu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan ten tan. 

Organisasi dan Tata Kerja Kementeria 
Keuangan 

2. Peraturan Menteri Keuangan tentan - 
Pedornan Tata Naskah Din.as di 
Lingkungan Kernenterian Keuangan 

3. Keputusan Direktur .Ienderal 
Perbendaharaan tentang Standa 
Operasional Proscdur Direktorat 
Akuntansi da!l. Pelaporn.:r. Keuc:I7ga:i .. 

g, 
nl 

o· 
,..., ' 

r 
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.------------------~----- ------ 

No. Komponen - 
-- G... :: _ 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi : 
1. Meja 
2. Kursi 
3. Kompu.cr 
4. Printer 
5. Scanner 
6. Aplikasi komputer 

3 Kompetensi pelaksana 

I 1-------+----------------+-------------------------------- 
4 Pengawasan internal 

1. Pangkat/ Golongar; min.mai Pengatur 
Muda (IT/ a) 

2. Perididikan formal minima. SLTA atau 
1 

sederajat 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

pelaksanaan tata persuratan 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 1 

kornouter 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecerrnatan, dan tanggung jawab 

1. Direktur 
2. Kasubdit SAP 
3. Kasubbag TU 
Minimal 
1 (satu) orang petugas resepsionist /front 
Office 

1-------+----------------+--l_(~s_a_t_u~1.)_orang petugas middle o ffice 
Proses Penate.usahaan Surat masuk 
dilakukan berdasarkan SOP dan norrna 
waktu yan.g telah ditetapkan 

5 

6 

Jumlah pelaksana 

J aminan pelayanan 
I 

7 J aminan k eamanan dan 
keselamatan p elayanan 

f----+----------------+------------ ------- -------- 
1 Evaluasi 
I pelaksana 

8 

1. Menggunakan aplikasi persuratan 
Kementerian Keuangan y8ng terproteksi 

2. Dokurr.eritasi arsrp secara elektronix, 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungj a wa bnva 

3. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan 

4. Tersedia alat pemadam kebakaran yang 1 

memadai di r uang pelayanan 
5. Desain bangurian telah dibuat rrnrum 

risiko dan ialur evakuasi telah 
disediakan 
Evalirasi pekerj aan pelakss.ne dilalcukeri 
saat proses pelaks.anaan pekerjaan 
berlangsung, vaitu oleh Kasubbag TU 
selaku atasan langsung pelaksana. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai. 
menghasilkan Nila.i Kinerja Pegaw3..: 
(NKP). 

kinerja 1. 

--------- ---- --- -r 
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7. Standar Pelayanan pada Direktorat Sistem ? ..:-_ -.J~~'"!..__,_s._i_s_ .. ::;_:·~- _::_:, -- ~ , ~'.:: ~, L---~--li 
. 1 t ierns ayanan, yai u: 

No. J enis Pelayanan I 

1 Pelayanan pembayaran Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintan 
Membayar (SPM) BPJS Kesehatan dan :?iha~< ~(et:..g~ ~E.i~::-iys_ Se sua. 
DIPA I 

2 Melakukan pencairan dana belanja Pensiun melalui PT Taspen (Perse+o) I 
dan PT Asabri (Persero) 

3 Pembayaran Pengembalian PFK Badan Penyelenggara 

4 Pembayaran Pengembalian Kesalahan z Kelebihan , Ketcrlanjuran I 

Setorari PFK Pegawai 
5 Pembayaran Pengembalian atas Beban SiLPA 

6 Pengawasan Pembayaran Common Expense melalui Platform 1 

Pembayaran Pemerintah 
---- ----------- - 

7 Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan 

8 Pelaksanaan Pembinaan, Monev dan Penyelesaian Permasalahan Proses 1 

Bisnis dan Sistem Perbendaharaan 

9 Coaching Clinic dalam rangka Pemberian Keterangan Saksi/ Ahli 

10 Kepada Pegawai/Mantan Pegawai DJPb yang diperiksa sebagai saksi 
oleh APH 

a. Pelayanan Pembayaran Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Membayar 
(8PM) BPJS Kesehatan dan Pihak Ketiga Lainnya Sesuai DIPA 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampa.an 

1 l' t' oe avanan me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan 1. Surat t agihan 

2. Kuitansi 
3. SPTJM 
4. Dokumen pendukung lainnya 

2 Sistem, mekanisme dan 1. Kasubdit mendisposiei surat tagihan 
1 

prosedur 2. K2-si Pembayaran .Jarninan 
I 

Kesehatan merneriksa berkas 
tagihan, dan mendisposisi ke 
palaksana I ,., 
Pelaksana memeriksa dan : J. 

menginpu; tagihan 
4_ Kepala seksi merneriksa da.n I 

menerbitkan SPP 
5. Kasubdit memeriksa dan 

menerbitkan SPM 
6. Pelaksana menyampaikan SPM ke . 

KPPN 
3 J angka waktu pelayanan 5 (lima) hari kerjc. 
4 Biaya/tarif Rp0,- ' 
5 I Produk pelavanan 8PM 
6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan rnasukan atas 1 

saran, da n masukan layanan disampaikan melalui kanai 
berupa: 

I 1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan I 

I Online Rakyat (LAPOR!): 1 

I www.la129r.go.id ___________________ 
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---------------------------- --·- --· - - ~- - 

No .. Komponen ..-. . r ,,.. 
........ __. __ <...., __ - 

2. w-hisrleblowi:-L9 Sys .ei r, Kemei.ke ..... · 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

,..., DJ: usat Kontak T av~ ...... ,,,-- - 'e·-ne,.., ----- 0. _ l., Ld..:),,_ L.J -.1 o...:..1c .. 1_ JJ.."=-. 1.._.l .11.._-<....c L,_ 

PRIME: Jalan :J:. Wahidir, "R.a~? 
~o. ::. .Jakar;a ?-l.:.sat i071J i'ei;: 
l 011 _-.), 

kernenkeu. p:-ime@kernenke·:..,-.,__ go. id. 
4- ~-.::o cak sara-: /!<:0t:;:, l>:: p,~~1g301..:-_,:c ~_ 

S~,-'1S portal pengaduan SI?Al'JDG 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id. ~-{AI nJP'::.1 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, ata; 
tatap muka secara langsung di 1 

Kantor Pusat D,_JP·o di alarnat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt. l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
l a· . t 1 r .._. pe ayanan 11n erna orgarusasi me 1p1.-1L1: 

No. I Komponen Uraian I 
1 i Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah 

2. Peraturan Presiden 
3. Peraturan Menteri Keuangan ! 

4. Peraturan Direktur .Jenderal 
I I 

! Perbendaharaan 
2 Sarana dan prasaran, 1. Kornputer 

dan/ atau fasilitas 2. Laptop 
,..., 

Printer 
I 

0. 

4. Scanner 
3 I Kompetisi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal I 

Pengatur Muda (H/ a); 
2. Pendidikan formal minimal SLTA 

atau sederajat; 
,..., 

Mernahami peraturan terkait dengan 0. 

pelaksanaan pernbayaran APBN 
I 4. Mampu mengcpera.sikan aplikasi 
I kornputer I 

I 5. Mernilik; ketekunan, ketelitian, 
I 
I kecerrnatan dan tang_guLgjav;rab. _____ 

4 1 Pengawasan internal 1. Kasubd it 
2. Kep21.2. Seksi atass ::i Iangsung 

I 
pelaksana 

,..., 
UKI I 0. 

5 ! Jumlah pelaksana 3 [tiga] 
6 ! J aminan pelayanan I Proses cenerbitan SPM sesuai dengan 

peraturan yang berla ku 
-- 

7 [ J aminan keamanan dan 1. Peaggunaan sistem aplikasi yang 
i keselamatan pelayanan terproteksi 

I 2. Dokumentasi arsip secara elektronik 

I dengan cara SPl'.f. diupload di 

l anlikasi SP.1\_N 
----- 

8 I Evaluasi kinerja pelaksana l. Evaluasi pekerjaan pe laksana 
I dilakukan secara hierarkis s aat 
i oroeee pelaksanaan pekerjaan I 
I r erIanzstmz vaiti: )1eh '"'""p:t1~ Seks: U __ L,,_..._ r-, h' 1..-L. l_ _ ..:.,.-.,.,, .:: ..... ~ .._) ..:..J.~ 
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----------------------- - - - - 
~--~~-~ -~--- l. L~S::-.i .... _ ... l ~ 

~~e-~----.0 =.~ ... l \c s..s __ 
- ..... - , __ ...... __ _._ -· - ...__ 1 _s:5. __ 

'QF;/<>···,...a,,., _;•·,,..., ,,-·-<r•~ sarrroai '1e..---~r-·- - ..._,, .L~\.-1 .. c... _.,.. L __ J..a. __ \.,.,_..,_c_..__ . .:.!.- ~J U ...... ~,G.- _ 

.eve. ~(a.sv.,::>c..:. ~, 

[2. M 2 . .., ~~-- ~-=--- a.S~~1.? 

I 
I 
i 
' 
I 

~Je~~ _ 12_ at:_ _7 r-.l.c•A,?.. ;Jcg::_,,._ .. 21_. __ 
·:11 ~- ... a1-,a._s~-·1-r-, T\,T:1.,..,,: K~·r=~-'tr Pes•---\1\7..--,.· -" -· --~::-- - ~.L::,_. ,.c ...... __ Jo ,'.· "'- c.'. 

IN:z~ '3r:b'::.P s:"::':1."::s-F;'." c: ilakt skar. 
""v!:>1 ,r-"'·•/·•p,-r,:·,...;r-.,..._ ter.: acian ··-·o·•---'"r--· · 1....,.~- _.....,._ ..... .-t..-- ~-_., __ ..: .... .:::....1.c:....1...:.. L _..i.e... a1....1 !.lo.. _ll b.. .!:"'._ 

Ki:!.1.e(2. yg::,,g r:le:'1?.:h':?.<:Jkan. Capaian 

~------------------:-~_L~t~:j:-; Peg&. -,..-.:::.·~ _ _,;-:_f-5--'. _. _ 

b. Melakukan pencairan dana belanja Pen siun melalu: ?I Taspen (P~_-se"'.'"0; ct:?.n 
PT Asabri (Persero) 
1) Kornponen Standar Pelayanan yang terks.it cie:n_g.?.Yl proses penyampais.n 

pelayanan rneliputi: 
---"--------"'---------~------ ----- -- - 

No. I Kornponen Uraian 
1 ! Persyaratan 11. Nama dan Nornor RP1:<::e11irg vans; ' 

telah dibuka untuk menampung ! 

dari KPA BUN 

[2. Surat Permohorian pencairan dana 

1

1 belanja pensior, aat1/ atau 

1 
perrnohonan pembayaran 1 

kontrirrusi APBN daiam pendanaan 
bersarna penyesuaian pension eks 
PNS Kemenrrub pada :Jada .PT K..A1 1 

kepada KPA BUN dengan format 

dan kelengkapan c1ol-::u.men sestia: 
dengan Peraturan Direkrur 
Jenderal Perberidaharaan tentang 
Tata Cara Pencairan dan 
Pertanggungjawaban beianja iana 

pensrun. 
3. Data pendukurig lainnya. 

!------------------+--------------· ---------------~---------- 
dan 1. Petugas pada Seksi Pembayaran 

Pensiun menerima pengajuan dart 
PT Taspen dan PT Asabri terkait 
ocrrnohorian p errcairan dana 

belanja cer.s.cn da.r:/ 2.t2.1.:'. 

permohonan pernbayaran 
kontribusi A?B1,f cialarn oendanaan 
bersarna penyesuaian pension eks 
~::iNs Kemenhub p2.c.a pada PT KA1 

~-cepacia KPA 3 Lfi,) 

2. ?PK ~.elakukan pengu
0
11an atas 

perrnohonan p encai b.n dancL yang 
diaJukan oleh PT' Taspen dar,_ ?'f 
Asabri 

3. PPSPM rr.elakukan pengu.Ji.a~ SPP 

L_ ~ __ L_S_d __ a n __ l_a_~_pi::-~~-:nya:. f 

2 1 Sistern, rnekanisrne 

1 
prosedur 

I 
I 
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No. Korn· onen 
4. Dalam per.gujiar, 

syarat, 

SP~/-LS ~<:sc_3. _: - _--'. _: .::.~:~11s ·-:._-:._ -''°' ~ 

2 hari kerja setelah SP:?-_S ci:.ce~~::--~:::. 
dengan lengxap c.an oeriar 

f------------------'-------- -- --- ---- - ---- - 

Dalam rial pengujian .eiah r.:_e~1enuh1 
syarat, PPSPM menerbitkan 0.2.::. 
menyampai Ir~ ,- -::,; r ·-, I. - - - r '/·: .- ,, 

- Ll.l.l...:. 1. ..... '!i.. ....... l_ ·--'- -~- - _,J j.,_ I l.~\.., _J:::;.,~----a. £~..1.. - ..L \ 

'pa11'nc: rT1r1-t ') '1 ~- ·,,... , '0·t<-·,•- 
- b _c ,._ ..::;._ "'- --=--- - _\.__,. __ J :::-.... -•- ... -· ..:_. - 

j SPP- LS diterima denga: : engkap dan 
f----'--------------+i _b_e_n_a_r___ _ _ 

4 , RpO,- 

3 J angka waktu pelayanan 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduari, saran dan masr kar- "?.ta~ I 

I saran, dan masukan I layanan c.iS:Cl':"".'.p2.:1:::,:::~ :n,:'~:-:::)1Ji kau.. 
berupa: 
1. Layanan Asnirasi dan Pengaduan 

- I 

Online Rakyat (LAPOR'\ 
www.lapor.go.id 

2. Whistl?-b!o11_,inf; Susterr. 
Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kcr.1.:=-:..--ik~~-1. 
PRIME: Jalan Dr. VJ'ahidin R aya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp- 
134 d an email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu. go. i 
d 

4. Kctax saran/kotak per.gaduan, 
SMS, portal pengaduar.. SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, 
atau tatap muka secara langsung 
di Kantor Pusat D,JPb di r.1!2,~--=-"~Lt 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banter g 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses -i;l':'-0..ge10l::Lc.n 
ela a nan di internal or anisasi meli uti: 
No., Uraian 

1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri 
tentang Tata Cara 

Keuangan 
Pencairan 

Anggars.n Pendapatar. dan Belari.s, 

Negara Bagian Atas Bebar; 

Anggaran Bendahara Umurn 
Negara Pada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara 

2. Peraturan Menteri 

mengenai Organisasi 
Keuangan 
dan Tata 

f 
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1 No. Komponen ~ .... ~------- 

Kerja Kantor Vertika. Direkrorat 
.Jenueral Peroer.ce r.araan. 

3. Peraturan 
tentar.g .--i"'ats. 

Penyediaan, 
Pertanggungjawaban L a::1& :3elc=~::-.._· s_ 
Pensiun yang Duaksanakan olen PT , 
Taspen (Persero) Dan r--'T Asabr; 

(Persero] 

1

4. Peraturan Menter: i:e:..:2.ngcx, 
tentang Penyediaa.i Dana Program 

I 

I 
Penyesuaian Pensiun i:ks Pegawai 
Negeri Sipil 
Perhubungan Pada PT 
Indonesia [Persero}; 

Kereta Ani 

,5. Peraturan Menter. Keua ... igan 
tentang Tata Cara Pernbayaran 1 

Perisiun yang Belum Dioayarkan; 
6. Per . uran Menter. Keuanga; 

tentang Biaya Operasional I 

Penyelenggaraan Pernbayaran 
Manfaat Pensiun yang 
Diiaksanakan olen FI' Taspen 1 

(Persero) dan PT Asabri (Persero, 
Direktur .rendera: 

Perbendaharaan tentang Tata Lara, 
Pencairan aan 
Pertanggungjawaban Dana Bclanja 
Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh 
PT Taspen (Persero] dan PT Asabri 

8. Pera tu ran Direktur .Jenderal 
Perbendanaraan mengeriai 
keten tuan teknis lainnya da'am 
pelaksanaan pembayaran nelanja 
pensron. 

2 I Sarana dan prasaran, 
I dan/ atau fasilitas 

1. Meja 

2. Kursi 
3. Kornputer 
4. Printer 
5. Scanner 
6. Aplikasi Kornputer 

3 ! Kompetisi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (E/ a) 

2. Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat 

3. Memahami peraturan terkait 
derigan peiaksanaan anggaran 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
1 

komnuter t 
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, No. Komponen 

4 i Pengawasan internal 
I 

' . xete _: -~-.&~- 

kece.rT1amn, dan tanggung jawao 

TCR 

2. Kepala Seksi Pernoayaran Pensiun 
1,3 Bagiar Kl Kantor P-· ~-t . .D -C ... J.l 0...J..L. i.... ..ii. Ll.~c... 

f--------------1f--.-_ -------------- -- -- -- 

1 

5 Jumlah pelaksana , Minimal 
I 

I - I 

I- 1 (satu) orang petugas Front Office 
J 

1 

1 (saru) orang _::>eL.J;:;as Middle Orfice 
!5, Jaminan pelayanan I Proses Pcncrbitan SPM Belanjs, 
1 J Pensiun dilakukan berdas> rkan SOP 

dan - orrna WP ktu yr ·:10· t.=-1- ·•r t - .11. - ......,_.n.._ C~- b ...,,., :::l. ...... 

! ditetat kan. 
7 Jaminan keamanan dan 

1

1. P e:1:3JllL~fHi s rs ern aolikas; ~·an6 
keselamatan pelayanan , terproteksi 

1

12. Se: _ _:~ a'isasi 

perbendaharaar; melalu; Finar.cia' 
! Management information Systems 

-, - c .. c.:.,a.L•:.!s::; 

(FMiS) dengar; s· stern backup dan 

Disaster Recovery Center (DRC) 1 

yang handal 
3. Dokumentasi arsrp secara 

elektronik, yang terkontrol I 

berdasarkan alur 
penanggungj awabnya 

4. Terdapat petugas keamanan yang 
1 

berjaga selama jam layanan 
5. Tersedia alat pernadam kebakara.; 

yang rnemadai di ruang pelayanan; 
6. Desain bangunan telah dibuat 

minim risiko dan jalur evakuaei 
! telah disediakan. 

8 i Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaar; 
berlangsung 

2. Masing-masing pegawai dilakukar; 
penilaian k inerja pegawai, 
menghasiikan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). 

'-----~-------------~---------------------------- 

c. Pembayaran Pengembalian PFK Badan Penyelenggara 
1) Komponen Standar Pelayanan yang ter.ca.c dengan 

pelayanan meliputi: 
preses penyampa.an 

No. Komponen Uraian 
1 I Persyaratan 

I 

1. SKP-PFK 
2. Ber:~2.s '!'a0ihan 

2 I Sistem, mekanisme 
I 

, prosedur 
dan 1. Kasubdit 

I tagi::-1an 
me:;:-1disposisi s"Ll.rat 

f 
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No. Komponen 

1

2. Xas~ ?PF_'.\,. 
ke er gkapan cerkas tagihan. i2.r_ 

I mer - .sposis: L-.c, oelaksans __ ..._ 1... ----\...} _ - __ ...._, .... C a.r ...... c_!._ct. 

.. -- """'.,.~ - V..iS.. .l.~ _-1 .. 

3. Pelaksana 12"!.e::"'f':':"il:5'?. k:'le"':::1ra•Y~."' 

berxas, keses.us.ian oerxas cag.na.; 
r'.en.~a-.., ':-::1, P ,')Fi..__ 

14. :?e:_a:-7:82_t12 rr.engmput data ke 

1

1

s. ;/e~p
12-~1~ e_·:~~k--cs::: __ 1~:·_ ::~ir 'I -k mb 1" 

-"- h.:ct. ~J - CJ'Jmen_:::sa _·_eac,_a_, 
1Je?.--\-:::_q · a:(.-Yl.9:.:_ 2~-~- -:.--_::·~_so::·,:--~~---- 

1 C:.8.t2- antara berkas tagihan dengan , 

I 
SKP ?FK. 

6. Ke-p?-1.8.. seksi ~e-;-i7etujui tagihar; 
I 

·::;adc1 2_'Jlik2s1 ~PAN d2T:. 
merierbitkan SPP. 

j7. Ka~1.11Jd!t merneriksa 1::i-=-rkg_s 
I -=zgt~1.::-_:::, menyetujr.i SPP pace, 
I aplika si 2P.t,,N dan menerbitkan 

I I SP!VL 
i Is. Pf:':12Ks::::i.:1.?.. menyampaikan SPM ke 
I 

1 ~{PPl\ dan mer atausabakan berkas. :---~---------------+--- --- ----- --- ------ ------ 
1 3 : Jangka waktu pelayanan 7 (tujuh' hari kerja sejak berkas 1 

I tagihan diterims .. C_:".ri Pihak Ketigs-. 
I'-- ----------------~s_e_c_Ex2 benar dan lengkap 
I 4 , Biaya/tarif RpO, - 
I 5 ! Produk pelayanan Penerbitan SPl\1 

Penyelenggara 
6 Penanganan pengaduan, 

i saran, dan masukan 

PFK 

Penga duan , ::-:2.r.? :1 c' ?.:'.1 mas. 1ka11. ::.t~s 
layanan disampaikan rnelalui kanal 1 

beruoa: - 
1. L ayanan Aspirasi da: .. Pengsd1_-_2_:n 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Hfhistre.blowing Systerr:. 
Kernenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 
Pus at Kontak Layanan Kern "'-:-il,-::::. 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
l\'c. 1 .Jakarra Pusat 1071C ,,...._':lp· 
134 d an email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go. i 
d 

4. K:--ta\;: saranz kotak oengaduan 
Sl\/!S., portal pengaduan SJPA.NDC 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DtJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, 
2.t2.11 tatao rnuka secara langsung 
rli Kantor Pnsc1.t D.JPb c h 8.!c.:.7.at 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo Li 
Lt. l, Jalan Lapangan Bante!'.l 
Timur No. 2-4. 

3. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang t.=:rl~2.i.t: der:.gan prTscs pePgelolac:.n ~ 
pelayanan di internal organisasi meliputi: ! 
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,---------------------.---- ---- - - - ---- 

No. : Komponen 
1 i Dasar hukum 1. Pe , turan ~\1encc:r 1 .veuanga,; 

1 

mengenai Dana 3~~:.ak _{e ~igE. 
2. Peraturan Menteri .euanzs - .. c~.. ._.._ct_ b..:; 

1 

mengenai Or ganisasi cic:_r --"':;: =~ 
t--------,-----------------+--K_-_e_r~ja_K_-_e_m e_n_t_e_r_1a~Keuangan _ 

\1e-j~~ 
Kursi 
Laptop/ Komputer 
Printer 
Scanner 

2 Sarana dan prasaran, 1. 
dan/ atau fasilitas 2. 

3. 
4. 

,5. 
I 
6. 
7. 

3 Kompetisi pelaksana 1. 

2. 

Aplikasi SPAN 
~---------------___,_ __ J_-_aringan Intranet _ 

Pangkat/ Golongan minimal 
1 

Pengatur Muda (II/ a) 
Pendidikan formal minimal SLTA 
atau sederajat 

J3_ Mernaharni rv-raturan -- 
dengan pelaksanaan pembayarar; 
/\PBN 

4. Mamou mengo oerasikan c.pliks.si 
kornputer 

: 5. Mernilik-i kctekunan, ketelit.an, 
.___~I k_::ecermatan, dan tanggvnq, _19JN8b. _ 

4 i Pengawasan internal 1. Kasubdit 1 

: 2. Kepala Seksi atasan lang'sun g 
pelaksana 

3. UKL 

terkait 1 

5 I Jumlah pelaksana 
6 ' J aminan pelayanan 

I 

Minimal 1 orang 

; 

Proses Penerbitan 8PM dilaksanakan 
sesuai dengan SOP dan k etentuan 
yang berlaku. 
1. Dokumentasi arsip secara 

elektronik dengan alur yang 
terko __ trol berdasarxan 
pertanggungjawabannya. I 

2. Per.ggunaan sistem aplikasi yang 
terorote ksi 

3. Tersedia alat pernadam kebakaran 
I 

yang rnemadai di :ruang pel~?:r!.?:~:- 1-------------------+-~- 
Evaluasi pekerjaan pela.ksana 
dilakukan secara hierarkis saar 
proses pelaksanaan pekerjaan , 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung oelaksana 
hmgga Kasubdit (dalam hc:1J 

i:ienyelesaian pekerjaan dilakukar. 
sarnpai dengan level Kasubdit) 
Masing-rnasing pegawai dilakukan 
penilaian kinerj a_ pegawai. 
:T.-.eTI~hasilkan Nilai Kinerja Pegawa __ -_ 
(NKPJ. Setiap semester d::_\9_~-<.::1_1_1=<::an 
evaluasi / penilaian terhadap 
Kontrak Kinerja varig menghasilkan 

'----------------------+ __ r __ ;_a_paian Kinerja Peeawai (CKP). fJ 

7 1 J aminan keamanan dan 
i keselamatan pelayanan 

I 8 1 Evaluasi kinerja pelaksana 1. 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
2. 

I 
I 

I 

I 
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d. Pembayaran Pengembalian Kesalahan/Kele::-·:'.haL/Kece:-laLj"L'.~-a~., : ='·i:c:-2. -._ ::::FK 
Pegawai 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pro ses penyamps.ian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. s,-r,""j - D r---- ... ·- -1-,:,r-.y--. C: _....,.. . ""-,.....,;o':)Y-, d· .. '-'--Ll.L _ e_1LlTI.::-.:::1. ___ en-se.rr_. _ _:; __ ~c •• , .ar.1. 

Satker Kepada KPPN Mitre. Kerja 
2. Fotocc oy S:PM /Fotocopy b11 !-<···i setor 

' 
(BPN) 

3. Fotocopy b ukti kepemilikan rekening 
tui1....i_sr_ 

4. SKI:~PN 
5. SPTJM 
6. S-;..::_rs.': Perierusan dari KPPN kepada 

.__ --+ __ 1J __ i_t_. _s_. ~------ J 
d 1 T,( bdit - . . . - an ... -2.su IL mendisposisi surat c.ar. l 

lampirannya terkait perrnintaan i 
~;ie~lgc:rn. balian. 

2. Kasi P?FK dan PTGl7 :c:er,~e:~i_k~:2. I 
\::eler,g~·mpan berkas, dan ' 
mendisposisi ke pelaksana 

1

3. Pelaksana merneriksa kelengkapan : 
berk=s, kesesuaian berkas, dan ~ 
ke benaran perhi tur.gan. 

4. Pelaksana men gin pvt data ke da! arn 
aplikasi SPAN. 

5. ~{epala seksi memeriksa kernbali 
berkas tagihan dan mencocokkan I 
data antara berkas dengan data 
input pada aplikasi SPAN. '. 

6. Kep?..1.8 seks: menyetujui tagihan , 
9ad2. aplikasi SPA.N dan menerbitker: 1 

SPP. 
7. Kasubdit memeriksa b erkas tagil.an 

rnenyetujui SPP pada aplikasi SPAN l 
dan menerbitkan SPY!. 

8. Pela kearia rnenyarrrpaikan SPJ\f k e 1 

KPPN dan menatausahaKan bericis. 
'---3--. J_a_n_g_k_a_w_a_k_t_u_p_e-la_y_a_n_a_n_-+--7-(tu..jvJ1) hari kerja ~t::jak berkas ' 

: tagihan diterirr.a dari Pil:-:.:1.k Kc-tig.s .. 
secara henar dan 1eE;·k,:J2 

f---~---------------,-1-- ------ ------- 

4 Bia a /tarif IR 0,- 

2 · Sistem, mekanisme 
prosedur 

5 1 Produk pelayanan 

6 'Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Per..L2~ac,.ua11: s:~_::--2.n C'_?..~ n~a.cr . .1h::ar1 ::_t?..f, 

layar..an di~axr.paik:::r: ; -:nelalui kanal 
be:i.--1102.: 
1. !...::.:<1:i:an A~pirs.si c!qr:. 

Or.. line Rakvar 
www.lapor.go.id 
Wh.1stleblo·1.u·in..0 S ysiern KemeEkeu: 
ht!ps: //wise.kemenkeu.go.id 

Per gaa- F.:-~ 
(LAPOR!): 

2. 

f 
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No. 
------------------ 

Korn· onen '· - - .......__...,__ .... 
,, 
0. _ ·· ~r:1e __ ( :-1.._ 

ker.ienzeu. p.· ... -:.e .·} ...::::::/.e~ Ket: .. 1=,L .... - . 

4. Kctak s2.::-2.:'.1./ko'.:2.~ p"'ngac .. :,.2.0, , 

~1\18 p'.Jc::>'. :-,,.,.-~~ga.c.:-r-_-- c- u_~ ~, _ ,C 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, _~ __ '1,. ... [._., ;·'=; 
https: //hai.kemenkeu.go.id, 8.tfe 
:at9.ti m1.1.k2 s:"c2,~·.c. l?.. ~gs:~:-:g cti 

,... ·--- 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo n 
Lt.L, .Jalan Lapansan bac:c-~_~·: 
Timur No. 2-<';-. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Jri:::.-ses per.oe+olaan 
pelayanan di internal organisasi melipl.·ti: _ 

I No. Komponen I Ura.!'o::" 
I 1 Dasar hukum 1. Pc18.tL:ra:1 Menteri Keuangan 

mengenai Dana Fihak Ketiga 
2. Pcra.uran Men teri !{i:1 

.. 1.?.1,~r.r 1 

mengenai Organisasi dan Tata _,(faj a , 
I Kementerian Kcuangan · 
1. I\/Teja 
2. Ker-<:i 
3 T..,29+.~p/Romp1.,(ter 

2 Sarana dan prasaran, 
clan/ atau fasilitas 

4. Prin ter 
5. Scanner 
6. Aplikasi SPA1\J 
7. Jaringan Intranet 

3 Kompetisi pelaksana 1. 
I 
I 2. 
I 

I 

I 3. 
I 

I 

I 4. 
I 

Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a) 
Pendidikan formal minimal SLTA 1 

atau sederajat 
Mernahami peraturan terkait dengan 
pelaksanaar. '.)f:'mbayaran APB:.,f 
Mampu mengopere.sikan aplikasi 
kom:n .. rter 

5. Merrriliki ketekunan, ke te litrari , 
- , . b 
.
1.ecer-:::1atan., aa.n tangg .. u-:.g _:mva .. 

4 Pengawasan internal 
I 

1. :K:a s bdi t 
2. !{enai2 Seksi 

peiaksana 
3. UKI. 

atasan langsung 

------------------+-,-------------------- - - --------·-··---- 
Minimal 1 orang 5 1 Jumlah pelaksana 

6 J aminan pelayanan Proses Penerbitan SPM dilaksanakan 
sesuai dengan SOP dan ketentuan y:;1_:viz 
berlakn 

f 
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No. Komponen Uraian 
7 Jaminan k eamanan dan 1. Dokumentasi arsip secara elektronik 

keselamatan pelayanan dengan alur yang terkontrol 
berdasarkan 
pertanggungjawabannya. 

2. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Kasubdit (dalam hal penyelesaian 
pekerjaan dilakukan sampai dengan 
level Kasubdit) 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

e. Pembayaran Pengembalian atas Behan SiLPA 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 

oelayanan meliputi: 
dengan proses penyampaian 

No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

1. Surat Permintaan Pengembalian 
PNBP atas Behan SAL dari KPA 
SKKSPN 
SKTB 
Fotocopy BPN / SPM 
Fotocopy Bukti Rekening Tujuan 
SPTJM 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

dan 1. Kasubdit mendisposisi surat dan 
lampirannya terkait permintaan 
pengem balian. 

2. Kasi PPFK clan PTG R memeriksa 
kelengkapan berkas, dan 
mendisposisi ke pelaksana. 

3. Pelaksana memeriksa kelengkapan 
berkas, kesesuaian berkas, dan 
kebenaran perhitungan. 

4. Pelaksana menginput data ke dalam 
aplikasi SPAN. 

5. Kepala seksi memeriksa kem bali 
berkas tagihan dan mencocokkan 
data a ntara berkas dengan data 
input pada aplikasi SPAN. 

6. Kepala seksi menyetujui tagihan 
pada aplikasi SPAN dan menerbitkan 
SPP. 



-201- 

No. Komponen Uraian 
7. Kasubdit memeriksa berkas tagihan, 

menyetujui SPP pada aplikasi SPAN 
dan menerbitkan SPM. 

8. Pelaksana menyampaikan SPM ke 
KPPN dan menatausahakan berkas. 

3 J angka waktu pelayanan 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas 
tagihan diterima dari Pihak Ketiga 
secara benar dan lengkap, 

4 Biaya/ tarif Rp0,- 
5 Produk pelayanan Penerbitan SPM Pengem balian PNBP 

atas Be ban SiLPA. 
6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 

saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.la2or.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
htt2s: L Lwise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. W ahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt2s: L L2engaduandj2b. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt2s: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.l, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d. . 1 . . r pe ayanan 11nterna oraamsasi me iputi: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Tata Cara Pembayaran 
Atas Transaksi Pengembalian 
Penerimaan Negara 

2. Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuanzan 

2 Sarana dan prasaran, 1. Meja 
dan/ atau fasilitas 2. Kursi 

3. Laptop/Komputer 
4. Printer 
5. Scanner 
6. Aplikasi SPAN 
7. J aringan Intranet 

3 Kompetisi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur Muda (II/ a) 

f 
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No. Komponen Uraian 
2. Pendidikan formal minimal SL T A 

atau sederajat 
3. Memahami peraturan terkait dengan 

pelaksanaan pembayaran APBN 
4. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer 
5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 

kecermatan, dan tanzzunz iawab. 
4 Pengawasan internal 1. Kasubdit 

2. Kepala Seksi atasan langsung 
pelaksana 

3. UKI 
5 Jumlah pelaksana Minimal 1 orang 
6 J aminan pelayanan Proses Penerbitan SPM dilaksanakan 

sesuai dengan SOP dan ketentuan yang 
berlaku. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
dengan alur yang terkontrol 
berdasarkan 
pertanggungjawabannya. 

2. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis s aat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi 
atasan langsung pelaksana hingga 
Kasubdit (dalam hal penyelesaian 
pekerjaan dilakukan sampai dengan 
level Kasubdit) 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap Kontrak 
Kinerja yang menghasilkan Capaian 
Kinerja Pegawai (CKP). 

f. Pengawasan Pembayaran Common Expense melalui Platform Pembayaran 
Pemerintah 
1) Komponen S tandar Pelayanan yang terkait dengan p roses penyampaian 

1 r pe ayanan me iputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Daftar gaji 
2. Tagihan PLN dan Telkom 

2 Sistem, mekanisme dan 1. SOP p ada PMK-204/PB.05/2020 
prosedur 

3 J anzka waktu pelayanan 1 hari kerja setelah data diterima 
4 Biaya/tarif Rp0,- 
5 Produk pelayanan Pengawasan Pembayaran Common 

Expense melalui Platform Pembayaran 
Pemerintah • ~ 
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6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran d an m asukan atas 
saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing S ystem Kemenkeu: 
https: / /wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 T elp: 
134 d an email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: / /pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d .. t 1 . . l' f pe ayanan 11n erna orgamsasi me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum PMK-204/PB.05/2020 
2 Sarana dan prasaran, 1. Aplikasi SAKTI 

dan/ atau fasilitas 2. Aplikasi SPAN 
3. Web Gaji 

3 Kompetisi pelaksana Tim Pengelola Platform Pembayaran 
Pemerintah (Adhoc) 

4 Pengawasan internal Sistem Monitoring PPP (Dashboard 
PPP) 

5 Jumlah pelaksana 17 Orang 
6 J aminan pelayanan Pelaksanaan pembayaran tepat waktu. 
7 J aminan k eamanan dan QA Itjend Kementerian Keuangan 

keselamatan pelayanan 
8 Evaluasi kinerja pelaksana Rekonsiliasi bulanan bersama Mitra 

PPP 
g. Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
1 r r oe ayanan me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan 1. Harmonisasi RPP / R-Perpres: 

a. Kajian atau Naskah Akademik 
RPP /R-Perpres 

b. Slide yang memuat sekurang- 
kurangnya hal-hal mengenai 
permasalahan, objek yang akan 
diatur, jangkauan, dan arah 
pengaturan RPP / RPerpres 

C. Kertas Kerja Pembahasan (KKP) 
/ Notulensi 

d. Daftar Inventaris Masalah (DIM) 
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No. Komponen Uraian 
e. Konsep nota dinas pengantar 

Direktur J enderal 
Perbendaharaan ke pada Menteri 
Keuangan 

f. Verbal 
g. Routing slip/kartu kendali 
h. Softcopy 
1. PP/ Perpres yng akan diubah 

(Khusus untuk RPP/RPerpres 
Perubahan) 

J. Matrik perbandingan antara PP 
dan/ atau Perpres yang akan 
diubah dengan RPP /RPerpres 
yang diusulkan (Khusus untuk 
RPP / RPerpres Peru bahan) 

2. Harmonisasi RPMK/RKMK 
Kebijakan: 
a. Kajian RPMK 
b. Slide yang memuat sekurang­ 

kurangnya hal- hal mengenai 
permasalahan, objek yang a kan 
diatur, j angkauan, dan arah 
pengaturan RPMK dan/ atau 
RKMK Kebijakan 

c. Kertas Kerja Pembahasan (KKP)/ 
Notulensi 

d. Daftar Inventaris Masalah (DIM) 
e. Konsep nota dinas pengantar 

Direktur J enderal 
Perbendaharaan kepada Menteri 
Keuangan 

f. Analisis Keterkaitan 
g. Surat Keterangan 
h. Draft Press Release 
1. Verbal 
J. Daftar (checklist) Persyaratan 

Penyampaian usulan RPMK 
dan/atau RKMK yang bersifat 
kebijakan 

k. S oftcopy 
1. PMK/ KMK yang akan diubah 

(Khusus untuk RPMK/RKMK 
Perubahan) 

m. Matrik perbandingan antara 
PMK dan/ atau KMK yang akan 
diubah dengan RPMK/RKMK 
yang diusulkan (Khusus untuk 
RPMK/RKMK Perubahan) 

3. Harmonisasi RPerdirjen/RKepdirjen 
Kebijakan: 
a. Kajian RPerdirjen 
b. Kertas Kerja Pembahasan (KKP) 

/ Notulensi 
c. Daftar Inventaris Masalah (DIM) r 
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No. Komponen Uraian 
d. Konsep nota dinas pengantar 

kepada Direktur J enderal 
Perbendaharaan 

e. Slide yang memuat sekurang­ 
kurangnya hal- hal mengenai 
permasalahan, objek yang akan 
diatur, jangkauan, dan arah 
pengaturan RPerdirjen dan/ atau 
RKepdirj en Ke bij akan 

f. Verbal 
g. Softcopy 
h. Perdirj e n/ Kepdirj e n yang akan 

diubah (Khusus untuk 
RPerdirj e n/ RKepdirj en 
Perubahan) 

1. Matrik perbandingan antara 
Perdirjen dan/ atau Kepdirjen 
yang akan diubah dengan 
RPerdirj en/ RKepdirj e n yang 
diusulkan (Khusus untuk 
RPerdirj e n/ RKepdirj e n 
Perubahan) 

4. Harmonisasi Rancangan SE: 
a. KKP / N otulensi 
b. verbal 
c. softcopy 
d. Surat Edaran yang akan diubah 

(Khusus untuk Rancangan Surat 
Edaran Perubahan) 

e. Matrik perbandingan antara 
Surat Edaran yang akan diubah 
dengan Rancangan Surat Edaran 
yang diusulkan (Khusus untuk 
Rancangan Surat Edaran 
Perubahan) 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan 1. Direktur Sistem Perbendaharaan 
mendisposisi dan memberikan 
arahan atas permohonan 
harmonisasi peraturan 
perbendaharaan; 

2. Kasubdit dan Kepala Seksi 
menerima arahan dan mendisposisi 
atas permohonan h armonisasi 
peraturan perbendaharaan; 

3. Petugas Subdit HPP menerima dan 
memeriksa kelengkapan dokumen 
serta ADK usulan h armonisasi 
peraturan perbendaharaan; 

4. Pelaksana, Kepala seksi, dan 
Kasubdit malakukan Analisis 
Keterkaitan, Standardisasi dan 
Sinkronisasi Peraturan dan Proses 
Bisnis dari Pemangku Kepentingan; 

5. Secara hierarkis membuat nota 
persetujuan pemrosesan lebih 
lanjut atas pengajuan peraturan; 
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No. Komponen Uraian 
6. Direktur menyetujui/ menolak 

usulan penetapan peraturan 
perbendaharaan. 

3 J angka waktu pelayanan 14 (empat belas) hari kerja sejak d ata 
dukung diterima secara lengkap 

4 Biaya/tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan 1. Nota Dinas Legal Drafting RPMK 

2. Surat Permohonan Harmonisasi 
RPMK 

3. Surat Permohonan Ijin RPMK 
Presiden 

4. Nota Persetujuan Penetapan 
RPP / RPerpres / RPMK/ RKMK/ RPer 
dirjen/SE 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan K emenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 T elp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 
pelayanan di internal organisasi meliputi: 

dengan proses pengelolaan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum Peraturan Direktur J enderal 

Perbendaharaan No.PER- 
22/PB/2016 tentang T ata Cara 
Pengajuan Rancangan Peraturan 
Pemerintah, Rancangan Peraturan 
Presiden, Rancangan Peraturan 
Menteri K euangan, Rancangan 
Keputusan Menteri Keuangan, 
Peraturan, Keputusan, dan Surat 
Edaran Direktur J enderal 
Perbendaharaan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan No.PER- 
46/PB/2016 
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No. Komponen Uraian 
2 Sarana dan prasaran, 

dan/ atau fasilitas 
1. Meja 
2. Kursi 
3. Komputer/Laptop 
4. Printer 
5. Scanner 
6. Aplikasi Komputer 

3 Kompetisi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 
Pengatur (II/ c); 

2. Pendidikan formal minimal D3 
atau sederajat; 

3. Memahami peraturan terkait 
dengan peraturan 
perbendaharaan; 

4. Mampu mengoperasikan aplikasi 
komputer; 

5. Memiliki ketekunan, ketelitian, 
kecermatan, dan tanggung jawab. 

4 Pengawasan internal 1. Kepala Subdirektorat; 
2. Kepala Seksi atasan langsung 

pelaksana; 
5 Jumlah pelaksana Minimal: 

1 ( satu) orang petugas Front Office 
3 (tiga) orang petugas Middle Office 

6 J aminan pelayanan Proses Harmonisasi Peraturan 
Perbendaharaan dilakukan 
berdasarkan SOP dan n orma waktu 
yang telah ditetapkan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Penggunaan sistem 
terproteksi; 

2. Dokumentasi 
elektronik, 
berdasarkan 
penanggungjawabnya; 

3. Terdapat petugas keamanan yang 
berjaga selama jam layanan; 

4. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai di ruang pelayanan; 

5. Desain bangunan telah dibuat 
minim risiko dan jalur evakuasi 
telah disediakan. 

aplikasi yang 

arsip 
yang 

secara 
terkontrol 

alur 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana 
dilakukan secara hierarkis saat 
proses pelaksanaan pekerjaan 
berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksana 
hingga Kepala Subdirektorat. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan N ilai Kinerj a 
Pegawai (NKP). Setiap triwulan 
dilakukan evaluasi / penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja 
Pegawai (CKP). 
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h. Pelaksanaan Pembinaan, Monev dan Penyelesaian Permasalahan Proses Bisnis 
dan Sistem Perbendaharaan 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. N ota Dinas 
tanggapan atas 
proses bisnis 
perbendaharaan; 

2. Nota Dinas terkait dengan 
penyesuaian atau pembaharuan 
proses bisnis dan sistem 
perbendaharaan; 

3. Surat Tugas Pembinaan dan 
Monev proses bisnis dan sistem 
perbendaharaan. 

Permohonan 
permaslahan 

dan sistem 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

dan Sesuai dengan SOP 
118/PMK.01/2021 
Organisasi dan 
Kementerian Keuangan 

Tata 

pada PMK 
tentang 

Kerja 

3 J angka waktu pelayanan 14 (empat belas) hari 

4 Biaya/tarif RpO,- 

5 Produk pelayanan 1. Laporan Hasil pembinaan dan 
monev 

2. Nota Dinas atau surat t anggapan 
permasalahan 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pu sat Kon tak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 T elp: 
134 d an email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan S IPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: //hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung P rijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d. . 1 . . l' t' pe ayanan 1 mterna oraamsasr me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. PMK 118/PMK.01/2021 tentang 

r 
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No. Komponen Uraian 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan 

2. Aturan teknis lainnya mengenai 
proses bisnis dan sistem 
perbendaharaan 

2 Sarana dan prasaran, 
dan/ atau fasilitas 

1. Link zoom (apabila dilaksanakan 
secara online); 

2. Bahan dan data yang diperlukan 
dalam penanganan proses bisnis 
dan sistem perbendaharaan; 

3. Surat Tugas dan dokumen 
perjalanan dinas lainnya (bila 
dilaksanakan secara offline). 

3 Kompetisi pelaksana Tim Pro biskum sesuai dengan 
penunjukan dalan Surat Tugas 

4 Pengawasan internal WAG, N ota Dinas 

5 Jumlah pelaksana 15 (lima belas) orang pegawai 

6 Jaminan pelayanan 1. Tetap telaksananya pekerjaan 
sesuai dengan proses bisnis dan 
sistem perbendaharaan yang 
ditetapkan; 

2. Terjaganya proses bisnis dan sistem 
perbendaharaan tetap handal dan 
aplikatif dalam meneyelesaikan 
permasalahan. 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
dengan alur yang terkontrol 
berdasarkan 
pertanggungjawabannya; 

2. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Laporan Hasil pembinaan dan 
monev 

2. Nota Dinas atau surat t anggapan 
permasalahan 

1. Coaching C linic dalam rangka Pemberian Keterangan Saksi/ Ahli 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 r r pe ayanan me ipu 1: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Panggilan dari penyidik; 
2. Nota Dinas Kantor Vertikal 

2 Sistem, mekanisme dan Sesuai dengan SOP pada PMK 
prosedur 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi 
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No. Komponen Uraian 

dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

3 J angka waktu pelayanan 7 (tujuh) hari 

4 Biaya/ tarif Rp0,- 

5 Produk pelayanan Materi pokok keuangan negara bagi 
calon saksi ataupun calon ahli suatu 
perkara 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: L Lwise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
https: L Lpengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb d i alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhard j o II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d. . 1 l' pe ayanan 11nterna orzamsasr me iputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. PMK 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan 

2. SE-46/PB/2016 

2 Sarana dan prasaran, 1. Link zoom (apabila dilaksanakan 
dan/ atau fasilitas secara online); 

2. Bahan dan data yang diperlukan 
dalam penanganan perkara; 

3. Surat Tugas dan dokumen 
perjalanan dinas lainnya (bila 
dilaksanakan secara offline). 

3 Kompetisi pelaksana Tim Pro biskum sesuai dengan 
penunjukannya 

4 Pengawasan internal WAG, Nota Dinas 

5 Jumlah pelaksana 15 (lima belas) orang pegawai 

6 Jaminan pelayanan Calon saksi dan ahli memahami tugas 
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No. Komponen Uraian 
dan tanggung jawab, serta batasan 
dalam memberikan kesaksian atau 
pernyataan. 

7 J aminan keamanan dan 1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
keselamatan pelayanan dengan alur yang terkontrol 

berdasarkan 
pertanggungjawabannya; 

2. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana Laporan Hasil Coaching Clinic. 

J. Kepada Pegawai/Mantan Pegawai DJPb yang diperiksa sebagai saksi oleh APH 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

1 l' t' pe ayanan me ipu 1: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Panggilan dari penyidik; 
2. Surat Permohonan Pemanggilan 

Saksi; 
3. Disposisi; 
4. Bahan data yang diperlukan untuk 

penanganan perkara hukum. 

2 Sistem, mekanisme dan Sesuai dengan SOP pada PMK 
prosedur 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

3 J angka waktu pelayanan 14 (empat belas) hari 

4 Biaya/tarif Rp0,- 

5 Produk pelayanan Surat Tugas Tim Pendampingan, 
Pelaksanaan Pendampingan Saksi, 
Laporan Pendampingan Saksi. 

6 Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan atas 
saran, dan masukan layanan disampaikan melalui kanal 

berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.la:gor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
htt:gs: L Lwise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 
1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 
dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan SIPANDU 
htt:gs: L L2engaduandj:gb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt:gs: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
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tatap muka secara langsung di 
Kantor Pu.sat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 a· · 1 r pe ayanan 1 mterna orgarusasi me iputi: 

No. Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. PMK l 18/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan 

2. SE-46/PB/2016 

2 Sarana dan prasaran, 1. Bahan dan data yang diperlukan 
dan/ atau fasilitas dalam penanganan perkara; 

2. Surat Tugas dan dokumen 
perjalanan dinas lainnya. 

3 Kompetisi pelaksana Tim Pendampingan Saksi dari 
Pro biskum s esuai dengan Surat Tugas 
yang ditunjuk 

4 P engawasan internal WAG, Nota Dinas 

5 Jumlah pelaksana 15 (lima belas) orang pegawai 

6 J aminan pelayanan Tercapainya kinerja maksimal S ubdit 
Probiskum dalam memberikan layanan 
pendampingan saksi kepada 
pegawai/ man tan pegawai Ditjen 
Perbendaharaan yang diperiksa sebagai 
saksi dalam s uatu perkara hukum. 

7 J aminan keamanan dan 1. Dokumentasi arsip secara elektronik 
keselamatan pelayanan dengan alur yang terkontrol 

berdasarkan 
pertanggungjawabannya; 

2. Penggunaan sistem aplikasi yang 
terproteksi; 

3. Tersedia alat pemadam kebakaran 
yang memadai. 

8 Evaluasi kinerja pelaksana Surat Tugas Tim Pendampingan, 
Pelaksanaan Pendampingan Saksi, 
Laporan Pendampingan Saksi. 
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8. Standar Pelayanan pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi 
Perbendaharaan meliputi 2 (dua) jenis layanan, yaitu: 

No. J enis Pelayanan 

1 Pengembangan Sistem Informasi 

2 Layanan Hai DJPb 

d. Pengembangan Sistem Informasi 
1) Komponen Standar Pelayanan 

pelavanan meliputi: 
yang terkait dengan proses penyampaian 

No. Komponen Uraian 
1 Persyaratan Pengajuan pengembangan system informasi 

dari Unit Eselon II pada kantor pusat atau 
vertikal, yang dilampiri dokumen 
Ke bu tuhan Penzzuna (User Requirement) 

2 Sistem, mekanisme 
dan prosedur 

10. Pemilik Proses Bisnis Bersama 
pengguna Menyusun dan 
mendokumentasikan kebutuhan 
pengguna 

11. Pengembang Sistem Informasi 
mengumpulkan, menganalisis, 
menyusun, dan mendokumentasikan 
spesifikasi kebutuhan bisnis dan system 
informasi 

12. Pengembang Sistem Informasi 
Menyusun, mendokumentasikan 
rancangan tingkat t inggi. 

13. Pengembang Sistem Informasi 
Menyusun dan mendokumentasikan 
rancangan rmci 

14. Tim Quality Assurance Menyusun 
rencana penjamman mutu 
pengembangan Sistem Informasi 

15. Tim Quality Assurance melaksanakan 
penjaminan mutu dalam pengembangan 
Sistem Informasi 

16. Pengembang Sistem Informasi 
melaksanakan pengembangan Sistem 
Informasi sesuai dengan rancangan rinci 
yang telah disetujui 

1 7. Pemilik Proses Bisnis s elama proses 
pengembangan Si stem Informasi 
memberikan masukan k epada 
Pengembangan Sistem l nformasi terkait 
pengembangan dan penyempurnaan 
Sistem Informasi. 

3 J angka waktu 
pelayanan 

Disesuikan dengan ruang 
pengembangan Sistem Informasi 

lingkup 

4 Biaya/ tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan Sistem Informasi 
6 Penanganan 

pengaduan, saran, 
dan masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal berupa: 
1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.laoor.go.id 
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No. Komponen Uraian 
2. Whistle blowing System Kemenkeu: 

httgs: L Lwise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 

PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 da n 
email: 
kemenkeu. prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, 
portal pengaduan SIPANDU 
htt:gs: L L:gengaduandj:gb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
htt:gs: L Lhai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di Kantor 
Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi 
Praptosuhardjo II Lt.1, Jalan Lapangan 
Banteng Timur No. 2-4. 

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait 
pelavanan di internal orgamsasi meliputi: 

dengan proses pengelolaan 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 5. PMK Nomor 164/PMK.01/2021 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Kementerian Keuangan. 

6. PMK 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan. 

7. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-26 tahun 
2019 ten tang Pedoman Pengembangan 
Sistem Informasi di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

2 Sarana 
prasarana, 
fasilitas 

dan 
dan/atau 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi komputer 

3 Kompetensi 
pelaksana 

6. Pangkat/ Golongan minimal Pengatur 
(11/ c); 

7. Pendidikan formal minimal DIII; 
8. Memahami peraturan terkait dengan 

ketatalaksanaan; 
9. Mampu mengoperasikan aplikasi 

komputer; 
10. Memiliki ketentuan, kenelitian, 

kecermatan, da n tanzguna iawab. 
4 Pengawasan internal 1. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi 

Perbendaharaan; 
2. Kepala Subdirektorat pengembang 

sistem informasi 
3. Kepala Seksi atasan langsung pelaksana; 

Disesuaikan dengan lingkup pe ngembangan 
Sistem Informasi ,J, '----------'-----~------, 

5 Jumlah pelaksana 
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No. Komponen Uraian 
6 J aminan pelayanan Proses pengembangan Sistem Informasi 

sesuai dengan dokumen Rancangan Rinci 
pengembangan Sistem Informasi 

7 J aminan keamanan 6. 
dan keselamatan 
pelayanan 

Dokumentasi arsip secara elektronik 
yang terkontrol berdasarkan alur 
penanggungjawabnya; 

7. Terdapat petugas keamanan yang berjaga 
selamajam layanan; 

8. Tersedia a lat pemadam ke bakaran yang 
memadai di ruang kerja; 

9. Desain bangunan telah dibuat mirum 
risiko dan jalur evakuasi telah 
disediakan. 

8 Evaluasi 
pelaksana 

kinerja 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan 
secara hierarkis saat proses pelaksanaan 
pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala 
Seksi atasan langsung pelaksanaan 
hingga Direktur Sistem Informasi dan 
Teknologi Perbendaharaan. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian k inerja pegawai, menghasilkan 
Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap 
semester dilakukan evaluasi/penilaian 
terhadap Kontrak Kinerja yang 
menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai 
(CKP). 

e. Layanan HAI DJPb 
7) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan meliputi: 
No. Komponen Uraian 

1 Persyaratan 1. Untuk saluran layanan Call Center, 
maka penyarnpaian pelayanan 
dilakukan melalui Call Center 14090 
pada jam layanan 08.00 sd 16.00 
WIB. 

2. Untuk saluran layanan Web-Chat, 
maka penyampaian pelayanan 
dilakukan melalui Portal HAI-DJPb 
pada jam layanan 08.00 sd 16.00 
WIB. 

3. Untuk saluran layanan Surat 
Elektronik/ Portal HAI-DJPb, maka 
penyampaian pelayanan dilakukan 
melalui hai.djpb@kemenkeu.go.id 
untuk email dan h ai.kemenkeu.go.id 
untuk layanan melalui portal HAI­ 
DJPb selama 24 Jam. Namun 
SLA/Pemberian tanggapan oleh 
agent dilakukan pada jam layanan 
08.00 sd 16.00 WIB. 

4. Untuk Layanan media sosial 
(Instagram, Facebook, Twitter), 
upload konten dilakukan pada 
prime time media sosial. Pemberian f 
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No. Komponen Uraian 
tanggapan dilakukan pada Jam 
layanan 08.00 sd 16.00 WIT. 

2 Sistem, mekanisme 
prosedur 

clan Untuk saluran layanan surat 
elektronik/ portal HAI-DJPb di lakukan 
melalui tahapan sbb: 
1. User menyampaikan pe rmasalahan 

melalui email atau melalui portal 
resmi HAI-DJPb. 

2. Setelah terkirim, maka secara 
otomatis Aplikasi CRM Dekspro 
akan mengirimkan balasan j ika 
email telah di terima clan diberikan 
nomor tiket. 

3. Agent menenma pertanyaan/ 
pengaduan pada Aplikasi CRM 
Dekspro. 

4. Agent Ll HAI-DJPb akan melakukan 
identifikasi kesesuaian pertanyaan / 
pengaduan berdasarkan Katalog 
Layanan HAI-DJPb. Agent juga 
melakukan identifikasi detail profile 
pengguna. Dalam hal profile user 
belum lengkap maka a gent akan 
melakukan identifikasi lebih lanjut. 
Dalam hal . pertanyaan yang 
disampaikan memerlukan dokumen 
pendukung lainnya, maka a gent 
akan meminta kembali dokumen 
dimaksud dalam rangka 
memudahkan Analisa clan 
penyelesaian masalah. 

5. Dalam hal jawaban dimaksud 
terdapat pada Basis Data 
Pengetahuan/ Knowledge Base 
maka Agent Ll DJPb akan segera 
memberikan tanggapan maksimal 1 
jam s etelah diket diterima. 

6. Dalam hal agent tidak dapat 
menjawab maka a gent dapat 
melakukan eskalasi kepada Kepala 
Seksi apabila pertanyaan 
/ pengaduan dimaksud 
membutuhkan konfirmasi la bih 
lanjut kepada Kepala Seksi. 

7. Agent juga dapat melakukan 
eskalasi kepada Agent pada L2 yang 
berada pada direktorat t eknis 
lainnya untuk mendapatkan 
masukan dan putusan. 

8. S elanjutnya agent L2 pada 
direktorat t eknis tersebut akan 
menerima tiket pada Aplikasi CRM 
Dekspro clan melakukan Analisa 
lebih lanjut. 

9. S elanjutnya agent pada L2 pada 
direktorat teknis menyampaikan "/ 
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No. Komponen Uraian 
jawaban atas tiket tersebut secara 
lansgung kepada pengguna layanan 
melalui Aplikasi CRM Dekspro. 

10. Jawaban atas permasalahan 
tersebut akan secara otomatis 
terkirim kepada alamat email yang 
digunakan user pada saat 
menyampaikan permasalahan. 

11. Selanjutnya user juga akan 
menerima form feedback atas 
layanan yang telah diberikan. 

3 J angka waktu pelayanan 1 (satu) jam kerja untuk Ll HAI-DJPb 
24 jam untuk L2 pada Dit SITP 
40 jam untuk L2 pada Dit Teknis 

4 Biava/ tarif RpO,- 
5 Produk pelayanan 1. T anggapan dengan status 

"Resolved". 
2. Tanggapan pada layanan Call dan 

Web Chat untuk diteruskan sebagai 
tiket (dalam hal saat layanan call 
atau chat berlangsung belum 
mendapatkan jawaban) 

6 Penanganan pengaduan, 
saran, da n masukan 

Pengaduan, saran dan masukan atas 
layanan disampaikan melalui kanal 
berupa: 
1. Layanan A spirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR!): 
www.lapor.go.id 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: 
https: //wise.kemenkeu.go.id 

3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu 
PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya 
No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 
134 dan email: 
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 

4. Kotak saran/kotak pengaduan, 
SMS, portal pengaduan S IPANDU 
https: //pengaduandjpb. 
kemenkeu.go.id, HAI DJPb 
https: / /hai.kemenkeu.go.id, atau 
tatap muka secara langsung di 
Kantor Pusat DJPb di alamat 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II 
Lt.1, Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4. 

8) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
1 d' . 1 l" f oe ayanan i interna orgarusasi me rpu 1: 

No. Komponen Uraian 
1 Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan. 

2. K eputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor KEP- 
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No. Komponen Uraian 
272/PB/2017 tentang Katalog 
Layanan HAI DJPBN. 

3. Perdirjen Perbendaharaan No. PER- 
8/PB/2020 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Layanan Help, 
Answer, Improve Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

2 Sarana dan prasarana, 
dan/ atau fasilitas 

Meliputi: 
1. Meja; 
2. Kursi; 
3. Komputer; 
4. Printer; 
5. Scanner, 
6. Aplikasi CRM Dekspro 
7. Headset 
8. Perangkat Telepon yang telah 

disetting Aplikasi A VAY A 
9. Layar Monitor guna melakukan 

monitoring call center 
3 Kompetensi pelaksana 1. Pangkat/ Golongan minimal 

Pengatur (II/ c); 
2. Pendidikan formal minimal DIII; 
3. Memiliki keahlian, kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, serta 
telah mengikuti pelatihan teknis 
yang diperlukan dalam tugasnya; 

4. Mempunyai sikap independen, 
berintegritas, menjaga perilaku 
profesional, serta menggunakan 
keahlian dannkemampuan teknis 
secara cermat dan seksama; 

5. Mampu menjaga kerahasiaan 
informasi yang diperoleh dalam 
pemberian llayanan, dan dilarang 
memberitahukan kepada pihak lain 
kecuali atas perintah Direktur 
Jenderal Perbendaharaan; 

6. Tidak memberikan penafsiran dan/ 
atau penegasan terhadap pe raturan. 

4 Pengawasan internal 4. Direktur Sistem Informasi dan 
Teknologi Perbendaharaan; 

5. Kepala Subdirektorat Pengelolaan 
Sistem Informasi Eksternal; 

6. Kepala Seksi Layanan Pengguna. 
5 Jumlah pelaksana 17 orang 
6 J aminan pelayanan Terdapat dalam Kebijakan Mutu 

Layanan 
Yaitu: 
Profesional 
Senantiasa berkinerja tinggi dengan 
dilandasi kompetensi, komitmen, dan 
tanggung jawab 
Adaptif 
Mampu menyesuaikan diri dengan 
tuntutan perkembangan saat ini 
Solutif ~ 

V 
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No. Komponen Uraian 
Memberikan penyelesaian 
pertanyaan / permasalahan 
disampaikan oleh Pengguna 
Terkini 
Selalu mengikuti perkembangan 
peraturan perbendaharaan terbaru 
ten tang kebijakan pengelolaan 
keuangan nega ra 
Inklusif 

atas 
yang 

Memberikan pelayanan kepada semua 
Pengguna baik lingkup internal 
maupun eksternal 
Produktif 
Bekerja dengan penuh dedikasi untuk 
memberikan yang terbaik kepada 
Pengguna 
Unggul 
Selalu berusaha untuk menjaga 
kualitas agar lebih baik daripada 
layanan sejenis 
Akuntabel 
Memberikan pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan karena 
dilaksanakan secara secara hati-hati 
(prudent) dan taat pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
Sempurna 
Menjamin layanan yang selalu 
mengalami perbaikan 
berkesinambungan agar dapat 
memenuhi e kspektasi Pengguna 

7 J aminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Memastikan layanan dilakukan 
pada Jam layanan yang telah 
ditentukan 

2. Pengguna nama inisial pad agent call 
dan web chat 

3. Tidak memunculkan na ma agent 
pada layanan email 

4. Ruangan Layanan yang nyaman, 
dengan suhu ruangan terjaga dan 
tidak terganggu dari suara bising 
yang berasal dari l uar ruangan 

8 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Laporan kinerja pelaksanaan 
layanan HAI-DJPb di buat dan 
disampaikan kepada Kepala 
Subdirektorat Pengelolaan Sistem 
Informasi Eksternal pada Direktorat 
Sistem Informasi dan Teknologi 
Perbendaharaan secara periodik, 
setiap triwulan, paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

2. Masing-masing pegawai dilakukan 
penilaian kinerja pegawai, 
menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai 
(NKP). Setiap semester dilakukan 
evaluasi/ penilaian terhadap 'f 
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No. Komponen Uraian 
Kontrak Kinerja yang menghasilkan 
Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 

I ,, 
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